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ABSTRACT 
The aims of study are to examine the influence of organizational commitment, 
competence, and availability of infrastucture on implementation government 
accounting standards accrual based on Central Bengkulu Regency. The type of 
research is a descriptive quantitative research. The research method is a census, 
the population number are 144 respondens from 38 local government units in 
Central Bengkulu Regency. The analitycal method used is multiple linear 
regression analysis. The result of this study showed that: (1) Organizational 
commitment, competence, and availability of infrastucture affected simultanously 
on the implementation of government accounting standards accrual based on 
Central Bengkulu Regency. (2) Organizational commitment has positive effect on 
implementation government accounting standards accrual based on Central 
Bengkulu Regency. This result means the better the organizational commitment 
then the implementation government accounting standards accrual based on 
Central Bengkulu Regency will also be better. (3) Competence has positive effect 
on implementation government accounting standards accrual based on Central 
Bengkulu Regency. This result means the better the competence then the 
implementation government accounting standards accrual based on Central 
Bengkulu Regency will also be better.  (4) Availability of infrastucture has 
positive effect on implementation government accrual based on Central Bengkulu 
Regency. This result means the better the availability of infrastucture then the 
implementation government accounting standards accrual based On Central 
Bengkulu Regency will also be better. 
 
Keyword: organizational commitment, competence, availability of infrastucture, 
implementation government accounting standards accrual based. 
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Berlakunya PP 71 tahun 2010  tentang SAP berbasis akrual sebagai regulasi 
nasional telah membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di 
Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas kemudian basis kas menuju akrual dan 
pada akhirnya menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan 
pemerintah. Begitu juga di tingkat Provinsi Bengkulu regulasi yang mengatur 
tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini adalah Peraturan 
Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi 
pemerintah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Terakhir di Kabupaten Bengkulu 
Tengah, regulasi yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah daerah 
berbasis akrual adalah Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 30 tentang 
kebijakan umum akuntansi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Peraturan Bupati 
Nomor 31 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 
2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 
 
Penerapan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual akan memberikan 
gambaran yang utuh atas keuangan pemerintah daerah karena dengan basis akrual 
informasi yang disajikan lebih riil mengenai hak dan kewajiban-kewajiban dari 
pemerintah daerah. Selain itu defisit anggaran lebih terkendali dan memperbaiki 
akumulasi biaya pemerintah. Sehingga dengan alasan-alasan di atas, Pemerintah 
Daerah lebih mudah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga lebih 
efisien dan efektif, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang 
dimiliki oleh daerah. 
 
Tujuan dari Penelitian ini adalah (1) Ingin melihat pengaruh bersama-sama 
komitmen organisasi, kompetensi dan ketersediaan infrastruktur terhadap 
implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten 
Bengkulu Tengah, (2) Ingin melihat pengaruh komitmen organisasi terhadap  
implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten 
Bengkulu Tengah, (3) Ingin melihat pengaruh kompetensi terhadap  implementasi 
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah, (4) 
Ingin melihat pengaruh ketersediaan infrastruktur berpengaruh terhadap  
implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten 




Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 
penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai di 
bidang keuangan yang ada disetiap OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah. Teknik 
pengambilan sampel dengan cara sensus dengan jumlah sampel sebanyak 144 
orang. Tetapi 1 kuesioner tidak kembali, sehingga kuesioner yang bisa diolah dan 
di analisis lebih lanjut sebanyak 143. Metode analisis data yang digunakan 
meliputi uji kualitas data (uji validitas dan uji realibilitas) dan uji hipotesis. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) komitmen organisasi, 
kompetensi dan ketersediaan infrastruktur secara bersama-sama berpengaruh 
positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu 
Tengah, (2) Komitmen organisasi berpengaruh dengan arah positif sebesar 4,545 
terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah, (3) 
Kompetensi berpengaruh dengan arah positif sebesar 2,162 terhadap implementasi 
SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu, (3) Ketersediaan infrastruktur 
berpengaruh dengan arah positif sebesar 5,241 terhadap implementasi SAP 
berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
 
Saran yang dianjurkan adalah dengan meningkatkan kompetensi dari pegawai 
yang terlibat dalam proses implementasi. Baik pegawai yang terlibat dalam 
implementasi SAP berbasis akrual maupun pegawai pengembangan konsep dan 
regulasi, dengan memberikan pelatihan-pelatihan SAP berbasis akrual secara 
intensif dan berkala. Kemudian juga dengan meningkatkan ketersediaan internet 
dan wifi secara menyeluruh termasuk juga untuk 4 kecamatan pemekaran (Kec. 
Merigi Sakti, Kec. Merigi Kelindang, Kec. Bang Haji dan Kec. Pondok Kubang) 
yang berada di daerah pedalaman. Terakhir dengan meningkatkan kerjasama 
dengan BPKP terutama dalam hal perumusan dan perubahan regulasi, dalam hal 
ini KUA dan SAPD guna menyesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 
berlaku (sistem akuntansi yang berbasis akrual). Hal ini dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas laporan-laporan yang dihasilkan. 
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1.1 Latar Belakang 
Pelaksanaan otonomi daerah adalah langkah-langkah strategis untuk 
merespons berbagai tuntutan-tuntutan masyarakat yang ada di daerah. Otonomi 
daerah dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian daerah. Apabila 
perekonomian di daerah semakin kuat, tentunya akan berdampak pada 
perekonomian yang semakin kokoh. 
Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999, 
hal ini diharapkan untuk mempermudah berbagai urusan penyelenggaraan negara. 
Dengan adanya otonomi daerah, daerah dapat memiliki hak guna mengatur 
daerahnya sendiri. Daerah dapat mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap di 
bawah naungan pemerintah pusat dan dikontrol oleh undang-undang. 
Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah: 
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
2. Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi 
daerah, pengaturan dan pembagiannya serta pemanfaatan kompetensi sumber 
daya manusia yang berkeadilan dan perimbangan keuangan antara pusat dan 
daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 
3. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan 
Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
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5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pusat Dan Pemerintah Daerah. 
Dalam perjalanan otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu 
melalui Undang-Undang No 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah. 
Kemudian di tahun 2004, Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tadi sudah 
dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan otonomi daerah. Kemudian 
diganti oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah. 
Undang-undang No 32 tahun 2004 sampai saat ini sudah banyak mengalami 
perubahan, menyesuaikan dengan perkembangan otonomi daerah. Perubahan 
yang terakhir yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 2008 mengenai perubahan ke-
dua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. 
Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan 
(institutional reform) dan reformasi manajemen publik (Public management 
reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan alat-alat 
pemerintahan baik struktur maupun ketersediaan infrastruktur. Reformasi 
manajemen publik menyangkut: reformasi sistem pembiayaan (financing reform), 
reformasi sistem penganggaran (budgeting reform), reformasi sistem akuntansi 
(accounting reform), reformasi sistem pemeriksaan (audit reform), dan reformasi 
sistem manajemen keuangan daerah (financial management reform). 
Seiring dengan terus berkembangnya akuntansi di sektor swasta 
berkembang pula konsep New Public Management. Konsep New Public 
Management merupakan suatu reformasi akuntansi di sektor publik yang mulai 
mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi sektor swasta. 
3 
 
Menurut Djamhuri dan Mahmudi (2006:318) dalam Damayanti (2013) 
hubungan antara konsep New Public Management dengan reformasi akuntansi di 
organisasi sektor publik sebagai berikut : 
The implication of adopting New Public Management model is the need 
to conduct a series of reform in Public sector, i.e. accounting, budgeting 
reform, financial management reform, audit reform, as well as 
institutional reform. The migration to accrual accounting from cameral 
(cash basis) accounting and single entry is one formof Public sector 
accounting reform. 
 
Untuk terus meningkatkan kualitas pemerintah sekarang dikenal reformasi 
akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi 
dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan 
dalam Laporan Keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa 
memperhatikan waktu kas, setara kas yang diterima / dibayarkan. 
Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (good governance) 
pemerintah Indonesia terus menciptakan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dikembangkanlah 
standar akuntansi pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pedoman 
pokok dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan baik di pusat maupun 
di daerah. 
Perkembangan reformasi pengelolaan keuangan negara yang 
berkelanjutan masih terus dilakukan. Ada beberapa dasar hukum yang 
menandakan bahwa negara masih terus melakukan proses reformasi pengelolaan 
keuangan negara secara berkelanjutan yaitu: 
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1. Pasal 1 UU 17 Tahun 2003 (UU Keuangan Negara). Ketentuan mengenai 
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual 
dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. 
2. Pasal 70 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara). Ketentuan 
mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual 
dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008. 
3. PP No 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan). Dalam hal entitas 
pelaporan PSAP akrual belum bisa diterapkan. Entitas pelaporan baru 
menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun 
setelah TA 2010. 
4. Pasal 7 Ayat 3 PP No. 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan) 
Ketentuan-ketentuan mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah yang diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 
yaitu: 
a. Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 
b. Pasal 10 Ayat 1 Permendagri 64 Tahun 2013 tentang peraturan kepala 
daerah yang mengatur kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dan 
peraturan kepala daerah yang mengatur SAPD ditetapkan paling lambat 
tanggal 31 Mei 2014 
Pandangan masyarakat terhadap organisasi sektor publik di Indonesia 
yang pada umumnya kurang berkualitas, menyebabkan terjadinya reformasi 
pengelolaan keuangan negara yang masih terus dilakukan. Hal ini tertuang dalam 
Undang Undang No 17 Pasal 3 Ayat 1 yaitu berisi tentang keuangan negara yang 
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mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan 
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dapat 
semakin diwujudkan.   
Dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah ini tentunya 
diharapkan dapat memperbaiki wajah organisasi sektor publik menjadi semakin 
baik dan optimal. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual 
akan memberikan gambaran yang utuh atas keuangan Pemerintah Daerah karena 
dengan basis akrual informasi yang disajikan lebih riil mengenai hak dan 
kewajiban-kewajiban dari pemerintah daerah. Selain itu defisit anggaran lebih 
terkendali dan memperbaiki akumulasi biaya pemerintah. Sehingga dengan 
alasan-alasan di atas, Pemerintah Daerah lebih mudah untuk mengevaluasi kinerja 
pemerintah sehingga lebih efisien dan efektif, terutama dalam penggunaan sumber 
daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah. 
Standar akuntansi pemerintahan merupakan syarat yang mempunyai 
kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah 
di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan kepada 
pemerintah daerah. 
Berlakunya PP 71 tahun 2010  tentang SAP berbasis akrual sebagai 
regulasi nasional telah membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan 
keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas kemudian basis kas menuju 
akrual dan pada akhirnya menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi 
keuangan pemerintah. Begitu juga di tingkat Provinsi Bengkulu regulasi yang 
mengatur tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini adalah 
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Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi 
pemerintah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Terakhir di Kabupaten Bengkulu 
Tengah, regulasi yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah daerah 
berbasis akrual adalah Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 30 tentang 
kebijakan umum akuntansi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Peraturan Bupati 
Nomor 31 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 
2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Dalam paparan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah yang diakses pada 
tanggal 04 april 2016, pada umumnya hal-hal yang berpotensi menyebabkan 
terjadinya permasalahan dalam penerapan standar akuntansi akrual pada 
pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: belum optimalnya pelaksanaan 
inventrisasi aset tetap/Barang Milik Daerah, Pengalihan pajak PBB P2 dan 
BPHTB dari pemerintah pusat pada kabupaten/kota tanpa dilengkapi data wajib 
pajak yang akurat sehingga menyebabkan banyaknya terjadi piutang tak tertagih, 
belum seluruh Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia 
pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengerti dan memahami 
akuntansi pemerintahan, dan selanjutnya Pemerintah Daerah belum sepenuhnya 
memanfaatkan aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi. 
Berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik implementasi 
SAP berbasis akrual diantaranya adalah menurut Herlina (2013) faktor-faktor 
yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi PP 71 
7 
 
Tahun 2010 adalah: komunikasi, kompetensi SDM, struktur birokrasi, komitmen 
organisasi pimpinan dan resistensi terhadap perubahan. Pendapat dari Putra dan 
Ariyanto (2015) menjelaskan bahwa komitmen organisasi sangat berpengaruh 
terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Badung. 
Sependapat dengan Putra dan Ariyanto, menurut Kardiasih, Sinarwati dan 
Sulindawati (2016) mengemukakan bahwa komitmen organisasi dan kompetensi 
SDM juga berpengaruh terhadap SAP berbasis akrual di Kabupaten Klungkung. 
Selanjutnya Azman (2015) mengungkapkan bahwa ketersediaan infrastruktur 
diukur dengan sarana prasarana yang dimiliki demi kelancaran SAP berbasis 
akrual. Ketersediaan infrastruktur seperti ketersediaan komputer, jaringan internet, 
proses akuntansi dan pemeliharaan peralatan secara teratur memiliki pengaruh 
terhadap penerapan SAP berbasis akrual. 
Dalam pengimplementasian standar akuntansi berbasis akrual di 
Kabupaten Bengkulu Tengah belum sepenuhnya efektif. Pemerintah Kabupaten 
Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan 
komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan ketersediaan 
infrastruktur. Peneliti telah melakukan wawancara sebagai survey awal dalam 
prapenelitian untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi di Kabupaten 
Bengkulu Tengah. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 13 dan 14 
September 2016. Jumlah orang yang di wawancarai adalah sebanyak 7 orang. 
Pedoman wawancaranya sebagai berikut: 
1. Menurut bapak/ibu bagaimanakah pelaksanaan komitmen organisasi terutama 
dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual? 
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2. Menurut bapak/ibu bagaimanakah kompetensi sumber daya manusia di 
Bengkulu Tengah, terutama dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual? 
3. Menurut bapak/ibu bagaimanakah ketersediaan infrastruktur di Bengkulu 
Tengah terutama dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual? 
Berikut jawaban responden dari hasil wawancara dengan orang-orang yang 
berbeda di DPPKAD Kabupaten Bengkulu Tengah: 
 “kita waktu rapat sudah komitmen juga dengan pimpinan. 
Tapi pada waktu pelaksanaannya itu, kadang kita mau ada SPPD 
untuk pelatihan tentang akrual eh malah tidak disetujui”. 
 
 “salah seorang staf mengatakan bahwa disini terjadi gap 
dalam mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi 
sumber daya manusia. Dimana yang ikut pelatihan dan 
bimbingan teknis biasanya hanya orang-orang itu saja, mungkin 
karena ada uang SPPD nya. Sehingga tidak merata/tidak 
bergiliran”. 
 
 “mutasi dan rolling staf terlalu cepat waktunya, mutasi 
yang terakhir ini, orang yang dimutasi belum sampai 1 tahun 
bekerja di tempat yang baru sudah dimutasi ke tempat yang 
lain”. 
 
 “ada juga pejabat eselon IV yang merangkap menjadi 
bendahara, sehingga pekerjaannya sebagai bendahara tidak 
maksimal. Sehingga dia lebih sering minta tolong orang-orang 
disini (DPPKAD) untuk mengerjakannya”. 
 
 “bagaimana mau kerja kalau jaringan listrik mati terus. 
Genset juga jebol karena listrik mati hidup terus. Jaringan 
internet dan wifi juga lemot karena banyak yang make, bukan 
untuk bekerja tapi buka sosmed”. 
 
 “disini jalannya belum memadai. Kasihan sama 
bendahara-bendahara yang kantornya di dalam-dalam tuh, 
seperti kecamatan pemekaran yang empat itu: bang haji, merigi 
sakti, merigi kelindang sama pagar jati. Kantor-kantor yang di 
renah semanek itu juga. Apalagi kalo hari hujan mereka masih 
dikantor dan mau ke ke sini (DPPKAD) ga bisa karena jalannya 
jelek dan becek”. 
 
 “wahh,, yahh,, repot juga kalau perubahan sistem basis 
gini, karena kan aplikasinya harus ngikut juga. Jadi dalam 
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customing aplikasi itu, waktu itu pernah berapa kali penyesuaian 
aplikasi simda dari release 2.5.0 ubah lagi ke release 2.7.0. 
tentunya kitanya juga harus ngikutin juga kan”. 
 
Berdasarkan wawancara di atas informasi yang di peroleh, bahwa 
terdapat berbagai kendala dalam implementasi standar akuntansi pemerintah 
berbasis akrual. Kemampuan dan pengetahuan mengenai standar akuntansi 
pemerintah berbasis akrual mereka tidak sama.  
Selain dari hasil wawancara peneliti juga mendapatkan data opini dari 
BPK bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sejak tahun 2010 
s/d 2014 dengan metode sistem akuntansi kas s/d kas menuju akrual, telah 
mendapatkan opini WTP dan untuk tahun 2015 dengan metode sistem akuntansi 
akrual juga mendapatkan opini WTP yang diakses dari www.bpk.go.id. Jika dilihat 
dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2015 
sebagai berikut: 
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 Kabupaten 
Bengkulu Tengah 
 Anggaran Realisasi % 
Pendapatan 669.329.979.227,00 676.317.176.510,87 101,04 
Belanja 662.703.052.779,42 606.373.507.401,00 91,48 
Sumber: LRA Tahun 2015 Kab. Bengkulu Tengah 
Dari tabel di atas diketahui bahwa pendapatannya menunjukkan anggaran 
lebih kecil dari realisasi sehingga target pendapatan di tahun 2015 tercapai. Begitu 
pula belanjanya menunjukkan bahwa anggarannya lebih besar dari realisasinya. 
Hal ini berarti belanjanya tidak melebihi dari anggaran. Dengan target pendapatan 
yang tercapai dan belanja yang tidak melebihi anggaran, hal ini berarti defisit 
anggaran lebih terkendali dan dapat memperbaiki akumulasi biaya pemerintah di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. Penjelasan di atas sesuai jika di hubungkan dengan 
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penilaian yang diperoleh dari BPK yaitu opini WTP untuk Tahun 2015 dengan 
LKPD yang telah menggunakan basis akrual, karena kesuksesan implementasi 
SAP berbasis akrual pada akhirnya dapat dilihat pada opini yang diperoleh dari 
hasil pemeriksaan LKPD( Nasution, 2008:49). 
Dengan berbagai informasi yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 
mengetahui bahwa begitu banyak hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dalam 
implementasi SAP berbasis akrual, yang tentunya akan berpengaruh dan bukan 
tidak mungkin malah bisa menghambat pengimplementasian SAP berbasis akrual 
khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Oleh sebab itu, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka peneliti berminat 
untuk meneliti tentang pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya 
manusia, dan ketersediaan infrastruktur terhadap implementasi standar akuntansi 
pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. Peneliti juga 
berminat untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi kendala-kendala yang 
dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam  implementasi 
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat pada penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh bersama-sama komitmen organisasi, kompetensi 
dan ketersediaan infrastruktur terhadap implementasi standar akuntansi 
pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah? 
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2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap  implementasi standar 
akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah? 
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap  implementasi standar akuntansi 
pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah? 
4. Apakah ketersediaan infrastruktur berpengaruh terhadap  implementasi 
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu 
Tengah? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk menguji/menganalisis pengaruh bersama-sama komitmen organisasi, 
kompetensi dan ketersediaan infrastruktur terhadap implementasi standar 
akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah? 
2. Untuk menguji/menganalisis bagaimana pengaruh komitmen organisasi 
terhadap  implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. 
3. Untuk menguji/menganalisis bagaimana pengaruh kompetensi terhadap  
implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten 
Bengkulu Tengah. 
4. Untuk menguji/menganalisis apakah ketersediaan infrastruktur memiliki 
pengaruh terhadap  implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis 




1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
1. Bagi pengelola keuangan, dalam hal ini pemerintah daerah. Penelitian ini 
diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah sebagai 
upaya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan  implementasi 
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. 
2. Bagi OPD, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam upaya 
meningkatkan implementasi SAP berbasis akrual di masing-masing OPD. 
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 
dalam menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan komitmen 
organisasi, kompetensi,  ketersediaan infrastruktur serta  implementasi SAP 
berbasis akrual 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Agar penelitian lebih terarah maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh 
komitmen organisasi, kompetensi, dan ketersediaan infrastruktur terhadap 
implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten 
Bengkulu Tengah. Pada penelitian ini objek yang dipilih adalah pada Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Tengah. Objek penelitian ini 






2.1 Pemerintahan Daerah 
Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai 
kekuasaan tertinggi yang sah, ditaati oleh rakyat dan diakui oleh negara lain. 
Negara memiliki unsur-unsur: rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan 
pengakuan dari negara lain. 
Definisi pemerintah menurut Halim dan Kusufi, 2014 adalah: 
“sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur 
khidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara/bagian-bagiannya 
atau sekelompok orang yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan 
politik suatu negara/bagian-bagiannya/sekelompok orang yang secara 
bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan 
kekuasaan”. 
Negara dan pemerintah merupakan sasaran dari akuntansi sektor publik. Sesuai 
dengan undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang prinsip-prinsip pengelolaan 
keuangan negara sebagai dasar dari New Public Management disektor publik. 
Ruang lingkup keuangan negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
dikelola langsung oleh pemerintah dan dipisahkan pengurusannya. (Halim dan 
Kusufi, 2014). Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah adalah 
komponen keuangan negara baik penerimaan maupun pengeluarannya seperti 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Barang Milik Negara. Keuangan 
negara yang dipisahkan pengurusannya yaitu komponen keuangan negara yang 
pengelolaannya dipisahkan dan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara, 
Perusahaan Umum Negara, Perusahaan Perseroan Negara. 
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Definisi Pemerintahan Daerah di dalam  UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: 
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945”. 
 
Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan  diatas, 
maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah 
otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota 
dan perangkat daerah. 
Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
adalah : 
1. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 
3. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki 
hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana 
hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, 






2.2 Tata Kelola Pemerintahan 
Tata kelola (governance) adalah serangkaian proses, kebiasaan, aturan 
dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan serta pengontrolan 
suatu organisasi (Wikipedia, 2016). Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2009:17) 
tata kelola (governance) adalah sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. 
World Bank dalam (Mardiasmo, 2009:17) juga mendefinisikan governance 
sebagai the excercise of political, economic and administrative authority to 
manage a nations affair at all levels. Hak tersebut berarti governance merupakan 
pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola 
urusan-urusan suatu bangsa. 
Sebagian besar orang-orang di Indonesia membayangkan bahwa dengan 
adanya good governance maka kualitas pelayanan publik akan semakin baik, 
angka korupsi semakin rendah, dan pemerintah semakin peduli dengan 
kepentingan warga (Dwiyanto, 2005). Hal tersebut sesuai dengan karakteristik 
good governance menurut UNDP dalam (Mardiasmo, 2009:18) yang terdiri dari: 
participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, 
equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision. Masih 
menurut pendapat (Mardiasmo, 2009:20) dari delapan karakteristik tersebut, 
paling tidak terdapat tiga hal yang diperankan oleh sektor publik yaitu 
transparansi, akuntabilitas publik, dan value for money (economy, efficiency dan 
effectiveness). 
Tata kelola (governance) tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan, negara 
yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkan good governance. 
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Negara memiliki fungsi pengaturan yang memfasilitasi sektor swasta dan 
masyarakat. Sektor publik sebagai salah satu unsur good governance terkait erat 
dengan tugas pokok dari fungsi lembaga penyelenggara kekuasaan negara baik 
eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menjadi domain yang terpenting dalam 
upaya mewujudkan good governance (Waluyo, 2007). Menurut (Jones, 1993) 
dalam (Anggraini dan Puranta, 2010) sebagai lembaga pengelola public goods, 
ada tiga peran utama dari organisasi publik yaitu: 
1. Regulatory role, yaitu organisasi publik berperan dalam menetapkan segala 
aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. 
2. Enabling role, yaitu organisasi publik memiliki peran yang cukup besar untuk 
memperlancar aktivitas masyarakat secara aman tertib dan lancar. 
3. Direct provision of goods and services, yaitu organisasi sektor publik 
berperan untuk mengatur berbagai kegiatan produksi, penjualan barang jasa, 
public good, dan quasi public goods. 
Dari penjelasan di atas, dapat menunjukkan bahwa tata kelola 
(governance) sangat penting dalam suatu negara. Dalam rangka untuk 
mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah terus melakukan usaha-usaha 
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 
Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tersebut adalah 
dengan menerapkan SAP berbasis akrual. Dengan basis akrual, transaksi ekonomi 
dan peristiwa-peristiwa lainnya akan diakui, dicatat dan disajikan berdasarkan 
waktu terjadinya transaksi. Sehingga dengan menerapkan SAP berbasis akrual 




2.3 Akuntansi Sektor Publik 
Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh 
lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada 
publik. Menurut American Accounting Association (1966) dalam Halim dan 
Kusufi (2014) akuntansi dari perspektif proses berikut : 
“Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran 
pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu 
organisasi atau entitas yang digunakan sebagai bahan informasi dalam 
rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang 
memerlukan”. 
 
 Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola 
secara transparan dan bertanggung jawab. Organisasi sektor publik menghadapi 
tekanan dari publik agar lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya 
sosial dan bermanfaat bagi publik, serta dapat mengurangi dampak negatif atas 
aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi 
dapat diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan 
publik. Akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin 
ilmu yang lebih dibutuhkan. Sektor publik adalah manajemen keuangan yang 
berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggung 
jawabkan kepada publik. Pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan 







Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan 
Sektor Swasta: 
Tabel 2.1 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik 
dengan Sektor Swasta 
 
Perbedaan Sektor publik Sektor Swasta 
Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive 
Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, 
obligasi pemerintah, laba 
BUMN/BUMD, penjualan 
aset negara, dsb 
Pembiayaan internal : modal 
sendiri laba ditahan, 
penjualan aktiva 
Pembiayaan eksternal : uatng 
bank, obligasi, penerbitan 
saham 
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 
kepada masyarakat  
(publik) dan parlemen 
(DPR/MPR) 
Pertanggungjawaban kepada 
pemegang saham dan 
kreditor 
Struktur organisasi Birokratis, kaku, dan 
hierarkis 
Fleksibel, datar, piramid, 
lintas fungsional, dsb 
Karakteristik anggaran Terbuka untuk umum Tertutup untuk publik 
Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting 
Sumber: (Mardiasmo, 2009:8) 
 
Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta, (Mardiasmo, 2009:13): 
1. Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara 
dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. 
2. Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, 
sehingga dituntut menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, 
efisiensi dan efektif. 
3. Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada 
dasarnya sama di kedua sektor. 
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4. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Kedua sektor 
terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang 
diisyaratkan. 
 
2.4 Komponen Laporan Keuangan dalam PP 71 Tahun 2010 
 Elemen-elemen/komponen-komponen laporan keuangan perlu dipahami 
juga oleh stakeholder. Pemahaman yang baik dari stakeholder sangat perlu agar 
bisa memahami isi dari laporan keuangan Pemerintah Daerah secara baik dan 
benar. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara membandingkan elemen 
tertentu dengan elemen lainnya dalam menghasilkan rasio keuangan, dengan cara 
menelaah setiap elemen-elemen, juga dengan memprediksi kondisi yang akan 
dating, (Mahmudi, 2016). 
Perbedaan komponen laporan keuangan antara PP 24/2005 dengan PP 
71/2010. 
 
Tabel 2.2 Perbedaan komponen laporan keuangan antara PP 24/2005 dengan 
PP 71/2010 
 
PP. No. 24 Tahun 2005 PP. No. 71 Tahun 2010 
• Komponen Laporan Keuangan Pokok: 
1. Neraca 
2. Laporan Realisasi Anggaran 
3. Laporan Arus Kas 
4. Catatan Atas Laporan Keuangan 
 
Laporan yang bersifat optional : 
1. Laporan Kinerja Keuangan (LKK) 
2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  
• Komponen Laporan Keuangan Pokok: 
Laporan Anggaran : 
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
  Lebih (SAL) 
 
Laporan Finansial : 
1. Neraca 
2. Laporan Operasional (LO) 
3. Laporan Arus Kas (LAK) 
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
5. Catatan Atas Laporan Keuangan. 
• Penerimaan dan pengeluaran APBD 
diakui dan dicatat pada saat kas 
diterima/dikeluarkan 
• Penerimaan dan pengeluaran APBD 
diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak 
dan kewajiban tanpa memperhatikan kas 
diterima/dikeluarkan. 




Dari tabel perbedaan komponen laporan keuangan di atas, khususnya PP 
No. 71 Tahun 2010 terdapat beberapa komponen laporan keuangan Pemerintah 
Daerah yaitu laporan anggaran dan laporan finansial. Menurut Mahmudi 
(2016:67) penjelasannya adalah sebagai berikut: 
1. Elemen neraca 
Neraca dalam laporan keuangan terdiri atas tiga elemen, yaitu: aset, 
kewajiban dan ekuitas. Aset diklasifikasikan menjadi: aset lancar, investasi 
jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Kewajiban 
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: kewajiban jangka pendek dan kewajiban 
jangka panjang. Ekuitas diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: ekuitas dana 
lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. 
2. Elemen laporan realisasi anggaran 
Dalam laporan realisasi anggaran terdapat enam elemen utama, yaitu: 
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan SiLPA/SiKPA. 
Pendapatan diklasifikasikan menjadi tiga elemen, yaitu: pendapatan asli 
daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja 
diklasifikasikan menjadi: belanja operasi, belanja modal dan belanja tak 
terduga. Transfer sebenarnya merupakan bagian dari belanja pemerintah 
daerah. Pengeluaran transfer provinsi meliputi: bagi hasil pajak ke 
kabupaten/kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota, serta bagi hasil 
pendapatan lainnya ke kabupaten/kota. Sedangkan untuk kabupaten/kota 
pengeluaran transfernya meliputi: bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan 
bagi hasil pendapatan lainnya. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua 
yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 
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3. Elemen laporan operasional 
Laporan operasional dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 
diklasifikasikan menjadi tiga elemen penting, yaitu: pendapatan LO, beban 
dan surplus/defisit LO. Pendapatan LO terdiri dari: pendapatan asli daerah, 
pendapatan transfer, transfer pemerintah pusat-lainnya, transfer pemerintah 
provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Beban terdiri atas: beban 
pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban bunga dll. 
Surplus defisit terbagi dua, yaitu: dari kegiatan operasional dan dari kegiatan 
non operasional. Pos luar biasa terbagi dua: pendapatan luar biasa dan beban 
luar biasa. 
4. Elemen laporan arus kas 
Laporan arus kas terbagi menjadi empat aktivitas, yaitu: arus kas dari 
aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas 
pembiayaan dan arus kas dari aktivitas non anggaran. 
5. Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan terdiri atas: analisis 
neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, analisis laporan arus 
kas, ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan, kebijakan-kebijakan 
keuangan daerah dan juga kebijakan fiskal/keuangan daerah, ekonomi makro 
daerah serta pencapaian target APBD.yang tertuang di dalam CaLK. Hal ini 
yang menyebabkan CaLK menjadi sangat penting didalam suatu laporan 





2.5 SAP Basis Akrual 
Menurut PP No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyatakan SAP Berbasis 
Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas 
dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja, dan 
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang 
ditetapkan dalam APBN/APBD. 
Tabel 2.3 Perbedaan Manfaat dan Kelemahan Anggaran Basis Kas dan 
Anggaran Basis Akrual 
 
Anggaran Basis Kas, Akuntansi Basis Akrual Anggaran Basis Akrual, Akuntansi Basis Akrual 
Manfaat Kelemahan Manfaat Kelemahan 
1. Anggaran 

























1. Tidak dapat 
ditandingkan antara 
anggaran berbasis 






2. Pada dasarnya hanya 
melihat apakah 
aliran kas masuk 




Tidak melihat aspek 
efisiensi atas 
aktivitas tersebut. 
3. Pengendalian atas 
capaian operasional 
dan posisi yang 
hendak dicapai 


















tidak semata pada 
arus kas namun 
juga terhadap 














































Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses 
baku penyusunan yang merupakan pertanggungjawaban professional KSAP yang 
secara lengkap terdapat dalam lampiran III. 
Proses baku penyusunan SAP berbasis akrual meliputi tahap-tahap 
sebagai berikut : 
1. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar 
2. Merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan 
keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pertanyaan standar 
akuntansi pemerintahan. 
3. Pembentukan kelompok kerja (Pokja) di dalam KSAP. KSAP dapat 
membentuk pokja yang bertugas membahas topik yang telah di setujui. 
4. Riset terbatas oleh kelompok kerja. Untuk pembahasan suatu topik, kelompok 
kerja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi 
yang berlaku di berbagai Negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (best 
practices), peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan 
dengan topik yang akan di bahas. 
5. Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja. Berdasarkan hasil riset terbatas 
dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah di susun 
selanjutnya dibahas oleh Pokja. 
6. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja. Draf yang telah di susun oleh pokja di 
bahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi 
dan implikasi penerapan standar. 
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7. Pengambilan Keputusan Draf untuk dipublikasikan Komite Kerja 
berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan 
peluncuran draf publikasian SAP. 
8. Peluncuran Draf SAP (Exposure Draft) KSAP melakukan peluncuran draf 
SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada stakeholders, antara lain 
masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk 
memperoleh tanggapan. 
9. Dengar Pendapat Publik Terbatas (Limited Public Hearing) dan Dengar 
Pendapat Publik (Public Hearings). Dengar pendapat dilakukan dua tahap 
yaitu dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar 
pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari 
kalangan akademis, praktis, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan 
masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan 
dan masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian. Dengar 
pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang 
berkepentingan terhadap SAP. 
10. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap draf SAP. KSAP melakukan 
pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat 
terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak 
untuk menyempurnakan draf SAP. 
11. Finansial standar dalam rangka financial draf SAP, KSAP memperhatikan 
pertimbangan dari BPK. Disamping itu tahap ini merupakan tahap akhir 




2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAP Berbasis Akrual 
Implementasi adalah sesuatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, 
tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implementasi tidak hanya 
sekedar aktivitas yang monoton, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana 
secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu (Usman, 2002). 
Sedangkan implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan 
suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tersebut bertujuan 
untuk menyempurnakan suatu program ( Harsono, 2002). Menurut kamus besar 
Bahasa Indonesia pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, 
bentuk kata kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya melaksanakan 
atau menerapkan. Dengan kata lain implementasi adalah bentuk dari aksi nyata 
dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya. 
Implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual menurut Asian 
Development Bank dalam (Widjajarso, 2014) dalam (Irawan, 2013) yaitu: 
1. Kehati-hatian dalam memilih strategi implementasi 
2. Komitmen politik yang merupakan salah satu kunci penting 
3. Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan 
4. Perlunya tenaga akuntan yang andal 
5. Sistem informasi akuntansi harus memadai 
6. Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat 
7. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi 
Tickel (2010:74) berdasarkan pada dokumen dari Komite Sektor Publik 
di IFAC (Public Sector Commite) (2002:19) menjelaskan bahwa: 
“accrual accounting, while arguably successfully implemented in 
developed economies, is yet to be successfully integrated into the 
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accounting systems of many developing economies. This is despite 
numerous attempts by some countries. It has been recognised by IFAC’s 
Public Sector Committee that the factors that may influence the nature 
and speed of the migration to accrual accounting include: 
1. The system of government and the political environment of the nation, 
2. Whether the reforms are focused solely on changing the reporting 
framework or encompassing other wider scale reforms, 
3. Whether the changes are being driven from the “top down” or “bottom 
up”, 
4. The current basis of accounting used by the entity, the capability of 
existing information system, and the completeness and accuracy of 
existing information, particularly in relation to assets and liabilities, 
5. The basis of accounting to be used in the preparation of budget 
documents, 
6. The level of political commitment to the adoption of accrual accounting, 
and 
7. The capacity and skills of the people and organizations responsible for 
implementing the changes”. 
 
Kemudian menurut KSAP (2010) setelah syarat-syarat implementasi 
dipenuhi, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melaksanakan langkah-
langkah penerapan basis akrual di pemerintah daerah.  Pada tingkat daerah, 
strategi penerapan basis akrual dapat dilakukan sebagai berikut : 
1. Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud 
meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan 
tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut : meningkatkan skill 
pelaksana, membangun awareness, dan mengajak keterlibatan semua pihak. 
2. Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala 
daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur.  
3. Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi 
berbasis akrual secara penuh. 
Baik tidaknya implementasi SAP berbasis akrual pada akhirnya dapat 
dilihat pada opini yang diperoleh dari hasil pemeriksaan LKPD (Nasution, 
2008:49). Diperlukan strategi untuk mendapatkan opini WTP terhadap hasil 
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pemeriksaan BPK atas LKPD. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi SAP berbasis akrual menurut Suwanda (2013) terdiri dari: 
1. Komitmen organisasi, komitmen pimpinan / membuat fakta integritas 
2. Membentuk tim 
3. Membuat rencana aksi 
4. Menyiapkan anggaran 
5. Merancang SPI 
6. Perbaikan SAK dan Simda 
7. Dukungan IT yang memadai 
8. Sumber daya manusia 
9. Optimalisasi peran APIP 
10. Monitoring dan evaluasi 
Kelebihan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada 
pemerintah tidak terlepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor 
yang ada pada satuan kerja tersebut. Mulai dari faktor-faktor sumber daya 
manusia, faktor organisasional dan faktor situsional. (Hadiyati, Sulistyowati dan 
Widianti, 2016). 
Merujuk pada pendapat (Ichsan, 2013) menyebutkan bahwa faktor-faktor 
kunci sukses agar pelaksanaan implementasi akuntansi akrual bisa dijaga 
kontinuitas dan keberhasilannya antara lain: 
1. Adanya kesiapan dan kemauan menerima perubahan 
2. Pimpinan entitas menyiapkan strategi dan sarana komunikasi agar proses 




3. Adanya integrasi antara anggaran dan akuntansi 
4. Setiap entitas pelaporan harus mampu mengidentifikasi isu-isu akuntansi 
akrual yang ada di entitas pelaporannya 
5. Penanggungjawab implementasi dengan tugas dan kewenangan yang jelas 
agar meningkatkan kesadaran (awareness) dan pemehaman seluruh pihak. 
6. Konsultasi dan koordinasi yang berkelanjutan. 
7. Struktur organisasi dan sistem prosedur 
8. Kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi 
9. Kesiapan sumber daya manusia 
10. Penyediaan sumber daya keuangan 
 
2.7 Komitmen Organisasional 
Komitmen organisasi adalah sikap karyawan yang tertarik dengan tujuan, 
nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukan dengan adanya penerimaan individu 
atas nilai dan tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan 
organisasi dan kesediaan bekerja keras untuk organisasi sehingga membuat 
individu betah dan tetap ingin bertahan di organisasi tersebut demi tercapainya 
tujuan dan kelangsungan organisasi. Komitmen organisasi diungkap dengan skala 
komitmen organisasi. Aspek komitmen diungkap melalui aspek yang 
dikemukakan Schultz dan Schultz (1993:290) yaitu: (1) penerimaan terhadap nilai 
dan tujuan organisasi (2) kesediaan untuk berusaha keras demi organisasi dan (3) 
memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan organisasi.  
Allen dan Meyer (1993) mengemukakan tiga komponen tentang 
komitmen organisasi:  
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1. Affective Commitment, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari 
organisasi karena adanya ikatan emosional (emotional attachment) atau 
merasa mempunyai nilai sama dengan organisasi.  
2. Continuance Commitment, yaitu kemauan individu untuk tetap bertahan 
dalam organisasi karena tidak menemukan pekerjaan lain atau karena rewards 
ekonomi tertentu. 
3. Normative Commitment, timbul dari nilai-nilai karyawan. Karyawan bertahan 
menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen 
terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan.  
Porter et al dalam Miner (1992:124) menyatakan bahwa komitmen 
organisasi merupakan suatu kekuatan yang memiliki sifat yang sangat relatif dari 
individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya dalam organisasi. Sikap 
ini ditandai dengan indikator-indikator: 
a. Kepercayaan karyawan terhadap organisasi 
b. Partisipasi karyawan dala aktivitas kerja 
c. Loyalitas terhadap organisasi 
d. Adanya perasaan menjadi bagian dari organisasi 
Seseorang yang bergabung dalam organisasi pada sebuah perusahaan 
dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Sebagai definisi yang umum 
Rachmawati (2009) mengartikan komitmen organisasi sebagai sikap yang 
menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana 
seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan 
dan kebaikan organisasinya. Komitmen organisasi bisa tumbuh disebabkan karena 
individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan 
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moral dan menerima nilai yang ada serta tekad  dari dalam diri undividu untuk 
berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan 
tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan 
kepentingannya sendiri. 
Menurut Budiharjo (2008) ciri-ciri komitmen organisasi sebagai berikut: 
1. Ciri-ciri komitmen pada pekerjaan: menyenangi pekerjaannya, tidak pernah 
melihat jam untuk segera bersiap-siap pulang, mampu berkonsentrasi pada 
pekerjaannya, tetap memikirkan pekerjaannya walaupun tidak dengan 
bekerja, dan sebagainya. 
2. Ciri-ciri komitmen dalam kelompok: sangat memperhatikan bagaimana orang 
lain bekerja, selalu siap menolong teman kerjanya, selalu berupaya untuk 
berinteraksi dengan teman kerjanya, memperlakukan  teman kerjanya sebagai 
keluarga, selalu terbuka atas kehadiran teman kerja baru dan sebagainya. 
3. ciri-ciri komitmen pada organisasi (komitmen pembelajaran organisasi), antar 
lain: 
a. selalu berupaya untuk mensukseskan organisasi 
b. selalu mencari informasi tentang kondisi organisasi 
c. selalu mencoba mencari komplementaris antara sasaran organisasi dengan 
sasaran pribadinya 
d. selalu berupaya untuk memaksimumkan kontribusi kerjanya sebagai 
bagian dari usaha organisasi keseluruhan 
e. menaruh  perhatian pada hubungan kerja antar unti organisasi 
f. berfikir positif pada kritik teman-teman 
g. menempatkan prioritas organisasi di atas departemennya 
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h. tidak melihat organisasi lain sebagai unit yang lebih menarik 
i. memiliki keyakinan bahwa organisasinya memiliki harapan untuk 
berkembang 
j. berpikir positif pada pimpinan puncak organisasi 
Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kusuma (2013) serta Putra dan 
Ariyanto (2015) dapat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara komitmen 
organisasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual. 
 
2.8 Kompetensi  
Menurut Wirawan (2012) sumber daya manusia mencakup semua yang 
terdapat dalam diri manusia yang antara lain terdiri atas dimensi-dimensi berikut: 
1. Fisik manusia: keadaan fisik manusia, cantik-tampan atau tidaknya serta kuat-
lemahnya fisik manusia 
2. Psikis manusia: keadaan/kejiwaan manusia antara lain meliputi sehat atau 
sakitnya jiwa manusia, motivasi semangat dan etos kerja, kreativitas, inovasi 
dan profesionalisme manusia. 
3. Sifat/karakteristik manusia: karakteristik manusia terdiri atas kecerdasan 
(kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial), energi atau daya 
untuk melakukan sesuatu bakat dan kemampuan untuk berkembang. 
4. Pengetahuan dan keterampilan manusia: pengetahuan manusia meliputi 
tinggi-rendahnya pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi 
yang dimiliki manusia. 
5. Pengalaman manusia: pengalaman manusia meliputi pengalaman yang 
berhubungan langsung/tidak langsung dengan pekerjaan. 
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Menurut Mathis dan Jackson, (2012:5) manajemen sumber daya manusia 
dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan 
tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar 
dapat mencapai tujuan organisasi.  Peran organisasi sumber daya manusia telah 
tumbuh dan lebih strategis disebabkan penggunaan orang dalam sebuah organisasi 
dapat menyediakan keunggulam komparatif, baik domestik maupun internasional. 
Peran strategis sumber daya manusia menekankan bahwa orang-orang di 
organisasi adalah sumber daya yang penting dan juga investasi perusahaan yang 
besar. Menurut Aldiani (2010) Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya 
manusia tersebut, semakin kuat tanggung jawab dan daya saing dalam 
melaksanakan tugasnya. 
Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau 
individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan 
efisien. Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004), 
untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan 
suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan 
kompetensi sumber daya tersebut. 
Sumber daya manusia merupakan elemen penting didalam organisasi 
sektor publik. Hal ini disebabkan karena manusialah yang akan mengendalikan 
semua kegiatan. Manusia memiliki karakteristik yang beragam sehingga 




Pengembangan sumber daya manusia juga diperlukan untuk 
meningkatkan skill dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta 
sikap. Dengan demikian produktivitas, loyalitas, motivasi dan kepuasan karyawan 
akan meningkat. 
Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki 
keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Pegawai yang tidak mempunyai 
pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang 
mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Sehingga Kompetensi 
merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi 
dalam pekerjaannya. 
Kesuksesan sumber daya manusia tergantung dari kualitas sumber daya 
manusia yang dimiliki, karena dengan memiliki sumber daya manusia yang 
berkualitas maka orang tersebut akan mampu meningkatkan prestasi dan 
meningkatkan kinerjanya secara maksimal. 
Mengutip dari pendapat BPK tentang kesiapan pemerintah dalam 
pelaporan keuangan berbasis akrual tahun 2015, bahwa yang menjadi 
permasalahan-permasalahan sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah 
adalah: 
1. Belum memadainya pelatihan-pelatihan dan sosialisasi-sosialisasi sumber 
daya manusia tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual di pemerintah daerah 
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2. Perencanaan kebutuhan dan kompetensi serta pelatihan-pelatihan sumber 
daya manusia yang menangani fungsi-fungsi dari aset, pengelolaan keuangan 
dan teknologi informasi tidak dilaksanakan 
3. Penempatan posisi sumber daya manusia yang mengelola aset, teknologi 
informasi dan pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah yang tidak sesuai 
dengan bidangnya dan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya 
Dari permasalahan di atas bisa disimpulkan bahwa sumber daya manusia 
merupakan aset yang harus terus ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya. 
Kondisi tersebut juga menuntut organisasi khususnya Pemerintah Daerah untuk 
melakukan berbagai inovasi sehingga bisa menciptakan kondisi yang dapat 
mendorong dan memungkinkan karyawan untuk terus mengoptimalkan 
keterampilan dan kemampuannya. 
Kardiasih, Sinarwati dan Sulindawati (2016) telah melakukan penelitian 
tentang kompetensi sumber daya manusia. Penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan SAP 
berbasis akrual. 
 
2.9 Ketersediaan Infrastruktur 
Reformasi dalam kelembagaan menyangkut pembenahan alat-alat 
pemerintahan yang berupa struktur dan infrastruktur. Reformasi kelembagaan 
menjadi sesuatu yang sangat fundamental dan harus dilakukan oleh daerah-daerah 
yang melaksanaan otonomi daerah. 
Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi suatu negara, infrastruktur 
dibutuhkan sebagai penopang dalam bentuk layanan dan fasilitas agar 
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perekonomian berjalan dengan baik. Infrastruktur terbagi menjadi tiga jenis besar 
antara lain (Basri dan Munandar, 2009:128): 
1. Infrastruktur keras fisik (Physical Hard Infrastructure) yang meliputi, seperti: 
gedung, sarana dan prasarana dll 
2. Infrastruktur keras non fisik (Non Physical Hard Infrastructure) yang 
berkaitan dengan fungsi utilitas umum, seperti: jaringan komunikasi, pasokan 
energi (listrik), software dll 
3. Infrastruktur lunak (Soft Infrastructure) atau yang disebut juga dengan 
kerangka konstitusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai 
(termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi 
peraturan hukum dan perundang-undangan), serta kualitas pelayanan umum 
yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah. 
Contohnya: Aturan/dasar hukum, SOP dll 
Proyek-proyek infrastruktur terkendala dengan undang-undang/regulasi. 
Regulasi dibuat untuk menghilangkan penyalahgunaan hak monopoli pihak-pihak 
tertentu serta melindungi masyarakat dan penanam modal dalam menyediakan 
infrastruktur. Kekuatan-kekuatan yang sangat berpengaruh agar dapat bertahan 
dalam persaingan global adalah: infrastruktur, inovasi, ketersediaan teknologi, 
pendidikan/riset dan saling bersinergi terpadu. (Siaran Pers Nomor : 02/Humas 
Kesra/III/2014). 
Dalam proses membenahi infrastruktur, pemerintah perlu membenahi 
regulasi-regulasi tentang infrastruktur terlebih dahulu. Untuk mendukung 
pembenahan diinfrastruktur ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden 
No 67 Tahun 2005 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam 
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penyediaan infrastruktur. Perpres No 75 Tahun 2005 tentang percepatan 
penyediaan infrastruktur prioritas dan Perpres No 65 Tahun 2006 tentang 
perubahan atas Perpres No 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 
Pada tahun 2006 pemerintah juga membuat tiga regulasi terkait dengan 
infrastruktur yaitu : Peraturan Menko Perekonomian No 3 Tahun 2006 tentang 
kriteria kesuksesan implementasi bagi penyusunan prioritas proyek lintas sektor. 
Peraturan Menko Perekonomian No 4 Tahun 2006 tentang penyusunan prosedur 
dan mekanisme bagi proyek kerja sama pemerintah-swasta yang membutuhkan 
dukungan pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan No 38 Tahun 2006 
tentang petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan resiko atas 
penyediaan. 
Infrastruktur sering juga disebut sarana dan prasarana yang berarti 
fasilitas fisik suatu negara. Menurut Fakhturozi (2012) Infrastruktur adalah segala 
struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang keberjalanannya 
kegiatan masyarakat sehingga dapat menekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat 
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga mengacu pada sistem 
fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. 
Infrastruktur dibuat sesuai permintaan seefisien mungkin yang dapat 
meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. 
Infrastruktur adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-
peralatan dan instalasi-instalasi  yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung 
berfungsinya suatu sistem tatanan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur 
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merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat. Komponen-komponen yang terdapat dalam 
infrastruktur terdiri dari 12 komponen sesuai sifat dan karakternya (Grigg,  1988 ). 
Komponen-komponen infrastruktur yang mendukung  implementasi SAP berbasis 
akrual adalah: 
1. Fasilitas transportasi termasuk jalan raya, rel kereta api dan lapangan terbang 
2. Sistem transit publik 
3. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusinya 
4. Bangunan umum, seperti pasar, sekolahan, rumah sakit, kantor polisi dan 
fasilitas pemadam kebakaran 
5. Fasilitas telekomunikasi 
Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana memiliki peran yang 
sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta 
kesatuan dan persatuan bangsa. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana 
berguna sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di 
antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. 
Selain berfungsi sebagai fasilitasi, infrastruktur dapat pula mendukung kelancaran 
aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa. Sebagai 
contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku 
sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada 
masyarakat. Dalam infrastruktur juga termasuk infrastruktur sosial kebutuhan 
dasar seperti sekolah dan rumah sakit. 
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Dampak pembangunan infrastruktur yaitu pertumbuhan ekonomi yang 
positif. Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut tentunya akan mendorong 
peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. 
Menurut (Agustin, 2016) di dalam blog teknik planologi yang di akses 
pada tanggal 25 juli 2016 terdapat keterkaitan antara infrastruktur dengan 
pembangunan ekonomi. Hal tersebut di gambarkan pada gambar berikut ini:  
 
Pembangunan Ekonomi 
              
              
Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Kualitas Hidup 
 
 
             
Investasi Pembangunan Dampak Kesejahteraan Masyarakat 
              
              











Sumber: Agustin, 2015 
 
Gambar 2.1 Keterkaitan Infrastruktur dengan Pembangunan Ekonomi 
 
Jadi infrastruktur yang baik diperlukan sebagai penunjang investasi 
pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya akan 
menunjang pembangunan ekonomi. Misalkan suplai listrik yang kurang akan 
mengakibatkan  pemadaman secara berkala, sehingga akan menimbulkan 
produktivitas pada sektor publik dan tentunya akan mempengaruhi  implementasi 
SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. Oleh sebab itu infrastruktur 
jaringan listrik sangat penting dalam menunjang aktivitas sektor publik dan 
akhirnya juga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat. 
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Terkait dengan penjelasan di atas, hubungan antara ketersediaan 
infrastruktur dengan implementasi SAP berbasis akrual sudah pernah diteliti. 
Penelitian Azman (2015) hasilnya menunjukkan hubungan yang positif antara 
ketersediaan infrastruktur dengan penerapan SAP berbasis akrual. (Surepno, 
2015) menemukan bahwa penyusunan regulasi yang termasuk dalam soft 
infrastruktur dan pengembangan sistem informasi yang termasuk dalam non 
physical hard infrastruktur merupakan komponen-komponen penunjang 
keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual disamping komitmen pimpinan 
dan pengembangan sumber daya manusia. 
Senada dengan Surepno (Kristiawati, 2015) menunjukkan hasil 
penelitiannya bahwa perangkat pendukung seperti sistem dan prosedur serta 
kebijakan akuntansi yang merupakan bagian dari soft infrastrukture harus 
mengacu pada akuntansi berbasis akrual  merupakan faktor yang sangat berperan 
dalam keberhasilan penerapan akuntansi akrual di lingkungan pemerintah daerah. 
(Hadiyati, et al, 2016) berhasil menemukan dalam penelitiannya bahwa kualitas 
teknologi informasi merupakan bagian dari infrastruktur jenis non physical hard 
infrastructure berpengaruh secara nsignifikan. (Kusuma, 2013) juga meneliti 
tentang pengaruh infrastruktur terhadap kesiapan SAP berbasis akrual dimana 
hasilnya menunjukkan bahwa infrasrtuktur memiliki pengaruh terhadap kesiapan 
SAP berbasis akrual, parameter infrastruktur dalam penelitian tersebut antara lain: 
sarana ruangan, perangkat lunak, basis data pendukung operasionalisasi yang 
berkesinambungan, sistem administrasi, dan anggaran yang memadai. 
Berdasarkan berbagai uraian berbagai penelitian terdahulu di atas, maka pada 
penelitian ini peneliti ingin melihat dan menganalisis bagaimana pengaruh dari 
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ketersediaan infratruktur terhadap implementasi SAP berbasis akrual di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. 
 
2.10 Penelitian terdahulu 
Ada banyak penelitian yang membicarakan tentang accrual basic, namun 
dalam penelitian ini peneliti memilih penelitian-penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan kesiapan SAP berbasis akrual dan implementasi SAP berbasis 
akrual. Adapun penelitian terdahulu  yang menjadi literatur dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 
 
No Judul/ Peneliti/ Tahun Tujuan Penelitian Hasil/Temuan 




Berbasis Akrual (Studi 
Kasus pada Pemerintah 
Kabupaten Jember 
 
Oleh Kusuma (2013) 
Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui 
kesiapan Pemda 
Kabupaten Jember yang 
diindikasikan dengan 
komitmen, SDM, sarana 
prasarana dan sistem 
informasi. Tujuan 
penelitiannya untuk 
mengetahui kendala dalam 
implementasi PP No 71 
Tahun 2010, tentang 
Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) dan 
untuk mengetahui model 
strategis akselerasi 
implementasi PP No. 71 
Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). 
Hasil penelitian ini adalah: 
a. Kesiapan Pemda 
Kabupaten Jember yang 
diindikasikan dengan 
komitmen, SDM, sarana 
dan prasarana dan sistem 
informasi dilihat dari 
parameter integritas 
adalah kategori siap dan 
untuk kesiapan SDM, 
kesiapan sistem informasi 
dan sarana prasarana 
adalah kategori cukup 
siap. 
b. Kendala implementasi PP 
No 71 Tahun 2010 
tentang SAP antara lain 
penyusunan LKPD masih 
dilakukan secara manual, 
jumlah SDM pelaksana 
kuantitasnya masih belum 
cukup, kurangnya bimtek 
dan pelatihan, kurangnya 
sosialisasi, sarana dan 













   Lanjutan Tabel 2.4 
No Judul/ Peneliti/ Tahun Tujuan Penelitian Hasil/Temuan 
2 Strategi Implementasi 
Akuntansi Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Studi 
Kasus pada Pemerintah 
Kota Seram) 
 
Oleh Asfiansyah (2015) 
Penelitian ini bertujuan 




akrual pada Pemerintah 
Daerah dengan studi kasus 
pada pemerintah kota 
Seram dengan 
menggunakan alat analisis 
SWOT 
Hasil yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah: 
a. Kekuatan yang dimiliki 
pemerintah Kota Seram 
dalam menerapkan 
akuntansi akrual adalah: 
Usia Rata-rata pegawai 
yang bertugas menyusun 
laporan keuangan SKPD 
masih tergolong muda; 
PAD yang tinggi; dan 
Komitmen dari 






   b. Kelemahan yang 
dimiliki oleh Pemerintah 
Kota Seram dalam 
menerapkan akuntansi 
akrual adalah Kualitas 
dan kuantitas sumber 
daya manusia peyusun 
laporan keuangan pada 
setiap SKPD masih 
kurang; Kualitas 
Teknologi infomasi yang 
masih rendah; dan 
Kurangnya Program 
Pengembangan Pegawai 
di Bidang Akuntansi 
bagi SKPD. 
c. Peluang yang dimiliki 





tinggi di Kota Seram. 
Adanya Komitmen yang 
tinggi dari pihak 
eksternal (BPKP dan 
KSAP) untuk penerapan 
Akuntansi Akrual pada 
Pemerintah Daerah. 
d. Ancaman yang harus 
dihadapi oleh 
Pemerintah Kota Seram 
dalam penerapan 
akuntansi akrual adalah 
masih kurang koordinasi 
antar instansi. 
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   Lanjutan Tabel 2.4 
No Judul/ Peneliti/ Tahun Tujuan Penelitian Hasil/Temuan 
2 Strategi Implementasi 
Akuntansi Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Studi 
Kasus pada Pemerintah 
Kota Seram) 
 
Oleh Asfiansyah (2015) 
Penelitian ini bertujuan 




akrual pada Pemerintah 
Daerah dengan studi kasus 
pada pemerintah kota 
Seram dengan 
menggunakan alat analisis 
SWOT 
e. Dalam menerapkan 
strategi implementasi 
akuntansi akural, 
Pemerintah kota Seram 
dapat menggunakan 
analisa EFAS dan IFAS, 
karena analisa EFAS dan 
IFAS dapat memberikan 
gambaran secara utuh 
terhadap faktor-faktor 
strategis pada 
lingkungan internal dan 
eksternal yang dimiliki 
organisasi. 
f. Selain memberikan 
gambaran faktor 
kekuatan dan peluang, 
strategi EFAS dan IFAS 
juga memberikan 
gambaran faktor 
kelemahan dan ancaman 
yang harus diatasi agar 
penerapan akuntansi 
akrual berjalan dengan 
baik sehingga Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Kota Seram tetap 
mendapatkan opini 
terbaik dari BPK. 




Berbasis Akrual (Studi 
Kasus Pada BPKD Kota 
Medan) 
 
Oleh Dora (2014) 
Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisis 
pengelolaan keuangan 
daerah Kota Medan yang 
diindikasikan dengan 
komitmen, sdm, sarana 
prasarana, dan sistem 
informasi, untuk 
mengetahui kendala dalam 
penerapan PP No.71 
Tahun 2010 tentang 
standar akuntansi 
pemerintah berbasis akrual 
dan untuk mengetehui 
model strategis 
implementasi PP No.71 
Tahun 2010 tentang 
standar akuntasi 
pemerintah berbasis akrual 
tentang standar akuntansi 
pemerintah berbasis akrual 
dan untuk mengetehui 
model strategis 
implementasi PP No.71 
Tahun 2010 tentang SAP 
berbasis akrual 
Hasilnya kesiapan 
pemerintah Kota Medan 
yang didindikasikan dengan 
komitmen, SDM, sarana 
prasarana dan sistem 
informasi dapat disimpulkan 
bahwa BPKD Kota Medan 
dilihat dari parameter 
intrgritas/komitmen adalah 
sangat siap dan SDM adalah 
siap, kesiapan sistem 
informasi dan sarana 
prasarana adalah sangat siap. 
Model strategis  akselerasi 
implementasi PP No.71 
Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) antara lain 
pengembangan SAP berbasis 
akrual sesuai dengan 
kebutuhan, penyusunan 
buletin teknis SAP berbasis 
akrual sesuai dengan 
kebutuhan, pengembangan 




Lanjutan Tabel 2.4 
No Judul/ Peneliti/ Tahun Tujuan Penelitian Hasil/Temuan 




Berdasarkan PP. No. 71 
Tahun 2010 pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Dan Barang 
Milik Daerah Kota 
Tomohon 
 
Oleh Kalangi, Sitorus dan 
Walandouw (2015) 






berdasarkan PP. No. 71 
Tahun 2010 pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Dan Barang 
Milik Daerah Kota 
Tomohon 
 
Hasil dari penelitian ini 
adalah: 
a. Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan 
dan Barang Milik 
Daerah Kota Tomohon 
dalam proses persiapan 
terhadap penerapan SAP 
berbasis akrual dan telah 
menerima sosialisasi 
yang dilakukan oleh 
pemerintah dengan 
pengenalan mulai dari 
latar belakang perubahan  
b. akuntansi kas menuju 
akrual pada akuntansi 
berbasis akrual. 
Kemudian perbedaan 
kas menuju akrual 
dengan kas berbasis 
akrual sampai kepada 
penerapan akuntansi 
berbasis akrual. Dinas 
Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Barang 
Milik Daerah Kota 
Tomohon dalam 
kesiapan terhadap 
penerapan SAP berbasis 
akrual adalah belum 
memiliki kesuksesan 
implementasi. 
c. Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan 
dan Barang Milik 
Daerah Kota Tomohon 
memiliki hambatan 
dalam penerapan SAP 
berbasis akrual karena 
penempatan SDM yang 











Lanjutan Tabel 2.4 
No Judul/ Peneliti/ Tahun Tujuan Penelitian Hasil/Temuan 






oleh Putra dan Ariyanto 
(2015) 
Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 
pengaruh kualitas sumber 
daya manusia, komunikasi, 







Hasil yang diperoleh maka 
dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kualitas sumber daya 
manusia, komunikasi, 
komitmen organisasi, dan 
gaya kepemimpinan 
berpengaruh positif terhadap 
kesiapan penerapan SAP 
berbasis akrual 
6 Kunci sukses dan peran 
strategis implementasi 
akuntansi berbasis akrual 
 
Oleh Surepno (2015) 
Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis respon 
pelaku implementasi 
terhadap peran strategis 
akuntansi berbasis akrual 





berbasis akrual Pemerintah 
Kota Semarang didukung 
oleh empat strategi utama 




pengembangan sumber daya 
manusia 
7 Analisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
implementasi akuntansi 
akrual pada sektor 
pemerintah 
 
Oleh: Hadiyati et al (2016) 
Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 
hubungan antara tingkat 
pendidikan staf keuangan, 




basis kas menuju akrual 
dan latar belakang 
pendidikan pimpinan yang 
berorientasi bisnis serta 
ukuran satuan kerja dengan 
tingkat penerapan 
akuntansi akrual. 
Hasil penelitiannya: Tingkat 
pendidikan staf keuangan, 
dukungan konsultan, 
pengalaman menjalankan 
basis kas menuju basis 
akrual,  terbukti berpengaruh 
terhadap penerapan 
akuntansi akrual. Sedangkan 
Pelatihan staf keuangan, 
kualitas teknologi informasi, 
latar belakang pendidikan 
pimpinan, dan ukuran satuan 
kerja terbukti tidak 
berpengaruh terhadap 
penerapan akuntansi akrual 
Sumber: Kusuma (2013), Asfiansyah (2015), Dora (2014), Kalangi, Sitorus dan Walandouw 
(2015), Ariyanto (2015), surepno (2015), Hadiyati et al (2016) 
 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh gambaran beberapa 
perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, jika pada 
penelitian sebelumnya tentang kesiapan SAP berbasis akrual namun pada 
penelitian ini meneliti tentang implementasi SAP berbasis akrual. Hal tersebut 
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disebabkan karena sebelum tahun 2015 SAP berbasis akrual belum diterapkan 
secara penuh dan baru pada tahun 2015 SAP berbasis akrual telah diterapkan 
secara penuh dengan laporan keuangan yang diberi opini berbasis akrual yang 
laporannya disampaikan pada tahun 2016. Implementasi SAP berbasis akrual ini 
merupakan hal yang baru, namun wacananya sudah lama karena perubahan dari 
basis kas ke basis akrual ini prosesnya bertahap. Implementasi SAP berbasis 
akrual merupakan hal yang kompleks dimana setiap transaksinya harus tercatat 
pada saat transaksi. Karena kompleksnya implementasi SAP berbasis akrual ini 
maka peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh dari komitmen organsisasi, 
kompetensi sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur terhadap 
implementasi SAP berbasis akrual.  Implementasi SAP berbasis akrual baru 1 
tahun diterapkan, sehingga literatur penelitian tentang implementasi SAP berbasis 
akrual jumlahnya terbatas.oleh sebab itu dalam penelitian ini banyak 
menggunakan literatur mengenai kesiapan SAP berbasis akrual. 
Kemudian masih berdasarkan uraian beberapa penelitian yang terdahulu 
di atas, bisa dilihat bahwa dengan variabel yang sama namun apabila dilakukan 
pada waktu dan lokasi yang berbeda maka akan memberikan hasil yang berbeda 
pula. Hal tersebut sesuai dengan kondisi di tataran empirisnya. Pada penelitian ini 
akan menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organsisasi, kompetensi 
sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur terhadap implementasi SAP 
berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan sampel penelitian pegawai 






2.11 Kerangka Analisis 
 Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan 
antar variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2015:128). Menurut (Sekaran, 
2006:114) bahwa kerangka teoretis adalah model konseptual yang berkaitan 
dengan bagaimana cara seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara 
logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. 
 Ada berbagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi SAP 
berbasis akrual. Namun dalam penelitian ini, peneliti  memilih tiga variabel yaitu 
komitmen organisasi, kompetensi, dan ketersediaan infrastruktur. Peneliti memilih 
variabel tersebut karena ketiga variabel tersebut lebih sesuai untuk diteliti di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Hubungan logis antara variabel independen dan variabel dependen dalam 
penelitian ini dapat digambarkan pada kerangka analisis yang digunakan berikut 
ini: 
 
   
 




Sumber : Putra dan Ariyanto (2015), Kardiasih, Sinarwati dan 
Sulindawati (2016), serta Azman (2015) 
 
Gambar 2.2 Model Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi dan 
Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual di 













2.12 Pengembangan Hipotesis 
1. Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi dan Ketersediaan 
Infrastruktur Terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual 
 
Implementasi SAP berbasis akrual  menurut Asian Development Bank 
dalam (Widjajarso, 2014) dalam (Irawan, 2013) menjelaskan bahwa implementasi 
akuntansi pemerintah berbasis akrual antara lain: 1) Kehati-hatian dalam memilih 
strategi. 2) Komitmen politik yang merupakan salah satu kunci penting. 3) Tujuan 
yang ingin dicapai harus dikomunikasikan. 4) Perlunya tenaga akuntan yang andal 
5)Sistem informasi akuntansi harus memadai. 6) Badan audit tertinggi harus 
memiliki sumber daya yang tepat. 7) Penerapan basis akrual harus merupakan 
bagian dari reformasi birokrasi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 
implementasi berbasis akrual dipengaruhi oleh Komitmen Organisasi,  
Kompetensi dan Ketersediaan Infrastruktur. 
Penelitian yang dilakukan oleh Dora (2014) menghasilkan kesiapan Kota 
Medan diindikasikan dengan komitmen, sumber daya manusia, sarana prasarana 
dan sistem informasi adalah sangat siap. Dengan adanya pengaruh dari  
komitmen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi terhadap 
kesiapan SAP berbasis akrual tersebut tentunya juga akan berpengaruh terhadap 
implementasi SAP berbasis akrual. 
Dari penjelasan di atas penulis menduga bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan 
ketersediaan infrastruktur dengan  implementasi standar akuntansi pemerintah. 
Maka rumusan hipotesisnya :  
H1: Komitmen organisasi, kompetensi dan ketersediaan infrastruktur 
berpengaruh secara bersama-sama  terhadap implementasi 
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 
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2. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap  Implementasi SAP Berbasis 
Akrual 
 
 Komitmen organisasi diduga berpengaruh terhadap  implementasi standar 
akuntansi keuangan. Komitmen organisasi yang ada didalam diri seseorang 
sangatlah penting dalam  implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis 
akrual. Terutama komitmen organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas dengan 
menjunjung visi dan misi yang dapat mengarahkan kita kepada pemahaman  
implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penelitian tentang 
komitmen organisasi dalam kaitannya dengan penerapan SAP berbasis akrual 
pernah dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015) dengan hasil terdapat pengaruh 
positif kualitas SDM, komunikasi, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan 
penerapan SAP berbasis akrual. 
 Dari penjelasan di atas penulis menduga bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara komitmen organisasi dengan  implementasi standar akuntansi 
pemerintah. Maka rumusan hipotesisnya : 
 
H2: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap implementasi 
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 
 
3. Pengaruh Kompetensi Terhadap  Implementasi SAP Berbasis Akrual 
 
 Pemahaman terhadap kompetensi dari sumber daya manusia yang 
memadai penting untuk menunjang  implementasi standar akuntansi pemerintah 
berbasis akrual. Implementasi SAP berbasis akrual memerlukan sumber daya 
manusia yang paham akan akuntansi. Namun tidak semua pegawai yang ada di 
bagian keuangan memiliki kemampuan akuntansi yang baik. Sehingga 
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kompetensi sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap  implementasi 
SAP berbasis akrual. 
Hambatan yang ada dalam penerapan SAP berbasis akrual bisa terjadi 
karena penempatan SDM yang kurang tepat berdasarkan latar belakang 
pendidikan yang dimiliki. Penelitian oleh Kardiasih, Sinarwati dan Sulindawati 
(2016) yang dilakukan di Kabupaten Klungkung menemukan bahwa kompetensi 
sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan SAP 
berbasis akrual. 
Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan yang signifikan 
antara kompetensi dengan  implementasi SAP akrual sehingga penulis 
mengajukan hipotesis: 
 
H3: Kompetensi berpengaruh terhadap  implementasi standar 
akuntansi pemerintah berbasis akrual 
 
4. Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur Terhadap  Implementasi SAP 
Berbasis Akrual 
 
 Infrastruktur yang dikatakan disini adalah infrastruktur keras fisik seperti: 
gedung dan sarana prasarana. Infrastruktur keras non fisik seperti: pasokan energi 
(listrik) dan jaringan komunikasi. Serta infrastruktur lunak seperti: dasar hukum, 
SOP, administrasi. Apabila infrastruktur baik tentunya akan mendukung  
implementasi standar akuntansi pemerintah secara optimal.  
Ketersediaan infrastruktur sangat mempengaruhi  implementasi standar 
akuntansi pemerintah. Proses akuntansi dari awal transaksi hingga pembuatan 
laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi, sehingga apabila infrastruktur 
memadai maka akan semakin sukses implementasi standar akuntansi pemerintah. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Azman (2015) memperoleh hasil yang 
menunjukkan bahwa hubungan antara ketersediaan infrastruktur dengan 
penerapan SAP akrual adalah signifikan positif. Berdasarkan uraian tersebut 
diduga terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan infrastruktur 
dengan  implementasi SAP. Maka dapat dirumuskan hipotesisnya: 
 
H4: Ketersediaan Infrastruktur berpengaruh terhadap implementasi 




3.1 Desain Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan ketersediaan 
infrastruktur terhadap  implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 
di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.  Jenis penelitian yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif (Descriptive Research) yang 
merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari 
suatu populasi (Indriantoro dan Supomo, 2002). 
Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis 
atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian 
(Kuncoro, 2003). Tujuan studi deskriptif adalah memberikan kepada peneliti 
sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan 
fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau 
lainnya, Sekaran (2006:159). Sedangkan metode penelitian kuantitatif merupakan 
metode penelitian yang berdasar pada filsafat positivisme, yang kemudian 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. (Sugiyono 2015: 
37). 
Berdasarkan uraian di atas maka pada penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif  kuantitatif dengan proses penelitian secara survey 
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dan pada penelitian ini akan menguji pengaruh komitmen organisasi, kompetensi 
sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur terhadap  implementasi 
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bengkulu Tengah. 
3.2 Definisi Operasional Variabel 
Variabel penelitian menurut (Sugiyono, 2013:95) pada dasarnya adalah 
segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 
kesimpulannya. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang 
diungkap dalam definisi konsep) tersebut secara operasional, secara praktik, 
secara nyata dala lingkup obyek penelitian/ obyek yang diteliti. Pengertian 
sederhananya definisi operasional variabel merupakan proses mengubah kata yang 
digunakan menjadi definisi nominal. Definisi operasional bersifat spesifik, rinci, 
tegas dan pastinya menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan 
hal-hal yang dianggap penting. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan 
variabel terikat. Berikut ini adalah penjelasan variabel-variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini: 
1. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan menyebabkan 
timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Seperti yang telah dikemukakan oleh 
(Sugiyono, 2013:96) variabel bebas adalah merupakan variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 
53 
 
dependen (terikat). Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini 
adalah komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan keterserdiaan 
infrastruktur. 
2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel 
bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:97). Variabel Terikat 
(Dependent Variable) dalam penelitian ini adalah implementasi SAP berbasis 
akrual. 
Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan di dalam 
penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Komitmen Organisasi (X1) 
Komitmen Organisasi adalah keinginan dari karyawan untuk menjadi 
bagian dan anggota di suatu organisasi dalam mendukung  implementasi SAP 
berbasis akrual. Pada variabel komitmen organisasi terdapat 9 pernyataan yang 
diukur dengan 5 skala likert. Interpretasi hasil analisis data pada variabel 
komitmen organisasi yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a. 1,00 – 1,80 = sangat tidak berkomitmen 
b. 1,81 – 2,60 = tidak berkomitmen 
c. 2,61 – 3,40  = cukup berkomitmen 
d. 3,41 – 4,20 = berkomitmen 





2. Kompetensi (X2) 
Kompetensi sumber daya manusia adalah suatu karakteristik dari 
seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan 
kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang mendukung  
implementasi SAP berbasis akrual. Pada variabel kompetensi sumber daya 
manusia terdapat 12 pertanyaan yang diukur dengan 5 skala likert. Interpretasi 
hasil analisis data pada variabel kompetensi sumber daya yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
a. 1,00 – 1,80 = sangat tidak berkompetensi 
b. 1,81 – 2,60 = tidak berkompetensi 
c. 2,61 – 3,40  = cukup berkompetensi 
d. 3,41 – 4,20 = berkompetensi 
e. 4,21 -5,00  = sangat berkompetensi 
3. Ketersediaan infrastruktur (X3) 
Ketersediaan infrastruktur adalah ketersediaan komponen-komponen 
infrastruktur yang mendukung  implementasi SAP berbasis akrual. Pada variabel 
ketersediaan infrastruktur terdapat 11 pertanyaan yang diukur dengan 5 skala 
likert. Interpretasi hasil analisis data pada variabel ketersediaan infrastruktur yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
a. 1,00 – 1,80 = sangat tidak tersedia 
b. 1,81 – 2,60 = tidak tersedia 
c. 2,61 – 3,40  = cukup tersedia 
d. 3,41 – 4,20 = tersedia 
e. 4,21 -5,00  = sangat tersedia 
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4. Implementasi SAP berbasis akrual (Y) 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah 
pelaksanaan/penerapan. Kemudian menurut Usman(2002) implementasi adalah 
sesuatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan serta adanya mekanisme 
dari suatu sistem. Dari pengertian di atas maka bisa disimpulkan bahwa  
implementasi merupakan suatu bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana 
yang telah dirancang dengan matang. 
 Sesuai dengan pasal 1 ayat 8 bahwa  SAP berbasis akrual adalah 
penerapan SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam 
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang 
ditetapkan dalam APBN/APBD. Dalam penelitian ini menggunakan dimensi dan 
indikator-indikator yang dikembangkan dari PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 
Ayat 8 tersebut. 
Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8 dimensi yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain: pengakuan pendapatan, pengakuan 
beban, dan laporan operasional. Sedangkan pengakuan aset, kewajiban dan 
ekuitas tidak menjadi dimensi dalam penelitian ini, karena perbedaan yang paling 
prinsip terletak pada pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan laporan 
operasional. Aset ditimbulkan dari adanya belanja/beban. Kewajiban ditimbulkan 
dari pendapatan yang kita terima (tapi biasanya pendapatan non kas) kita sudah 
menikmati aset tapi belum dibayar. Misalnya listrik bulan desember tapi dibayar 
januari, maka diakui utang beban dibulan desember. Ekuitas ditimbulkan dari aset 
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dan kewajiban. Sedangkan laporan operasional belum ada pada basis kas dan 
basis kas menuju akrual, tetapi ada setelah menggunakan basis akrual. 
Kemudian masih berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8  
dimensi pengakuan pendapatan, pengakuan beban dan laporan operasional 
tersebut digunakan sebagai dimensi dalam penelitian ini, karena hal-hal tersebut 
merupakan bagian dari  pelaporan finansial. Sedangkan dalam pelaporan anggaran 
tidak digunakan sebagai dimensi dan indikator. Hal tersebut dikarenakan 
kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual dapat dilihat dari opini WTP yang 
diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan yakni penilaian terhadap LKPD 
dalam penelitian ini di Kabupaten Bengkulu Tengah. Opini WTP diperoleh 
apabila implementasi SAP telah dilaksakanan dengan baik. Oleh sebab itu maka 
di Kabupaten Bengkulu Tengah harus mengimplementasikan SAP yang berbasis 
akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Pengganti PP 24 
Tahun 2005) yang  mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan 
selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.   
Asian Development Bank dalam (Widjajarso, 2014) dalam (Irawan, 2013) 
menyebutkan bahwa implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual antara 
lain: (1) Kehati-hatian dalam memilih strategi. (2) Komitmen politik yang 
merupakan salah satu kunci penting. (3) Tujuan yang ingin dicapai harus 
dikomunikasikan. (4) Perlunya tenaga akuntan yang andal (5) Sistem informasi 
akuntansi harus memadai. (6) Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya 




Di Indonesia implementasi SAP berbasis akrual menggunakan 
pendekatan model secara bertahap begitu pula implementasi SAP berbasis akrual 
di Kabupaten Bengkulu Tengah, berikut ringkasannya: 
a. Dimulai dari tahun 2010 dengan mengumpulkan informasi akrual, 
menyiapkan standar dan rencana implementasi. 
b. Tahun 2011 menyiapkan peraturan, kebijakan, proses bisnis, dan sistem 
akuntansi. 
c. Tahun 2012 mengembangkan sistem akuntansi, pedoman, capacity building, 
dan IT 
d. Tahun 2013 uji coba implementasi konsolidasi laporan keuangan, 
penyempurnaan sistem dan capacity building penyusunan peraturan. Laporan 
keuangan yang diberi opini masih berbasis cash toward accrual. 
e. Tahun 2014 implementasi secara paralel dan konsolidasi laporan K/L dan 
BUN, evaluasi dan finalisasi sistem. Laporan keuangan yang diberi opini 
masih berbasis cash toward accrual. 
f. Tahun 2015 implementasi basis akrual secara penuh. Laporan keuangan yang 
diberi opini adalah laporan keuangan yang berbasis akrual. 
 Pada penelitian ini variabel implementasi SAP berbasis akrual terdapat 
22 pertanyaan yang diukur dengan 5 skala likert. Interpretasi hasil analisis data 
pada variabel implementasi SAP berbasis akrual yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
a. 1,00 – 1,80 = sangat tidak baik 
b. 1,81 – 2,60 = tidak baik 
c. 2,61 – 3,40  = cukup baik 
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d. 3,41 – 4,20 = baik 
e. 4,21 -5,00  = sangat baik 
Berdasarkan definisi operasional variabel yang telah dijelaskan di atas. 
Maka berikut ini adalah penjelasan tentang pengukuran variabelnya yang bisa 
dilihat pada tabel 3.1 indikator-indikator penelitian sebagai berikut: 
 
Tabel 3.1 Indikator-indikator Penelitian 
 

















- Adanya perasaan senang dalam menjalani 
karier di organisasi 
- Merasa bahwa masalah di organisasi ini 
adalah masalah pribadi 







- Tetap bertahan karena tidak ada alternative 
pekerjaan lain untuk dapat meninggalkan 
organisasi 
- Merasa  rugi jika keluar dari organisasi 
- Tetap bertahan di organisasi karena materi 




- Adanya kesadaran pegawai itu sendiri 
terhadap tugas yang menjadi tupoksinya 
- Kesetiaan terhadap organisasi Selalu 
menerima setiap pekerjaan yang diberikan 
terutama pekerjaan dalam menyukseskan 
implementasi SAP berbasis akrual 
 
 
2 Kompetensi  Keterampilan - Menerima setiap pekerjaan yang diberikan 
terutama pekerjaan yang berkaitan dengan 
implementasi SAP berbasis akrual 
- Memiliki keterampilan fisik dalam 
implementasi SAP akrual 
- Memiliki keterampilan akademik dalam 
implementasi SAP akrual 
- Memiliki keterampilan teknis dalam 
implementasi SAP berbasis akrual 
- Telah menyelesaikan tingkat pendidikan: 













Lanjutan Tabel 3.1 
No Variabel Dimensi Indikator Sumber 
2 Kompetensi Pengetahuan - Memiliki pengetahuan tentang 
tupoksi dan uraian tugas di bidang 
keuangan khususnya dalam 
implementasi SAP berbasis akrual 
- Memiliki pengetahuan tentang 
pengakuan dan transaksi keuangan 
dalam menyukseskan implementasi 
SAP berbasis akrual 
- Memiliki pengetahuan tentang 
peraturan-peraturan yang berkaitan 
dengan keuangan daerah dalam 





Kemampuan - Memiliki kecerdasan baik 
kecerdasan intelektual, kecerdasan 
emosional, kecerdasan spiritual dan 
kecerdasan sosial untuk 
menyukseskan implementasi SAP 
berbasis akrual 
- Memiliki energi/ daya untuk 
meningkatkan kemampuan dan 
terus berkembang terutama untuk 
mendukung dan menyukseskan 
implementasi SAP berbasis akrual 
- Memiliki kemampuan untuk terus 
berkembang dan meningkatkan 
kemampuan diri 
- Memiliki motivasi, etos kerja, 
kreativitas, inovasi dan semangat, 
dalam bekerja 
- Selalu menjunjung tinggi 










- Tersedianya sarana ruangan yang 
memadai untuk bekerja 
- Tersedianya sarana dan prasarana 
perangkat lunak (software) yang 
memadai 
- Tersedianya peralatan komputer 
dan server yang memadai 
khususnya untuk operasional SAP 
akrual 
- Tersedianya dukungan anggaran 
yang memadai khususnya untuk 











Lanjutan Tabel 3.1 








- Tersedianya pasokan energi 
(listrik) yang memadai dari PLN 
guna mendukung operasi SAP 
akrual 
- Tersedianya alternatif kelistrikan 
seperti genset 
- Tersedianya jaringan 
telekomunikasi yang memadai 
untuk mendukung implementasi 
SAP berbasis akrual 
- Tersedianya jaringan internet & 
wifi yang memadai guna 








- Tersedianya aturan/ dasar hukum 
dalam implementasi SAP berbasis 
akrual 
- Tersedianya SOP digunakan 
sebagai standar  implementasi SAP 
berbasis akrual 
- Kualitas pelayanan umum yang di 
berikan telah layak sesuai dengan 










- Mengakui pendapatan LO pada 
saat hak atas pendapatan sudah ada 
walaupun kas belum diterima 
- Mencatat penerbitan surat 
ketetapan pajak sebagai pendapatan 
LO meskipun wajib pajak belum 
menyetor 
- dapat menentukan jumlah 
pendapatan-LO yan akan dicatat 
- Mencatat pajak yang disetor lewat 
tahun sebagai pendapatan LO 
- mencatat transaksi pajak tahun 
2015 yang diterima tahun 2016 
dengan mendebet akun 
pendapatan-LO dan mengkredit 
akun piutang pendapatan 
- Pendapatan LO disajikan dalam 
Laporan Operasional 
- Pendapatan terdiri dari pendapatan 
LO dan pendapatan LRA 
PP No 71 
Pasal 1 Ayat 








Lanjutan Tabel 3.1 








- Mengakui beban pada saat 
timbulnya kewajiban yang 
mengakibatkan penurunan nilai 
meskipun kas belum keluar 
- Mencatat pengeluaran kas untuk 
pembelian ATK dalam akun beban 
ATK 
- Dapat menentukan jumlah yang 
akan dicatat sebagai beban 
- Mencatat ATK yang telah terpakai 
sebagai beban ATK 
- Transaksi pembelian ATK di catat 
dalam akun kas yang dikredit 
setiap ada transaksi beban 
- Menyajikan beban dalam laporan 
keuangan 
- Pemakaian ATK selalu dicatat 
sebagai beban ATK 
- Dapat membedakan antara beban 
dan belanja 
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- Menyajikan laporan operasional 
sesuai SAP berbasis akrual 
- Menyajikan Laporan Operasional 
berdasarkan sumber data yan 
diperlukan 
- Mengklasifikasikan pendapatan 
operasional dan pendapatan non 
operasional sesuai format Laporan 
Operasional 
- Selisih lebih harga jual aset tetap 
dengan nilai buku diklasifikasikan 
sebagai pendapatan operasional 
- Mencatat beban yang tidak dapat 
dicatat sebagai belanja dapat 
diklasifikasikan sebagai beban 
operasional  
- Menyajikan pos luar biasa terpisah 




3.3 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:148). 
Sedangkan menurut Arikunto (2002) populasi adalah seluruh data yang menjadi 
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perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Dari 
penjelasan tersebut maka, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di 
bidang keuangan yang ada di setiap OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah. Peneliti 
menetapkan pegawai di bagian keuangan di OPD sebagai populasinya adalah 
karena pegawai di bidang keuangan adalah orang yang terlibat dalam 
implementasi SAP berbasis akrual. Menurut Sekaran (2006) pengambilan sampel 
(sampling) adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, 
sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau 
karakteristiknya akan membuat kita menggeneralisasikan sifat atau karakteristik 
tersebut pada elemen populasi. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi dan sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 
representatif/mewakili (Sugiyono, 2015:149). Teknik penarikan sampel yang di 
gunakan dalam penelitian ini adalah sensus. Sehingga sampel dalam penelitian ini 
adalah seluruh pegawai di bidang keuangan di setiap OPD di Kabupaten 
Bengkulu Tengah. Dimana sampel penelitian adalah pengguna yang terlibat dalam 
implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan 
pemilihan sampel secara sensus yaitu seluruh pegawai di bidang keuangan ini bisa 
mewakili/mencerminkan implementasi dari SAP berbasis akrual di Kabupaten 
Bengkulu Tengah. 
Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 142 orang. 
Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini, diuraikan pada Tabel 3.2 




Tabel 3.2 Populasi Penelitian 
N









1 Sekretariat Daerah Kab. 
Bengkulu Tengah 1 1 1 9 12 
2 Sekretariat DPRD Kab. 
Bengkulu Tengah 1 1 - 2 4 
3 Inspektorat Daerah 1 1 - 3 5 
4 Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian 
Penduduk & Keluarga 
Berencana 
1 1 - - 2 
5 Dinas Lingkungan Hidup 1 1 1 1 4 
6 Dinas Kependudukan & 
Catatan Sipil 1 1 - - 2 
7 Dinas Pendidikan, Pemuda 
& Olahraga 1 1 - 1 3 
8 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 - 4 6 
9 Dinas Perpustakaan & 
Kearsipan 1 1 - 1 3 
10 Dinas Ketahanan Pangan 
&Perikanan 1 1 1 1 4 
11 Dinas Perdagangan, 
Perindustrian & Koperasi 
Menengah 
1 1 1 1 4 
12 Dinas Kesehatan 1 2 2 3 8 
13 Dinas Pekerjaan Umum 
Penataan Ruang 1 1 1 4 7 
14 Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat & Desa 1 1 - 1 3 
15 Dinas Perhubungan 1 1 1 1 4 
16 Dinas Penanaman Modal 
&Pelayanan Terpadu 1 1 - 1 3 
17 Dinas Pariwisata & 
Kebudayaan 1 1 - 1 3 
18 Dinas Pertanian 1 1 1 2 5 
19 Dinas Sosial 1 1 - 1 3 
20 Dinas Pemadam Kebakaran 1 1 - 1 3 
21 Dinas Ketenagakerjaan & 
Transmigrasi 1 1 - 1 3 
22 Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman & Pertanahan 1 1 - 4 6 
23 Dinas Komunikasi & 
Informatika 1 1 1 1 4 
24 Badan Perencanaan, 
Penelitian & Pengembangan 1 1 - 1 3 
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Lanjutan Tabel 3.2 
N









25 Badan Keuangan Daerah 1 1 - 3 5 
26 Badan Kepegawaian & 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 
1 1 - 1 3 
27 Badan Kesatuan Bangsa & 
Politik 1 1 - 1 3 
28 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 1 1 - 1 3 
29 Kecamatan Karang Tinggi 1 1 - - 2 
30 Kecamatan Talang Empat 1 1 - 1 3 
31 Kecamatan Pondok Kelapa 1 1 - 2 4 
32 Kecamatan Taba Penanjung 1 1 - 1 3 
33 Kecamatan Pagar Jati 1 1 - 2 4 
34 Kecamatan Pematang Tiga 1 1 - - 2 
35 Kecamatan Merigi 
Kelindang 1 1 - - 2 
36 kecamatan merigi sakti 1 1 - - 2 
37 Kecamatan Pondok Kubang 1 1 - - 2 
38 Kecamatan Bang Haji 1 1 - - 2 
Jumlah 38 39 10 57 144 
Sumber: Survey awal 
 
 
Jadi jumlah responden ada 144 orang. Karena 144 telah memenuhi 
kriteria tertentu yaitu pegawai-pegawai di bidang keuangan disetiap OPD di 
Kabupaten Bengkulu  Tengah, karena pegawai-pegawai tersebut terlibat dalam 
implementasi SAP berbasis akrual. Kuesioner akan diberikan kepada responden 
dan akan diterima kembali pada waktu yang disepakati. 
 
3.4 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data 
Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data 
primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk 
pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan 
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maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan 
mereka (S. Nasution,  1996). 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan data 
sekunder. Peneliti menggunakan data primer karena data yang diperoleh langsung 
dari sumbernya dan dicatat langsung oleh peneliti. Dan data sekunder karena 
peneliti memperoleh data dari hasil pengumpulan orang lain. 
Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner 
melalui pernyataan-pernyataan mengenai variabel penelitian yang diajukan 
kepada responden, sehingga peneliti memperoleh datanya secara langsung dan 
dicatat langsung. sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa 
dokumen LKPD tahun 2015 dan data-data pegawai yang menjadi sampel 
penelitian. 
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan mulai tanggal 10 Maret 
2017 sampai dengan 23 Maret 2017. Data penelitian diperoleh dengan cara 
mengirimkan kuesioner kepada 38 OPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah 
secara langsung. Kuesioner yang disebar berjumlah 144 eksemplar, yang 
diberikan kepada pegawai di bagian keuangan yaitu kasubbag keuangan, 
bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan staf pada tiap-tiap OPD. Dari 
total 144 kuesioner yang disebarkan, tidak semuanya kembali. Berikut ini respon 
rate pengembalian kuasioner pada penelitian ini. 
Tabel 3.3 
Distribusi kuesioner dan Respon Rate Kuesioner Penelitian 
 
Keterangan Jumlah Persentase (%) 
Kuesioner yang disebar 
Kuesioner yang kembali 
Kuesioner yang layak dianalisis 









Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
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Pada  Tabel 3.3 di atas diperoleh respon rate sebesar 99,3%. Terdapat 1 
eksemplar kuesioner yang tidak dikembalikan oleh responden. Respon rate 
sebesar 99,3% dianggap telah mewakili keseluruhan jawaban dari pegawai bagian 
keuangan di Kabupaten  Bengkulu Tengah. 
Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data-data diperoleh. Ada 
dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber 
pertama dimana data dihasilkan. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua 
sesudah sumber data primer. Sumber data primer diperoleh dari kuesioner, 
sedangkan sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumentasi. 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif 
adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka-angka. (Kuncoro, 
2003). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
diperoleh melalui kuesioner. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau 
cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan atau 
pengambilan data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah melalui 
metode kuesioner. Kuesioner (questionnaires) adalah daftar pertanyaan tertulis 
yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam 
alternatif yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2006). 
Sedangkan menurut Indrianto & Supomo Kuesioner merupakan: 
“Pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak 
memerlukan kehadiran peneliti ”. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden 
dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuisioner. Teknik ini memberikan 
tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. 
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Hasil kuesioner dari responden akan diolah dengan SPSS dan kemudian dianalisis 
untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari komitmen organisasi, 
kompetensi sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur terhadap 
implementasi SAP berbasis akrual. Jenis instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dalam skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 
sosial (Sugiyono, 2013:168). Fenomena sosial yang telah ditetapkan  selanjutnya 
disebut sebagai variabel penelitian. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 
indikator variabel, kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-
item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2013:168). 
Pada penelitian ini variabel-variabel diukur dengan menggunakan skala 
likert. Variabel-variabel yang menggunakan skala likert pada penelitian ini adalah 
variabel implementasi SAP berbasis akrual (Y), variabel komitmen organisasi 
(X1), variabel kompetensi sumber daya manusia (X2), dan variabel ketersediaan 
infrastruktur (X3). Pada penelitian ini jawaban setiap item instrumen 
menggunakan 5 skala likert, dengan gradasi jawaban dari sangat tidak setuju 
sampai sangat setuju. Dimana bobot setiap jawaban dari item instrumen yaitu 
sangat tidak setuju=1, tidak setuju=2, cukup setuju=3, setuju=4 dan sangat 
setuju=5. 
Nilai dari masing-masing variabel (Y, X1, X2 dan X3) akan dihitung, 
kemudian di skor setiap instrumen pernyataan. Kemudian hasilnya dijumlahkan 
sesuai dengan masing-masing indikator setiap variabel penelitian. Selanjutnya 




3.5 Metode Analisis Data 
Hipotesis penelitian ini akan diuji dengan alat analisis regresi berganda 
(Multiple Regression). Pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS. Adapun 
proses analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
3.5.1 Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan 
kecermatan alat ukur. Setiap penelitian selalu dipertanyakan mengenai validitas 
alat yang digunakan. Suatu alat pengukur dikatakan valid jika alat itu dipakai 
untuk mengukur sesuai dengan kegunaanya. Uji validitas dilakukan dengan 
menghitung atau membandingkan korelasi antara item atau skor totalnya. Pada 
penelitian ini menggunakan analisis faktor konfimatori (confirmatory factor 
analisis) disingkat dengan CFA. CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-
indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk atau variabel 
(Ghozali, 2005). 
CFA  digunakan untuk menguji hipotesis dengan teori yang sudah ada 
atau dengan kata lain untuk mengkonfirmasikan atau menguji model, yaitu model 
pengukuran yang perumusannya berasal dari teori. CFA bisa menguji apakah 
indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk 
atau variabel. Jika masing-masing indikator pengukur konstruk maka akan 
memiliki nilai loading factor yang tinggi (Ghozali, 2013:55). Jika indikator-
indikator tersebut benar-benar indikator sebuah konstruk, maka dengan sendirinya 
akan mengelompok menjadi satu dengan factor loading yang tinggi.  
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Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah 
data matrik harus memiliki korelasi yang cukup. Alat uji yang digunakan dalam 
penelitian ini sebagai alat uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi 
antar variabel adalah uji Bartlett of Sphericity (Bartlett test). Semakin besar 
sampel yang digunakan dapat menyebabkan Bartlett test semakin sensitif dalam 
mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan dalam 
penelitian ini untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat 
tidaknya dilakukan analisis faktor selain  Bartlett of Sphericity adalah dengan 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling (KMO). Nilai KMO bervariasi dari 0 
sampai dengan 1 dan nilai yang dikehendaki harus > 0,50 untuk dapat dilakukan 
analisis faktor. 
Dalam membuat pemeriksaan awal matrik faktor rule of thumb yang 
digunakan untuk nilai loading + 0.30 dipertimbangkan telah memenuhi level 
minimal dan variabel terkait dipertimbangkan untuk tidak dihapus, nilai loading + 
0.40 dianggap lebih baik, dan untuk loading > 0.50 dianggap signifikan secara 
praktikal (Hair, et al, 2004). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 
melihat nilai loading factor yang bisa dilihat dari nilai rotated component 
matrixnya.  Adapun hasil dari uji validitas yang digunakan untuk mengukur valid 
atau sahnya suatu kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini: 
Tabel 3.4 
Tabel Uji Validitas Variabel Penelitian 
Variabel 
Penelitian Item KMO-MSA & Bartlet Test 
Nilai 



































Lanjutan Tabel 3.4 
Variabel 
Penelitian Item KMO-MSA & Bartlet Test 
Nilai 




























































































































































Sumber: Hasil Penelitian (2017), data diolah 
Dari Tabel 3.4 di atas menunjukkan ringkasan tarhadap hasil uji validitas 
yang telah dilakukan. Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat untuk variabel 
komitmen organisasi diperoleh nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO-MSA) sebesar 0,740 artinya perbandingan jarak antara koefisien 
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korelasi secara parsial dari item-item indikator variabel komitmen organisasi lebih 
besar dari 0,5. Maka bisa dikatakan bahwa instrumen tersebut valid. 
Selanjutnya uji validitas dilakukan dengan melihat nilai pada Bartlet Test 
of Sphericity. Pada variabel komitmen organisasi ini Bartlet Test of Sphericity 
adalah 411,694, dengan nilai signifikansi 0,000 (dibawah 5%). Oleh sebab itu, 
maka instrumen ini juga valid. 
Berikutnya uji validitas yang dilakukan dengan melihat nilai loading 
factor yang bisa dilihat dari nilai rotated component matrix. Dengan melihat 9 
pernyataan yang digunakan untuk mengukur konstruk variabel komitmen 
organisasi. Pada Tabel 3.4 bisa dilihat bahwa nilai dari melihat rotated component 
matrix dari variabel komitmen organisasi lebih besar dari 0,4. Dengan nilai yang 
lebih besar dari 0,4 menunjukkan bahwa pernyataan-paernyataan yang diajukan 
memiliki loading factor yang besar, hal ini berarti variabel komitmen organisasi 
telah valid. Dari semua uji validitas yang dilakukan telah menunjukkan bahwa 
semua item instrumen pada variabel komitmen organisasi dapat digunakan untuk 
dianalisa lebih lanjut. 
Selanjutnya untuk variabel kompetensi, berdasarkan Tabel 3.4 diatas bisa 
dilihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measureof Sampling Adequacy (KMO-MSA) 
sebesar 0,848 artinya perbandingan jarak antara koefisien korelasi secara parsial 
dari item-item indikator variabel komitmen organisasi lebih besar dari 0,5. Maka 
bisa dikatakan bahwa instrumen tersebut valid. 
Langkah selanjutnya dengan melihat Bartlett’s Test of Sphericity. Pada 
variabel kompetensi ini nilai dari Bartlett’s Test of Sphericity adalah sebesar 
684,972 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini dapat menunjukkan 
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bahwa (dibawah 5%). Dengan demikian instrumen ini juga valid dan bisa 
digunakan untuk analisa lebih lanjut. 
Langkah yang ketiga adalah dengan melihat nilai component matrix 
untuk variabel kompetensi. Berdasarkan Tabel 3.4 bisa dilihat pada kolom nilai 
rotated component matrix. Pada Tabel di atas bisa dilihat setiap item pernyataan 
dari variabel kompetensi nilainya lebih besar dari 0,4. Artinya 12 pernyataan yang 
diajukan memiliki loading factor yang besar, sehingga instrumen tersebut valid. 
Pada variabel ketersediaan infrastruktur nilai Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO-MSA) sebesar 0,863. Nilai KMO-MSA 
menunjukkan perbandingan jarak antar koefisien korelasi secara parsial dari 
instrumen variabel ketersediaan infrastruktur yang lebih besar 0,5. Hal ini berarti 
syarat valid telah terpenuhi. 
Selanjutnya dengan melakukan uji terhadap Bartlett’s Test of Sphericity. 
Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat nilai dari melihat  Bartlett’s Test of Sphericity 
untuk variabel ketersediaan infrastruktur sebesar 794,345 dengan signifikasi 
sebesar 0,000 (kurang dari 5%), yang berarti faktor pembentuk dari variabel 
ketersediaan infrastruktur sudah baik. Dengan demikian pada variabel 
ketersediaan infrastruktur ini juga telah valid. 
Berikutnya uji validitas yang dilakukan dengan melihat nilai rotated 
component matrix. Dengan melihat 13 pernyataan yang digunakan untuk 
mengukur konstruk variabel ketersediaan infrastruktur. Pada Tabel 3.4 bisa dilihat 
bahwa nilai dari melihat rotated component matrix dari variabel ketersediaan 
infrastruktur lebih besar dari 0,4. Dengan nilai yang lebih besar dari 0,4 
menunjukkan bahwa pernyataan-paernyataan yang diajukan memiliki loading 
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factor yang besar, hal ini berarti variabel ketersediaan infrastruktur telah valid. 
Sehingga dari semua uji validitas yang dilakukan dapat membuktikan bahwa 
variabel ketersediaan infrastruktur telah valid dan dapat digunakan dalam analisa 
selanjutnya. 
Pada variabel implementasi SAP berbasis akrual juga dilakukan uji 
validitas dengan mengunakan uji dengan melihat nilai dari Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO-MSA), Bartlett’s Test of Sphericity, dan 
component matrix. 
Langkah pertama dengan melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO-MSA) pada Tabel di atas yang sebesar 0,726. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa perbandingan jarak antar koefisien korelasi secara 
parsial pada variabel implementasi SAP berbasis akrual lebih besar dari 0,5. 
Artinya nilai tersebut  menunjukkan variabel implementasi SAP berbasis akrual 
adalah valid. 
Langkah yang kedua adalah dengan melihat nilai dari Bartlett’s Test of 
Sphericity. Pada Tabel 3.3 di atas menunjukkan nilai Bartlett’s Test of Sphericity 
sebesar 1.1973 dengan signifikansi sebesar 0,000. Signifikansi sebesar 0,000 
berarti lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti faktor pembentuk dari variabel 
implementasi SAP berbasis akrual sudah baik dan telah valid. 
Langkah yang ketiga dengan melihat nilai dari component matrix pada 
variabel implementasi SAP berbasis akrual. Dengan melihat Tabel 3.4 didapat 
nilai rotated component matrix dari indikator diatas 0,4. Hal ini berarti 22 
pernyataan yang diajukan telah memiliki loading factor yang cukup besar. Hal ini 
ditunjukkan nilai dari component matrix indikator pernyataan yang lebih besar 
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dari 0,4. Dengan demikian 22 pernyataan yang menyusun variabel implementasi 
SAP berbasis akrual bisa dikatakan valid. Kesimpulan dari tiga langkah pengujian 
validitas yang dilakukan pada variabel implementasi SAP berbasis akrual ini telah 
valid dan dapat digunakan untuk analisa berikutnya. 
 
2. Uji Reliabilitas (Keandalan) 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil 
pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran beberapa kali terhadap 
gejala yang sama dengan kata lain reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel/konstruk  (Ghozali, 2013:47). 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 
pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 
tersebut diulang. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian 
validitas instrumen, walaupun instrumennya valid umumnya pasti reliabel tetapi 
pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan (Sugiyono, 2013:204). 
Pengukuran yang  memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran 
yang reliabel. Dengan kata lain reliabilitas memiliki makna lain seperti 
kepercayaan, kestabilan, konsistensi dll. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan 
stabilitas suatu skor dari suatu instrumen pengukur (Sularso, 2003). Kuesioner 
dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang diberikan 
konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas 
dengan cronbach alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 
memberikan nilai cronbach alpha > 0,70 (Ghozali, 2013). Sedangkan menurut 
sekaran (2006) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 
75 
 
dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Oleh sebab itu maka dalam penelitian 
ini kriteria yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah cronbach alpha > 
0,6. Hasil uji reliabilitas masing-masing dimensi pada penelitian ini dapat dilihat 
pada Tabel 3.5 berikut ini: 
Tabel 3.5 
Hasil Uji Reliabilitas Dimensi Penelitian 
 




1. Komitmen Afektif 3 0,746 Reliabel 
2. Komitmen Berkelanjutan 3 0,722 Reliabel 
3. Komitmen Normatif 3 0,728 Reliabel 
Kompetensi 
4. Keterampilan 3 0,817 Reliabel 
5. Pengetahuan 4 0,813 Reliabel 
6. Kemampuan 5 0,836 Reliabel 
Ketersediaan Infrastruktur 
7. Infrastruktur Keras Fisik 4 0,865 Reliabel 
8. Infrastruktur Keras Non Fisik 4 0,871 Reliabel 
9. Infrastruktur Lunak 5 0,870 Reliabel 
Implementasi SAP Berbasis Akrual 
10. Pengakuan Pendapatan 7 0,718 Reliabel 
11. Pengakuan Beban 8 0,839 Reliabel 
12. Laporan Operasional 7 0,840 Reliabel 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data  diolah 
 
 
Dari Tabel 3.5 dapat dilihat pada variabel komitmen organisasi yang 
memiliki dimensi: Komitmen Afektif, Komitmen Berkelanjutan, dan Komitmen 
Normatif semua nilai cronbach alphanya >0,6. Hal ini menunjukkan bahwa 
kesemua  dimensi pada variabel komitmen organisasi memiliki tingkat reliabilitas 
yang reliabel atau sangat baik. Sehingga 9 pernyataan yang terdapat pada masing-
masing dimensi pada variabel komitmen organisasi dapat dipercaya dan dapat 
digunakan pada penelitian berikutnya. 
Pada variabel kompetensi terdapat 3 dimensi yakni: keterampilan, 
pengetahuan dan kemampuan. Pada masing-masing dimensi menunjukkan nilai 
dari cronbach alpha >0,6, artinya masing-masing dimensi tersebut reliabel. Maka 
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12 pernyataan yang diajukan pada variabel kompetensi dapat digunakan sehingga 
bisa dilakukan analisa berikutnya. 
Selanjutnya, pada variabel ketersediaan infrastruktur terdapat 3 dimensi 
yakni: infrastruktur keras fisik, infrastruktur keras non fisik, infrastruktur lunak. 
Masing-masing dimensi menunjukkan nilai cronbach alpha >0,6. Nilai cronbach 
alpha >0,6 menunjukkan bahwa masing-masing dimensi reliabel. Sehingga 13 
pernyataan yang diajukan bisa dianalisa lebih lanjut. 
Variabel implementasi SAP berbasis akrual memiliki 3 dimensi antara 
lain: pengakuan pendapatan, pengakuan beban dan laporan operasional. Pada 
masing-masing dimensi nilai cronbach alpha >0,6, artinya reliabel. Oleh sebab 
itu bisa dilakukan analisa lebih lanjut terhadap 3 dimensi tersebut. 
 
3.5.2 Analisis Regresi 
 Analisis regresi adalah analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Pengukuran dalam penelitian ini merupakan pengukuran 
pengaruh variabel bebas komitmen organisasi (X1) terhadap variabel terikat 
implementasi SAP berbasis akrual (Y), variabel bebas kompetensi sumber daya 
manusia (X2) terhadap variabel terikat implementasi SAP berbasis akrual (Y)., 
variabel bebas ketersediaan infrastruktur (X3) terhadap variabel terikat 
implementasi SAP berbasis akrual (Y). 
Dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi 
linier berganda (multiple regression) dengan program Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS). Analisis regresi berganda pada penelitian ini bertujuan 
untuk menguji dan menganalisis apakah komitmen organisasi, kompetensi sumber 
77 
 
daya manusia dan ketersediaan infrastruktur berpengaruh positif terhadap 
implementasi SAP berbasis akrual. Analisis regresi linier berganda (multiple 
regression) adalah pengukuran pengaruh variabel yang melibatkan lebih dari satu 
variabel bebas, dalam penelitian ini menggunakan variabel (X1, X2, dan X3). 
Analisis regresi linier berganda (multiple regression) disebut linier karena setiap 
estimasi atas nilai yang diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan 
mengikuti garis lurus. 
Model regresi pengaruh komitmen organisasi, kompetensi dan 
ketersediaan infrastruktur terhadap implementasi SAP berbasis akrual, persamaan 
hipotesis adalah sebagai berikut: 
( )1........332211 iiiii XXXY εβββα ++++=  
 
Model regresi pengaruh komitmen organisasi terhadap implementasi SAP 
berbasis akrual, persamaan hipotesis adalah sebagai berikut: 
( )2........11 iii XY εβα ++=  
 
Model regresi pengaruh kompetensi terhadap implementasi SAP berbasis 
akrual, persamaan hipotesis adalah sebagai berikut: 
( )3........22 iii XY εβα ++=  
Model regresi pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap implementasi 
SAP berbasis akrual, persamaan hipotesis adalah sebagai berikut: 
 




IMPL  = Implementasi SAP berbasis akrual 
α   = Konstanta 
β1, β2, β3 = Koefisien regresi  
X1  = Variabel komitmen organisasi 
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X2  = Variabel Kompetensi sumber daya manusia 
 X3  = Variabel ketersediaan infrastruktur 
iε   = Error 
 
3.5.4 Uji Hipotesis 
Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang perlu dibuktikan atau 
diuji kebenarannya (Kuswadi, 2004). Dalam penelitian ini uji hipotesis digunakan 
untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya 
manusia, dan ketersediaan infrastruktur terhadap implementasi SAP berbasis 
akrual. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t, uji statistik f 
dan koefisien dterminasi (R2). 
 
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji statistik F (uji serentak/uji model/uji Anova) digunakan untuk 
menganalisis apakah semua variabel independen/bebas yang dimasukkan dalam 
model mempunyai pengaruh yang secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen/terikat (Ghozali, 2013:98). Jadi dengan uji F bisa menunjukkan apakah 
model yang telah dibuat signifikan atau tidak signifikan. Jika model regresi 
signifikan berarti model bisa digunakan untuk menguji pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen dan apabila tidak signifikan maka model 
regresi tersebut tidak bisa digunakan. 
Dalam penelitian ini Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua 
variabel independen yang digunakan yaitu variabel komitmen organisasi (X1), 
variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) dan variabel ketersediaan 
infrastruktur (X3) dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen yaitu variabel implementasi SAP berbasis akrual (Y). 
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Uji F dilakukan dengan cara dengan membandingkan nilai F hasil 
perhitungan dengan nilai F menurut Tabel. Dengan asumsi apabila nilai F hitung > 
F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  apabila F hitung < F tabel, Ha diterima 
(Ghozali, 2013:98). 
 
2. Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 
Uji t dikenal dengan uji parsial yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 
masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. 
Uji statistik t digunakan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh satu variabel 
penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2013:98). Dalam penelitian ini uji t dilakukan dengan 
membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi 
pada masing-masing t hitung. 
Dasar pengambilan keputusan untuk uji t parsial dalam analisis regresi 
adalah:berdasarkan nilai t hitung dan t tabel dan berdasarkan nilai signifikansi 
hasil output SPSS. Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel: 1) jika nilai t hitung > t 
tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 2) jika nilai t 
hitung < t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 
Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS: 1) jika nilai sig. < 0,05 maka 
variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 2) jika nilai sig. > 






3. Koefisien Determinasi (R2) 
 Koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen sehingga nilai 
R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan 
variasi variabel dependen yang amat terbatas (Ghozali, 2013:97). Koefisien 
determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara 
keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen. 
 Dalam penelitian ini ingin mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel independen (komitmen organisasi, 
kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur) dalam menjelaskan 
variasi peningkatan atau penurunan variabel dependen (implementasi SAP 
berbasis akrual). Penelitian ini menggunakan nilai koefisien determinasi adjusted 
R2 karena tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu 
variabel independen ditambahkan ke dalam model. 
 Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila R2 = 0 
berarti diantara variabel bebas dengan variabel terikat tidak ada hubungannya, 
sedangkan apabila R2 = 1 berarti antara variabel bebas dengan variabel terikat 
mempunyai hubungan yang kuat.  (Gujarati, 2003) dalam (Ghozali, 2013) 
mengatakan jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2 negatif, maka nilai 
adjusted R2 dianggap bernilai nol jadi secara matematis jika nilai R2 =1 adjusted 
R2 = R2 =1 sedangkan jika nilai R2 =0 maka adjusted R2 = (1-k)/(n-k) jika k>1 
maka adjusted R2 akan bernilai negatif. 
Pengertian di atas menjelaskan bahwa variabel independen (komitmen 
organisasi, kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur) tidak 
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mampu untuk menjelaskan varians dari variabel dependen (implementasi SAP 
berbasis akrual). Begitu pula sebaliknya jika nilai Adjusted R2 0Tmendekati satu 
menjelaskan bahwa variabel independen (komitmen organisasi, kompetensi 
sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur) dinilai mampu untuk 
menjelaskan varians dari variabel dependen (implementasi SAP berbasis akrual). 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Gambaran Umum Objek penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner untuk diisi 
kepada pegawai yang bekerja di bagian keuangan OPD di Kabupaten Bengkulu 
Tengah. Orang-orang yang bekerja di bagian keuangan di setiap OPD di 
Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari Kasubbag/Kasi Keuangan, Bendahara 
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan staf keuangan. Peneliti memilih 
pegawai di bagian keuangan yang menjadi sampel adalah karena pegawai di 
bagian keuangan yang terlibat langsung dalam proses implementasi SAP berbasis 
akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian responden dapat 
mengisi setiap pernyataan di kuesioner dengan tepat dan sesuai kondisi yang ada 
di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
4.1.2 Sejarah Singkat Kabupaten Bengkulu Tengah 
Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Kabupaten termuda di Provinsi 
Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten pemekaran dari 
Kabupaten Bengkulu Utara yang terbentuk dari aspirasi masyarakat Bengkulu 
Tengah untuk membentuk Kabupaten sendiri. Keinginan masyarakat yang begitu 
kuat sehingga akhirnya terbentuk presidium untuk memperjuangkan pembentukan 
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Kabupaten Bengkulu Tengah yang di ketuai oleh Drs. H. M. Wasik Salik dengan 
anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Bengkulu Tengah. 
Keinginan masyarakat Bengkulu Tengah untuk terlepas dari Kabupaten 
Bengkulu Utara ditandai dengan mengajukan proposal yang disusun oleh 
presidium dan diajukan ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. 
Proposal tersebut mendapat persetujuan dari DPRD Bengkulu Utara dan 
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2005 tangal 26 November 2005 tentang Usul 
Pemekaran Sebagian Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Kabupaten 
Bengkulu Tengah dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 28 April 2006 tentang persetujuan 
calon lokasi Ibukota, nama calon Ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada masyarakat 
Bengkulu Tengah untuk membentuk kabupaten tertuang dalam Surat Bupati 
Bengkulu Utara Nomor 131/329/B.1 tanggal 28 April 2006 tentang Usul 
Pemekaran Bengkulu Utara, yang ditujukan kepada DPRD dan Pemerintah 
Propinsi Bengkulu dan  pernyataan  Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/399/B.1 
tanggal 10 Juli 2006 tentang Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara 
mengalokasikan dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara untuk Kabupaten 
Bengkulu Tengah. 
Kabupaten Bengkulu Tengah dengan ibukota Karang Tinggi memiliki 
luas wilayah 1.223,94 km2. Kabupaten Bengkulu Tengah secara administrasi 
termasuk dalam wilayah Propinsi Bengkulu yang terletak antara 1010 32’– 1020 
8’ BT dan  20 5’ – 40 LS yang meliputi 10 ( sepuluh ) kecamatan, dengan jumlah 
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penduduk 116669 jiwa (Sumber: Dukcapil Bengkulu Tengah 30 Juni 2014) dan 
luas wilayah berdasarkan Geografic Information System (GIS) 1.223,94 Km2. 
Kondisi geografisnya sebagian besar merupakan daerah berbukit-bukit 
dengan ketinggian mencapai 541 dpl. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki 
batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan 
Kabupaten Rejang Lebong. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 
Kepahiyang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma. Sebelah barat 
berbatasan dengan Kota Bengkulu. 
Visi kabupaten Bengkulu Tengah yaitu Maroba kite maju yang artinya 
bersama kita maju. Kata maroba berasal dari rejang dan kite berasal dari Bahasa 
Lembak sedangkan maju berasal dari bahasa nasional yang menunjukkan bahwa 
masyarakat Bengkulu Tengah adalah masyarakat majemuk. Visi Kabupaten 
Bengkulu tengah “terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih menuju 
masyarakat maju dan sejahtera”. Sedangkan misi kabupaten Bengkulu Tengah 
antara lain:  
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, 
akuntabel dan berorientasi memberikan pelayanan yang prima. 
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur secara terpadu. 
3. Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi sumber daya daerah 
khususnya sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pemberdayaan rumah 
tangga sebagai upaya menggerakan peningkatan kesejahteraan keluarga. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan dan 
pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan. 
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5. Mendorong berkembangya masyarkat religius dan berbudaya serta memiliki 
karakter inovatif dan kompetitif. 
6. Menumbuh kembangkan peran serta akitf masyarakat dan peluang sebesar-
besarnya besarnya bagi perempuan dalam pembangunan. 
7. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang 
serasi. 
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah salah 
satunya adalah dengan mengimplementasikan SAP berbasis akrual agar Laporan 
Keuangan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi para 
pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa Laporan 
Keuangan pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah 
satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan 
keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah, hal tersebut menjadi tolak ukur 
kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran 
(Suwanda, 2013). Masih menurut Suwanda (2013) tujuan umum pelaporan 
keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber 
daya. 
Istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diganti menjadi 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah keluar Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia (PRRI) Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat 




Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari 38 OPD yang antara lain terdiri 
dari: Dinas/Instansi, Badan, Kantor, Kecamatan, Bagian. Berikut ini daftar 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkulu Tengah: 
Tabel 4.1 
Daftar Organisasi Perangkat Daerah 
 
NO Nama SKPD 
1 Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu Tengah 
2 Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Tengah 
3 Inspektorat Daerah 
4 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana 
5 Dinas Lingkungan Hidup 
6 Dinas Kependudukan & Catatan Sipil 
7 Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga 
8 Satuan Polisi Pamong Praja 
9 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 
10 Dinas Ketahanan Pangan &Perikanan 
11 Dinas Perdagangan, Perindustrian & Koperasi Menengah 
12 Dinas Kesehatan 
13 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa 
15 Dinas Perhubungan 
16 Dinas Penanaman Modal &Pelayanan Terpadu 
17 Dinas Pariwisata & Kebudayaan 
18 Dinas Pertanian 
19 Dinas Sosial 
20 Dinas Pemadam Kebakaran 
21 Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi 
22 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan 
23 Dinas Komunikasi & Informatika 
24 Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan 
25 Badan Keuangan Daerah 
26 Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia 
27 Badan Kesatuan Bangsa & Politik 
28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
29 Kecamatan Karang Tinggi 
30 Kecamatan Talang Empat 
31 Kecamatan Pondok Kelapa 
32 Kecamatan Taba Penanjung 
33 Kecamatan Pagar Jati 
34 Kecamatan Pematang Tiga 
35 Kecamatan Merigi Kelindang 
36 kecamatan merigi sakti 
37 Kecamatan Pondok Kubang 
38 Kecamatan Bang Haji 
Sumber: BKD Kabupaten Bengkulu Tengah, 2017 
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4.1.3 Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Penatausahaan Keuangan OPD 
 Sebagai pedoman kerja serta pedoman pendelegasian wewenang. 
Penatusahaan merupakan prosedur pada saat kegiatan menerima, menyimpan, 
menyetor, membayar, menyerahkan, mencatat, mempertanggungjawabkan dan 
melaporkan. Berikut ini pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan keuangan 
beserta uraian tugas dan tanggung jawab unsur-unsur penatausahaan keuangan  
OPD antara lain: 
1. Kepala daerah 
a. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. 
b. Mewakili pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
c. Mempunyai kewenangan dalam menetapkan antara lain: 
• Kebijakan pelaksanaan APBD 
• Kebijakan pengelolaan barang daerah 
• KPA/pengguna barang, Bendahara penerimaan/pengeluaran 
• Pejabat yang melakukan  penerimaan daerah 
• Pejabat yang mengelola utang dan piutang daerah 
• Pejabat yang mengelola BMD 
• Pejabat yang menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran 
d. Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekda selaku 
koordinator pengelola keuangan daerah berdasarkan prinsip pemisahan 
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima 
atau mengeluarkan uang. 
2. Sekretaris daerah: Dalam memulai kegiatan penatausahaan sekretaris daerah 
memberikan persetujuan pengesahaan DPA OPD. 
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a. Membantu KDH menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan 
penyelenggaraan urusan PEMDA termasuk pengeloaan keuangan daerah. 
b. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah 
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KDH. 
c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KDH. 
d. Mempunyai koordinasi di bidang: 
• Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan 
barang daerah 
• Penyusunan rancangan RAPBD dan RPAPBD 
• Penyusunan raperda APBD, PAPBD dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD 
• Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas 
keuangan daerah 
• Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
• Memimpin TAPD 
• Menyiapkan domplak APBD dan pengelolaan barang daerah 
• Memberikan persetujuan pengesahan DPA-OPD/DPPA-OPD 
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kepala BKD: 
a. Mengesahkan DPA OPD dan anggaran non kas. 
b. Selaku bendahara umum daerah/ BUD menerbitkan SPD. 
c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. 
d. Menyusun RAPBD dan RPAPBD. 
e. Melaksanakan pemungutan PATDA yang ditetapkan PERDA. 
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f. Melaksanakan fungsi BUD. 
g. Menyusun laporan keuangan daerah. 
h. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yan dilimpahkan oleh 
KDH. 
i. Dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, PPKD berwenang: 
• menyusun kebijakan dan domlak APBD 
• mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD 
• melakukan pengendalian pelaksanaan APBD 
• memberikan juknislak sistem penerimaan dan pengeluaran kasda 
• melaksanakan pemungutan pajak daerah 
• menetapkan SPD 
• menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas 
nama PEMDA 
• melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 
• menyajikan informasi keuangan daerah 
• melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 
penghapusan barang milik daerah 
• menunjuk pejabat di lingkungan OPD selaku kuasa BUD 
• bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui 
SEKDA 
4. Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) OPD: 
a. Menyusun RKA OPD 
b. Menyusun DPA OPD 
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c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja 
d. Melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya 
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran 
f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak 
g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas 
anggaran yang telah ditetapkan 
h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tangung jawa OPD yang 
dipimpinnya 
i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung 
jawab OPD yang dipimpinnya 
j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya 
k. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya  
l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa 
yang dilimpahkan oleh kepala daerah  
m. Pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 
kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 
5. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) OPD: 
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan  
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 
kegiatan 
6. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD:  
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK 
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b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran 
c. Menyiapkan SPM  
d. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD 
7. Tugas bendahara penerimaan OPD: 
a. Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
pendapatan pada OPD yang berupa: mengajukan permintaan pembayaran 
baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS 
b. Menerima dan menyimpan UP/GU/TU 
c. Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya 
d. Menolak perintah bayar, meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS 
e. Mengembalikan dokumen pendukung LS. 
8. Tugas bendahara pengeluang OPD yaitu Melaksanakan tugas kebendaharaan 
dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada OPD yang berupa: 
a. Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme 
UP/GU/TU maupun LS. 
b. Menerima dan menyimpan UP/GU/TU. 
c. Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya. 
d. Menolak perintah bayar. 
e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS. 






4.1.4 Karakteristik Responden  
Responden penelitian merupakan pegawai yang bekerja di bagian 
keuangan di setiap OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini 
karakteristik yang ingin diketahui oleh penulis adalah jenis kelamin, umur, 
pendidikan terakhir, dan masa kerja. Responden pada penelitian ini terdiri dari 
144 orang pegawai bagian keuangan tetapi jumlah kuesioner yang kembali adalah 
143. Sedangkan 1 kuesioner tidak kembali. Oleh sebab itu kuesioner yang bisa 
diolah lebih lanjut adalah sebanyak 143. Berdasarkan data responden di 
Kabupaten Bengkulu Tengah, maka dapat digambarkan sesuai dengan 














Jumlah Responden 143 100 
Umur 
26 – 30 Tahun 
31 – 35 Tahun 
36 – 40 Tahun 
41 – 45 Tahun 
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 Berdasarkan Tabel 4.2 karakteristik responden di atas, bisa dilihat bahwa 
jumlah responden berjenis kelamin pria sebanyak 69 orang atau dengan persentase 
sebesar 48,3%. Sedangkan jumlah responden yang berjenis kelamin wanita 
sebanyak 74 orang atau dengan persentase sebesar 51,8%. Penjelasan di atas 
menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di bagian keuangan 
di OPD Kabupaten Bengkulu Tengah adalah lebih banyak PNS wanita daripada 
PNS yang pria. Sebenarnya tidak ada diskriminasi gender dalam penempatan 
tugas. Setiap tugas di bagian keuangan dapat diselesaikan oleh laki-laki maupun 
perempuan. Pegawai perempuan biasanya memiliki tingkat ketelitian yang relatif 
lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Terdapat kecenderungan 
akuntan wanita mempunyai persepsi terhadap etika bisnis dan etika profesi 
akuntan cenderung lebih baik dibanding dengan akuntan pria (Poniman, 2009). 
Kemudian dilihat dari umur responden penelitian, dapat dilihat responden 
yang terbanyak adalah responden yang berumur 26 – 30 tahun yaitu sebanyak 47 
orang atau 32,9%. Kemudian diikuti oleh responden dengan rentang umur 31 – 35 
Tahun yaitu sebanyak 43 orang atau 30,1%. Rentang umur 36 – 40 Tahun 
sebanyak 44 orang atau 30,8%. Rentang umur 41 – 45 Tahun sebanyak 6 orang 
atau 4,2%. Rentang umur 46 – 50 Tahun sebanyak 1 orang atau 0,7%. Terakhir 
umur >51 tahun sebanyak 2 orang atau 1,4%. Dari penjelasan di atas bisa dilihat 
bahwa untuk rentang umur yang banyak pegawainya antara lain: 26 – 30 Tahun, 
31 – 35 Tahun, dan 36 – 40 Tahun. 
Menurut BPS usia Produktif terbagi 2 kategori. Kategori yang pertama 
usia sangat produktif (15-49) dan yang kedua usia produktif (50-64). Tidak jauh 
berbeda menurut Depkes RI (1993) usia produktif adalah usia berada pada rentang 
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usia 15-49 tahun. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa pegawai yang bekerja di 
bagian keuangan yang mengimplementasikan SAP berbasis akrual adalah orang-
orang yang  berada pada usia produktif. Pegawai di bagian keuangan yang berusia 
pada rentang usia 46-50 sudah hampir memasuki usia pensiun dan kurang 
produktif.  Usia yang produktif akan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi 
dengan ciri: aktif, energik dalam bekerja, pekerja keras, mandiri serta memiliki 
pandangan hidup dan wawasan yang jauh kedepan. Sehingga dengan ciri tersebut 
sangat berguna dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual karena 
diharapkan akan menghasilkan LKPD dengan opini yang WTP untuk Kabupaten 
Bengkulu Tengah. Dari segi pendidikan terakhir responden yang paling banyak 
adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan setara strata 1 (S1) yaitu 
sebanyak 114 orang atau sebesar 79,7%. Kemudian responden yang memiliki 
tingkat pendidikan terakhir magister (S2) sebanyak 11 orang atau sebesar 7,7%. 
Responden yang memiliki pendidikan terakhir Diploma (DII) sebanyak 10 orang 
atau sebesar 7%. 
Terakhir, responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA sederajat 
berjumlah 8 orang atau sebesar 5,6%. Dengan pendidikan terakhir yang setara 
strata 1 (S1) dan magister (S2) sangat membantu dalam implementasi SAP 
berbasis akrual karena pendidikan formal yang lebih tinggi akan lebih mampu dan 
mudah dalam memahami pengetahuan, pola pikir dan kemampuan kognitif (cara 
pikir seseorang). 
Karakteristik demografi yang terakhir adalah masa kerja dibagian 
keuangan antara lain: <5 tahun sebanyak 12 orang atau 8,4%, rentang 5 – 10 tahun 
atau sebesar 81,8% dan pegawai yang bekerja selama >10 tahun sebanyak 14 
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orang atau sebesar 9,8%. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar pegawai di 
bagian keuangan yang paling banyak adalah yang memiliki masa kerja 5-10 
tahun. Hal ini sesuai dengan penerimaan pertama pegawai di Kabupaten Bengkulu 
Tengah adalah pada tahun 2010, yang berarti sudah sekitar 7 tahun. Dengan masa 
kerja di bagian keuangan selama 5-10 tahun menjadikan pegawai tersebut 
memiliki pengalaman. Pengalaman akan memperkaya pengetahuan pegawai-
pegawai tersebut. Pegawai yang berpengalaman  akan cepat tanggap, 
meningkatkan ketelitian, serta dapat memberikan referensi dalam pengambilan 
keputusan sehingga akan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
yang berkualitas. 
 
4.1.5 Statistik Deskriptif Variabel 
Pada penelitian ini terdapat variabel-variabel yang digunakan antara lain: 
komitmen organisasi, kompetensi, ketersediaan infrastruktur dan implementasi 
SAP berbasis akrual. Statistik deskriptif variabel menjelaskan tentang sebaran 
data yang diperoleh dari hasil perhitungan kuesioner yang diterima kembali. 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, pada Tabel 4.3 berikut ini dapat 














Teoritis Mean Teoritis 
Kisaran Aktual Mean 
Aktual 
Std. 
Deviation Min Max Min Max 
Komitmen 
Organisasi 143 9 45 27 26 44 35,35 3,75 
Kompetensi 143 12 60 36 33 59 47,92 4,73 
Ketersediaan 




143 22 110 66 70 109 89,30 6,41 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
 Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa terdapat 4 variabel 
dalam penelitian ini. masing-masing variabel tersebut antara lain: variabel 
komitmen organisasi, kompetensi, ketersediaan infrastruktur dan implementasi 
SAP berbasis akrual. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel 
komitmen organisasi terdiri atas 9 pertanyaan. Instrumen yang digunakan untuk 
mengukur variabel kompetensi terdiri atas 12 pertanyaan. Instrumen yang 
digunakan untuk mengukur variabel ketersediaan infrastruktur terdiri atas 13 
pertanyaan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel implementasi 
SAP berbasis akrual terdiri atas 22 pertanyaan. 
Selanjutnya dapat dilihat pula pada kolom kisaran teoritis variabel 
komitmen organisasi adalah 9 – 45. Nilai 9 pada kisaran teoritis minimum adalah 
nilai minimal yaitu dengan perhitungan 1 dikalikan 9 item pertanyaan. Dengan 
demikian diperoleh nilai minimum respon dari responden untuk komitmen 
organisasi adalah 9. Nilai kisaran teoritis maksimum menunjukkan bahwa apabila 
responden menjawab 5 untuk setiap item pertanyaan, maka perhitungannya 5 
dikalikan dengan 9 item pertanyaan sehingga didapat nilai maksimum dari kisaran 
teoritis sebesar 45. 
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Variabel kompetensi pada Tabel 4.3 di atas menunjukkan kisaran teoritis 
adalah 12 – 60. Nilai 12 pada kisaran teoritis mimimum merupakan nilai minimal 
dengan perhitungan 1 dikalikan dengan 12 item pertanyaan. Sehingga diperoleh 
nilai mimimum respon dari responden untuk variabel kompetensi sebesar 12. Pada  
kisaran teoritis maksimum untuk variabel kompetensi diperoleh dari apabila 
responden menjawab 5 dari 12 item pertanyaan, maka perhitungannya adalah 5  
dikalikan dengan 12 item pertanyaan sehingga diperoleh nilai maksimum dari 
kisaran teoritis sebesar 60. 
Variabel  ketersediaan infrastruktur pada tabel di atas menunjukkan 
kisaran teoritis 13 – 65. Nilai 13 pada kisaran teoritis minimum merupakan nilai 
minimal dengan perhitungan 1 dikalikan dengan 13 item pertanyaan. maka 
diperoleh nilai minimum pada kisaran teoritis sebesar 13. Begitu pula pada 
kisaran teoritis maksimum untuk variabel ketersediaan infrastruktur yang 
diperoleh apabila responden menjawab 5 dari 13 item pertanyaan, maka 
perhitungannya adalah 5 dikalikan dengan 13 item pertanyaan sehingga diperoleh 
nilai maksimum dari kisaran teoritis sebesar 65. 
Variabel implementasi SAP berbasis akrual pada Tabel 4.3 di atas 
menunjukkan kisaran teoritis 22 – 110. Nilai 22 pada kisaran teoritis minimum di 
atas merupakan nilai minimal yang diperoleh dengan perhitungan apabila respon 
dari responden 1 untuk setiap pertanyaan dikalikan dengan 22 item pertanyaan, 
sehingga diperoleh nilai maksimum dari kisaran teoritis sebesar 110.  
 Pada Tabel 4.3 untuk mengisi kolom kisaran aktual di atas diperoleh dari 
analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat pada lampiran 2. Kisaran 
sesungguhnya dapat dilihat pada kolom kisaran aktual pada Tabel di atas. Pada 
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Tabel 4.3 diketahui kisaran aktual terhadap variabel komitmen organisasi 
memiliki rata-rata sebesar 35,35. Nilai rata-rata aktual tersebut lebih tinggi dari 
nilai rata-rata teoritisnya yang sebesar 27, dengan nilai standar deviasi sebesar 
3,75 dengan rentang kisaran aktual sebesar 26-44. Hal ini mengindikasikan bahwa 
komitmen organisasi di setiap OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah lebih tinggi 
dari rata-rata teoritisnya, sehinga hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa rata-
rata responden setuju bahwa mereka memiliki komitmen yang tinggi terhadap 
organisasi. 
Kisaran aktual untuk variabel kompetensi dilihat dari tabel di atas berada 
pada rentang 33-59 dengan rata-rata sebesar 47,92. Rata-rata tersebut lebih tinggi 
dari rata-rata teoritisnya yang sebesar 36. Serta standar deviasi sebesar 4,73. Hasil  
yang telah diperoleh menunjukkan bahwa kompetensi di Kabupaten Bengkulu 
Tengah lebih tinggi dari rata-rata teoritisnya. Tentunya hal ini telah 
mengindikasikan bahwa pegawai-pegawai yang bekerja di bagian keuangan di 
setiap OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah telah memiliki kualitas untuk 
mengimplementasi SAP berbasis akrual. 
Selanjutnya untuk variabel ketersediaan infrastruktur, masih menurut 
Tabel 4.3 di atas menunjukkan kisaran aktual yang berada pada rentang 30-61 
dengan rata-rata aktual sebesar 48,49. untuk variabel ketersediaan infrastruktur 
juga menunjukkan rata-rata aktual yang lebih tinggi dari rata-rata teoritisnya yang 
sebesar 34 dengan standar deviasinya sebesar 6,14. Hasil tersebut 
mengindikasikan bahwa ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu 




Terakhir, kisaran aktual pada variabel implementasi SAP berbasis akrual. 
Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kisaran aktual untuk variabel 
implementasi SAP berbasis akrual memiliki nilai kisaran aktual dengan rentang  
minimum maksimum sebesar 70-109. Rata-rata aktualnya sebesar 89,30 lebih 
tinggi dari rata-rata teoritisnya yang sebesar 66 dengan standar deviasi sebesar 
6,41. Dengan penjelasan di atas, telah menunjukkan kisaran sesungguhnya yang 
terjadi dengan hasil yang mengindikasikan bahwa implementasi SAP berbasis 
akrual telah benar-benar di terapkan di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
 
4.1.6 Deskripsi Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek 
pengamatan penelitian. Pendeskripsian variabel penelitian dilakukan dengan 
merinci dan menganalisis setiap item-item pernyataan masing-masing variabel. 
Variabel-variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian ini terdiri dari: 
komitmen organisasi, kompetensi, ketersediaan infrastruktur dan implementasi 
SAP berbasis akrual. Pernyataan-pernyataan yang diajukan diukur dengan skala 
likert 1-5. Kriteria penilaian terhadap jawaban dari kuesioner pada variabel 
komitmen organisasi, kompetensi, ketersediaan infrastruktur dan implementasi 
SAP berbasis akrual diklasifikasikan dengan skor berikut ini: 
1. Alternatif jawaban Sangat Setuju (SS), dengan skor 5 
2. Alternatif jawaban Setuju (S), dengan skor 4 
3. Alternatif jawaban Cukup Setuju (CS), dengan skor 3 
4. Alternatif jawaban Tidak Setuju (TS), dengan skor 2 
5. Alternatif jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), dengan skor 1 
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Masing-masing alternatif jawaban untuk setiap variabel penelitian 
dengan skor minimal=1 dan maksimal=5. Penilaian pada masing-masing variabel 
akan dinilai berdasarkan skor rata-rata dengan perhitungan dari total skor 
responden dibagi jumlah responden. Untuk memudahkan penilaian tanggapan 
responden maka dibuat interval kelas dari distribusi frekuensi dengan formula 
sebagai berikut: 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙𝐼𝐼𝑁𝑁 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙𝐼𝐼𝑁𝑁 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼ℎ
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑙𝑙𝐼𝐼ℎ 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑙𝑙𝐼𝐼𝐾𝐾 =  𝑥𝑥 5 − 15 = 0,8 
Kemudian berdasarkan formula di atas dapat dibuat rentang skala, yang 
dapat digunakan untuk mengetahui kondisi variabel-variabel penelitian. Berikut 
ini rentang skalanya: 
1. 1,00 – 1,80 = sangat tidak baik 
2. 1,81 – 2,60 = tidak baik 
3. 2,61 – 3,40 = cukup baik 
4. 3,41 – 4,20 = baik  
5. 4,21 – 5,00 = sangat baik 
Berikut ini uraian jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan  
yang terdapat pada masing-masing variabel penelitian: 
 
4.1.6.1 Deskripsi Jawaban Responden terhadap Variabel Komitmen       
Organisasi 
 
 Variabel komitmen organisasi diukur dengan 9 pernyataan yang diukur 
dengan 5 skala likert. Berikut ini disajikan jawaban responden terhadap variabel 
komitmen organisasi dengan responden pegawai di bagian keuangan di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. 
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1. Dimensi Affective Commitment Variabel Komitmen Organisasi 
Frekuensi dari jawaban responden terhadap dimensi Affective 
Commitment beserta indikator-indikatornya dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah 
ini. 
Tabel 4.4 
Jawaban Responden terhadap Dimensi Affective Commitment Variabel 
Komitmen Organisasi 
 
No Indikator Jawaban Total Skor 
Rata-
rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Affective Commitment 
1 Saya merasa 
senang dalam 






0 0 30 93 20 562 3,93 Berkomitmen 
2 Saya merasa 
bahwa masalah di 
organisasi adalah 






0 0 11 79 53 614 4.29 
Sangat 
Berkomitmen 
3 Organisasi ini 
sangat berarti bagi 
saya 
0 1 6 92 44 608 4.25 
Sangat 
Berkomitmen 
Nilai Rata-rata Dimensi Affective Commitment 4,16 Berkomitmen 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Berkomitmen 
1,80 – 2,59 Tidak Berkomitmen 
2,60 – 3,39 Cukup Berkomitmen 
3,40 – 4,19 Berkomitmen 
4,20 – 5,00 Sangat Berkomitmen 
 
Berdasarkan Tabel 4.4 bisa dilihat jawaban responden terhadap indikator 
dari variabel komitmen organisasi. Rata-rata jawaban responden untuk dimensi 
affective commitment adalah sebesar 4,16. Artinya rata-rata responden memiliki 
affective commitment yang baik terhadap organisasi. Dengan adanya affective 
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commitment yang baik tentunya akan berdampak terhadap pengimplementasian 
SAP berbasis akrual karena memiliki perasaan senang terhadap organisasi. 
Dimensi affective commitment pada variabel komitmen organisasi berada 
pada rentang skala berkomitmen. Affective commitment dalam penelitian ini 
ditandai dengan jawaban responden yang dalam hal ini pegawai di bagian 
keuangan terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang diberikan dan dapat 
disimpulkan bahwa responden telah berkomitmen terhadap organisasi (OPD).  
Affective commitment yang baik dari pegawai-pegawai bagian keuangan di 
Kabupaten Bengkulu Tengah tentunya akan mendukung implementasi SAP 
berbasis akrual. Sehingga diharapkan dengan adanya Affective commitment yang 
baik maka implementasi SAP berbasis akrual akan semakin baik pula. 
Affective commitment yang berkomitmen merupakan salah satu 
pendukung dari komitmen organisasi yang berkomitmen. Komitmen organisasi 
yang berkomitmen menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara pegawai bagian 
keuangan dengan OPD terhadap tujuan organisasi. Hal inilah yang memudahkan 
pelaksanaan implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu tengah.  
Karena apabila pegawai di bagian keuangan merasakan telah memiliki tujuan 
yang sama dengan organisasi, maka pegawai bagian keuangan tersebut akan 
memberikan sepenuhnya komitmen terhadap organisasi, kemudian merasa 
bertanggungjawab untuk membangun organisasi yang dalam hal ini melaksanakan 
implementasi SAP berbasis akrual. Hal ini dikarenakan perasaan senang terhadap 




Komitmen pemerintah dalam melaksanakan implementasi SAP berbasis 
akrual sangat ditentukan oleh komitmen organisasinya. Komitmen organisasi 
didukung pula oleh komitmen yang dimiliki oleh setiap individu, yang dalam hal 
ini adalah pegawai dibagian keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian 
komitmen juga harus dimiliki oleh para pengambil keputusan, karena upaya-
upaya yang dilakukan dalam hal implementasi SAP berbasis akrual ini 
memerlukan dana yang besar dan waktu yang relatif lama serta berkelanjutan. 
Oleh sebab itulah mengapa komitmen organisasi yang terdiri dari tiga dimensi, 
menjadi suatu hal yang sangat penting dalam implementasi SAP berbasis akrual di 
Kabupaten Bengkulu Tengah.  
Untuk pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 3 memperoleh nilai 
rata-rata sangat berkomitmen. Hal ini terjadi karena pegawai di bagian keuangan 
telah memiliki rasa tanggung jawab serta rasa memiliki (sense belonging) 
terhadap organisasi. Sehingga berdampak kepada perilaku pegawai di bagian 
keuangan yang memiliki rasa peduli, rasa terikat, rasa empati, termotivasi, serta 
mampu memberdayakan dirinya sendiri. 
Nilai terendah pada dimensi affective commitment ini adalah sebesar 3,93 
yang berada pada pernyataan nomor 1 yaitu”Saya merasa senang dalam menjalani 
karier di organisasi khususnya dalam mengimplementasikan SAP berbasis 
akrual”. Walaupun mendapatkan nilai yang terendah namun pernyataan ini 
rentang skalanya masih berada pada kategori yang berkomitmen. Artinya rata-rata 
responden merasa senang bekerja di dalam organisasi. Nilai tertinggi untuk rata-
rata jawaban responden pada dimensi affective commitment ini adalah sebesar 
4,29. Nilai tertinggi tersebut berada pada pernyataan nomor 3 yaitu “Organisasi 
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ini sangat berarti bagi saya” dan nilai rata-rata ini berada pada kategori 
berkomitmen. Hal ini berarti rata-rata responden mempunyai loyalitas terhadap 
organisasi. 
Faktanya bahwa pegawai pada bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu 
Tengah telah memilki keterlibatan secara emosional terhadap organisasi. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil jawaban dari responden yang menyatakan bahwa pegawai 
di bagian keuangan pada OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah telah bekerja di 
bagian keuangan selama 5-10 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perasaan 
loyalitas terhadap organisasi. Rasa memiliki (sense of belonging) sangat penting 
dalam bekerja di organisasi (masing-masing OPD).  
 
2. Dimensi Continuance Commitment Variabel Komitmen Organisasi 
Pada dimensi continuance commitment terdapat tiga indikator yang 
membentuk dimensi continuance commitment. Pada dimensi continuance 
commitment rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,44 dan berada pada 
rentang skala berkomitmen. Artinya responden cenderung setuju untuk tetap 
bertahan di dalam organisasi (OPD). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 
pegawai bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah merasa rugi jika 
meninggalkan organisasi karena ada nilai ekonomi yang diperoleh, sehingga 
pegawai tersebut lebih baik bertahan daripada keluar yang mengakibatkan 
keluarganya bisa hancur secara materi. 
Frekuensi dari jawaban responden terhadap dimensi Affective 





Jawaban Responden terhadap Dimensi Continuance Commitment Komitmen 
Organisasi 
 
No Indikator Jawaban Total Skor 
Rata-
rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Continuance Commitment 






2 22 46 67 6 482 3.37 
Cukup 
Berkomitmen 
5 Saya merasa rugi 
jika sekarang saya 
berhenti bekerja 
dari organisasi ini 
0 20 40 67 16 508 3.55 Berkomitmen 






2 26 37 67 11 488 3.41 Berkomitmen 
Nilai Rata-rata Dimensi Continuance Commitment 3,44 Berkomitmen 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Berkomitmen 
1,80 – 2,59 Tidak Berkomitmen 
2,60 – 3,39 Cukup Berkomitmen 
3,40 – 4,19 Berkomitmen 
4,20 – 5,00 Sangat Berkomitmen 
 
Nilai rata-rata tertinginya sebesar 3,55 dan berada pada rentang skala 
berkomitmen. Nilai rata-rata tertinggi berada pada item pernyataan nomor 5 yaitu 
“Saya merasa rugi jika sekarang saya berhenti bekerja pada organisasi ini”. 
Artinya responden cenderung  tetap bertahan di organisasi, dan akan tetap bekerja 
di organisasi. 
Nilai rata-rata terendah berada pada item pernyataan nomor 4 yaitu “Saya 
merasa tidak memiliki alternatif pekerjaan lain untuk dapat meninggalkan 
organisasi”. Artinya rata-rata responden cenderung tetap bertahan di organisasi 
dan tetap bekerja di organisasi (OPD) karena saat ini hanya memiliki pekerjaan 
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ini. Rata-rata jawaban atas pernyataan ini adalah sebesar 3,37 dan masih berada 
dalam kategori cukup berkomitmen. 
Dari data responden menunjukkan fakta bahwa pegawai di bagian 
keuangan sebagian besar telah bekerja 5-10 tahun. Hal ini dapat membuktikan 
bahwa pegawai di bagian keuangan memiliki rasa komitmen berkelanjutan. 
Dimana pegawai bagian keuangan bertahan untuk bekerja pada bagian keuangan 
di masing-masing OPD. OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah pun ikut 
mendukung terciptanya rasa komitmen berkelanjutan ini dengan memberikan 
THR pada saat mendekati hari raya, memberikan imbalan selain gaji berupa 
insentif yang diberikan sesuai dengan beban kerja masing-masing pegawai. 
 
3. Dimensi Normative Commitment Variabel Komitmen Organisasi 
Rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan pada dimensi 
normative commitment adalah sebesar 4,18 berada pada kategori berkomitmen. 
Artinya sebagian besar responden setuju jika  mereka tetap bertahan  karena 
mempunyai kewajiban untuk bertahan di dalam organisasi dengan alasan moral 
atau etis.  
Rata-rata tertinggi pada normative commitment berada pada item 
pernyataan nomor 8 yaitu “Saya sangat peduli dan bersedia bekerja keras dalam 
menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab khususnya dalam menyukseskan 
implementasi SAP berbasis akrual” dengan nilai rata-rata sebesar 4,27 dan berada 
pada kategori rentang skala sangat berkomitmen. Artinya responden sangat 
percaya bahwa dengan kepedulian dan kerja keras dari setiap individu akan 
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menghasilkan kesuksesan di dalam organisasi terutama dalam hal ini kesuksesan 
implementasi SAP berbasis akrual. 
Frekuensi dari jawaban responden terhadap dimensi Normative 
Commitment beserta indikator-indikatornya dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah 
ini. 
Tabel 4.6 
Jawaban Responden terhadap Dimensi Normative Commitment Komitmen 
Organisasi 
 
No Indikator Jawaban Total Skor 
Rata-
rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Normative Commitment 










1 1 16 81 44 595 4.16 Berkomitmen 











0 0 10 85 48 610 4.27 
Sangat 
Berkomitmen 








0 3 17 85 38 588 4.11 Berkomitmen 
Nilai Rata-rata Dimensi Normative Commitment 4,18 Berkomitmen 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Berkomitmen 
1,80 – 2,59 Tidak Berkomitmen 
2,60 – 3,39 Cukup Berkomitmen 
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3,40 – 4,19 Berkomitmen 
4,20 – 5,00 Sangat Berkomitmen 
 
Hal ini sesuai dengan fakta pada kegiatan penatausahaan keuangan, 
dimana pegawai bagian keuangan tidak terlepas dari pekerjaan verifikasi SPJ. 
Normative commitment diterapkan oleh pegawai bagian keuangan pada setiap 
OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan  tidak pernah pilih-pilih dalam 
memverifikasi kelengkapan dokumen penatausahaan keuangan. Setiap 
bagian/bidang harus melengkapi dokumen penatausahaan keuangan seperti buku 
kas, buku pembantu perrincian obyek penerimaan, buku pajak dan lain-lain secara 
tepat waktu dan sesuai standar. OPD yang terlambat/tidak menyampaikan 
dokumen penatausahaan keuangan pada bagian keuangan di setiap OPD, maka 
bagian keuangan di OPD juga akan terlambat untuk menyerahkan dokumen 
kelengkapan SPJ pada Badan Keuangan Daerah. Sehingga proses pencairan dana 
selanjutnya untuk kegiatan yang sama akan terhambat. 
Tabel 4.7 
Jawaban Responden terhadap Variabel Komitmen Organisasi 
 
Nilai Rata-rata Variabel Rata-rata Keterangan 
Nilai Rata-rata Dimensi Affective Commitment 4,16 Berkomitmen 
Nilai Rata-rata Dimensi Continuance Commitment 3,44 Berkomitmen 
Nilai Rata-rata Dimensi Normative Commitment 4,18 Berkomitmen 
Nilai Rata-rata Variabel Komitmen Organisasi 3,90 Berkomitmen 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Berkomitmen 
1,80 – 2,59 Tidak Berkomitmen 
2,60 – 3,39 Cukup Berkomitmen 
3,40 – 4,19 Berkomitmen 
4,20 – 5,00 Sangat Berkomitmen 
 
Secara rata-rata jawaban responden terhadap variabel komitmen 
organisasi sebesar 3,90 berada pada kategori berkomitmen. Perolehan hasil ini 
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menunjukkan bahwa pegawai di bagian Keuangan di Kabupaten Bengkulu 
Tengah memiliki komitmen yang baik dalam menerapkan SAP berbasis akrual di 
Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. 
Pada Tabel 4.5 pada pernyataan nomor 4 “saya merasa tidak memiliki 
alternatif pekerjaan lain untuk dapat meninggalkan organisasi ini” memperoleh 
respon dari responden sebesar 22 orang yang menjawab tidak setuju. Hal ini 
dikarenakan pegawai-pegawai tersebut merasa lebih menyukai bidang pekerjaan 
di bagian keuangan yang banyak menggunakan ilmu-ilmu akuntansi dibandingkan 
dengan bidang yang lainnya. Pegawai-pegawai tersebut juga dari awal diterima 
bekerja di Kabupaten Bengkulu Tengah selalu di tempatkan di bagian keuangan, 
sehingga pegawai tersebut menjadi lebih mahir untuk bekerja di bagian keuangan. 
Terbukti dengan melihat data yang diisi oleh responden bahwa rata-rata tertinggi 
pegawai yang bekerja di bagian keuangan yaitu selama 5-10 tahun. 
Kemudian untuk pernyataan nomor 5 “saya merasa rugi jika sekarang 
saya berhenti bekerja dari organisasi ini” memperoleh respon dari responden 
sebesar 20 orang yang menjawab tidak setuju. Hal ini dikarenakan pegawai-
pegawai yang sangat menyukai pekerjaannya di bagian keuangan sehingga apabila 
dia keluar dari bidang keuangan sementara dia tidak memahami akan pekerjaan 
yang baru tersebut akan perlu waktu untuk belajar lagi. Sehingga dia merasa telah 
rugi dari sisi waktu. 
Pada pernyataan nomor 6 “hidup saya akan kacau secara materi jika 
sekarang saya keluar dari organisasi ini”. Hal ini dikarenakan pegawai yang 
sangat menyukai pekerjaannya merasa bahwa bekerja di bagian keuangan itu 
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dengan perasaan senang sehingga mereka bisa bekerja dengan baik walaupun 
tanpa memikirkan materi. 
Indikator variabel komitmen organisasi yang memperoleh nilai rata-rata 
yang terendah adalah “Saya merasa tidak memiliki alternatif pekerjaan lain untuk 
dapat meninggalkan organisasi ini” dengan rata-rata sebesar 3,37. Walaupun 
memperoleh nilai terendah, tetapi jawaban dari responden terhadap pernyataan 
tersebut masih dalam kategori “cukup berkomitmen”. 
Selanjutnya indikator dari variabel komitmen organisasi yang 
memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah “Saya merasa bahwa masalah di 
organisasi adalah masalah saya juga. Terutama masalah yang berkaitan dengan 
implementasi SAP berbasis akrual” dengan nilai rata-rata sebesar 4,29. 
Hasil ini menunjukkan bahwa pegawai di bagian keuangan di setiap OPD 
di Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki komitmen yang tinggi terhadap 
organisasi, dengan selalu merasakan dan ingin memecahkan setiap masalah yang 
terjadi demi kelancaran penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu 
Tengah. 
 
4.1.6.2 Deskripsi Jawaban Responden terhadap Variabel Kompetensi 
 Pada variabel kompetensi dalam penelitian ini terdiri dari 12 item 
pernyataan yang terbagi atas 3 dimensi. Variabel kompetensi diukur dengan skala 
likert 1-5. Pada Tabel 4.8, Tabel 4.9, Tabel 4.10 dan Tabel 4.11 di bawah ini dapat 





1 Dimensi Keterampilan Variabel Kompetensi 
Jawaban yang diberikan responden terhadap dimensi keterampilan pada 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini. 
Tabel 4.8 
Jawaban Responden terhadap Dimensi Keterampilan Variabel Kompetensi 
 
No Indikator Jawaban Total Skor Rata-rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Keterampilan 
1 Saya memiliki keterampilan fisik 
yang bisa digunakan dalam 
mendukung implementasi SAP 
berbasis akrual 
0 1 29 96 17 558 3,90 Berkompetensi 
2 Saya memiliki keterampilan 
akademik yang bisa digunakan 
dalam mendukung implementasi 
SAP berbasis akrual 
0 1 28 84 30 572 4,00 Berkompetensi 
3 Saya Memiliki keterampilan 
menggunakan aplikasi simda 
dalam mendukungimplementasi 
SAP berbasis akrual 
0 3 21 97 22 567 3,97 Berkompetensi 
Nilai Rata-rata Dimensi Keterampilan 3,96 Berkompetensi 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Berkompetensi 
1,80 – 2,59 Tidak Berkompetensi 
2,60 – 3,39 Cukup Berkompetensi 
3,40 – 4,19 Berkompetensi 
4,20 – 5,00 Sangat Berkompetensi 
 
Pada Tabel 4.8 dapat dilihat jawaban responden terhadap variabel 
kompetensi. Rata-rata jawaban responden terhadap dimensi keterampilan adalah 
sebesar 3,96. Artinya pegawai di bagian keuangan telah memiliki keterampilan 
yang baik dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Hal ini bisa dilihat dari 
keterampilan fisik, keterampilan akademik dan keterampilan dalam menggunakan 
aplikasi. 
Pegawai bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan 
pekerjaan yang cukup berat. Diantaranya menjalankan implementasi SAP berbasis 
akrual. Implementasi SAP berbasis akrual terutama dilakukan dalam hal 
penatausahaan keuangan. Mulai dari menginput data sampai dengan membuat 
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laporan. Keterampilan pegawai bagian keuangan sangat dibutuhkan pada 
panatausahaan keuangan ini. Dengan adanya keterampilan yang dimiliki pegawai 
di bagian keuangan akan meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam 
pengimplementasian SAP berbasis akrual. 
Fakta yang telah terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah terlihat bahwa 
pegawai dibagian keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah secara rata-rata telah 
memilki background ekonomi. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pegawai di 
bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah telah memiliki keterampilan 
yang berkompeten. Sebagai contoh, di OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bengkulu Tengah pegawai yang berada di bidang akuntansi di antaranya 5 orang 
dari ekonomi akuntansi, 5 orang dari ekonomi pembangunan dan ekonomi 
manajemen. Dengan background tersebut tentunya pegawai bagian keuangan 
memilki keterampilan dasar dalam bekerja, sehingga implementasi SAP berbasis 
akrual akan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
 
2. Dimensi Pengetahuan Variabel Kompetensi 
Jawaban yang diberikan responden terhadap dimensi pengetahuan dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini. 
Tabel 4.9 
Jawaban Responden terhadap Dimensi Pengetahuan Variabel Kompetensi 
 
No Indikator Jawaban Total Skor 
Rata-
rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Pengetahuan 
4 Saya telah menyelesaikan tingkat 
pendidikan: pendidikan formal dan 
pendidikan nonformal untuk 
melakukan tugas-tugas dalam 
mendukung implementasi SAP 
berbasis akrual 




Lanjutan Tabel 4.9 
No Indikator Jawaban Total Skor 
Rata-
rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Pengetahuan 
5 Saya memiliki Memiliki 
pengetahuan tentang tupoksi dan 
uraian tugas di bidang keuangan 
dalam implementasi SAP 
berbasis akrual 
0 1 33 82 36 564 3,94 Berkompetensi 
6 Saya Memiliki pengetahuan 
tentang pengakuan dan transaksi 
keuangan dalam menyukseskan 
implementasi SAP berbasis 
akrual 
0 1 34 89 19 556 3,89 Berkompetensi 
7 Saya Memiliki pengetahuan 
tentang peraturan-peraturan yang 
berkaitan dengan keuangan 
daerah dalam menyukseskan 
implementasi SAP berbasis 
akrual 
0 2 38 82 21 551 3,85 Berkompetensi 
Nilai Rata-rata Dimensi Pengetahuan 3,94 Berkompetensi 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Berkompetensi 
1,80 – 2,59 Tidak Berkompetensi 
2,60 – 3,39 Cukup Berkompetensi 
3,40 – 4,19 Berkompetensi 
4,20 – 5,00 Sangat Berkompetensi 
 
Pada dimensi pengetahuan, rata-rata jawaban responden adalah sebesar 
3,94 yang tergolong dalam kategori berkompetensi. Artinya dalam 
mengimplementasikan SAP berbasis akrual, pengetahuan sangat diperlukan. 
Berbagai pengetahuan yang diperlukan berupa pengetahuan tentang tupoksi, 
pengetahuan tentang akuntansi dan pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang 
berlaku. 
Pada variabel kompetensi yang memperoleh nilai rata-rata yang terendah 
berada pada pernyataan nomor 7 pada dimensi pengetahuan yaitu “Saya memiliki 
pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keuangan daerah 
dalam menyukseskan implementasi SAP berbasis akrual” dengan rata-rata sebesar 
3,85 berada pada kategori berkompetensi. Artinya pegawai bagian keuangan 
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memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan-peraturan keuangan daerah. 
Hal ini penting karena peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar dalam 
pengimplementasian SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah.  
Fakta yang terjadi pada pegawai bagian keuangan di Kabupaten 
Bengkulu Tengah adalah telah mengikuti rekonsiliasi kas yang diadakan secara 
berkala yaitu setiap triwulan, semesteran dan tahunan. Hal ini penting dalam 
meningkatkan pengetahuan di bagian keuangan tentang akrual basis dan 
pengimplementasiannya di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
 
3. Dimensi Kemampuan Variabel Kompetensi 
Jawaban yang diberikan responden terhadap dimensi pengetahuan dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini. 
Tabel 4.10 
Jawaban Responden terhadap Dimensi Kemampuan Variabel Kompetensi 
 
No Indikator Jawaban Total Skor 
Rata-
rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Kemampuan 
8 Saya memiliki kecerdasan 
(intelektual, emosional, 
spiritual, dan sosial) yang 
selalu saya gunakan untuk 
bekerja dalam menyukseskan 
implementasi SAP berbasis 
akrual 
0 1 27 81 34 577 4,03 Berkompetensi 
9 Saya memiliki energi yang 
besar/memiliki bakat yang 
besar untuk menjalankan 
tugas-tugas yang berkaitan 
dengan kesuksesan 
implementasi SAP berbasis 
akrual 
0 0 25 87 31 578 4,04 Berkompetensi 
10 Saya memiliki kemampuan 
untuk terus berkembang dan 
meningkatkan kemampuan 
diri dalam menyukseskan 
implementasi SAP berbasis 
akrual 




Lanjutan Tabel 4.10 
No Indikator Jawaban Total Skor 
Rata-
rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Kemampuan 
11 Saya memiliki motivasi, etos 
kerja, kreativitas, inovasi dan 
semangat, dalam 
menyukseskan implementasi 
SAP berbasis akrual 
0 1 54 64 24 540 3,78  Sangat Berkompetensi 
12 Dalam bekerja saya selalu 
menjunjung tinggi 
profesionalisme terutama 
dalam implementasi SAP 
berbasis akrual 
0 7 6 77 53 603 4,22 Sangat Berkompetensi 
Nilai Rata-rata Dimensi Kemampuan 3,96 Berkompetensi 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Berkompetensi 
1,80 – 2,59 Tidak Berkompetensi 
2,60 – 3,39 Cukup Berkompetensi 
3,40 – 4,19 Berkompetensi 
4,20 – 5,00 Sangat Berkompetensi 
 
Pada dimensi kemampuan rata-rata jawaban responden pada dimensi ini 
adalah sebesar 3,96. Artinya pegawai bagian keuangan telah memiliki modal 
dasar dalam bekerja yakni kemampuan yang berupa kecerdasan, motivasi, sikap 
profesionalisme dan terus mengembangkan diri. Pada dimensi kemampuan ini 
terdapat item indikator yang memperoleh nilai rata-rata yang tertinggi yaitu 
pernyataan nomor 10 “Saya memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan 
meningkatkan kemampuan diri dalam menyukseskan implementasi SAP berbasis 
akrual” dengan rata-rata sebesar 4,23 yang tergolong dalam kategori sangat 
berkompetensi. Artinya sebagian besar responden telah memiliki kemampuan 
untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan diri. Jawaban responden 
terhadap dimensi kemampuan dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini. 
Faktanya pegawai di bagian keuangan di setiap OPD dibekali dengan 
kemampuan dan terus di tingkatkan dengan berbagai upaya. Di Kabupaten 
Bengkulu Tengah, peningkatan kemampuan dilakukan dengan pendampingan 
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oleh tim dari BPKP disamping mengikuti sosialisasi dan berbagai  trainning 
tentang akuntansi berbasis akrual. Hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan 
OPD yang berhasil diselesaikan oleh setiap OPD sehingga menunjukkan 
kemampuan yang dimilki oleh setiap OPD. 
Dimensi kemampuan sebagai dimensi yang membentuk variabel 
kompetensi sangat diperlukan dalam implementasi SAP berbasis akrual. Di 
Kabupaten Bengkulu tengah kompetensi dari pegawai di bagian keuangan terus 
ditingkatkan agar pegawai-pegawai tersebut dapat mengoptimalkan 
kemampuannya.  
Di Kabupaten Bengkulu Tengah kemampuan pegawai bagian keuangan 
dapat dilihat dari kemampuan pegawai bagian keuangan dalam mengoperasikan 
aplikasi simda. Dimana pegawai bagian keuangan telah mampu untuk menjalakan 
salah satu tugasnya yaitu penatausahaan keuangan. Penatausahaan keuangan ini 
sebagian besar menggunakan aplikasi simda. Simda ini hanyalah aplikasi 
keuangan, yang dapat membantu proses penatausahaan keuangan. Oleh sebab itu, 
pegawai di bagian keuangan harus mengerti dengan ilmu dasar akuntansi. 
Sehingga apabila terjadi kesalahan pada hasil perolehan dari simda tersebut. Maka 
pegawai bagian keuangan dapat dengan cepat mencari dan menelusuri dimana 
letak kesalahan tersebut. 
Tabel 4.11 
Jawaban Responden terhadap Variabel Kompetensi 
 
Nilai Rata-rata Variabel Kompetensi Rata-rata Keterangan 
Nilai Rata-rata Dimensi Keterampilan 3,96 Berkompetensi 
Nilai Rata-rata Dimensi Pengaetahuan 3,94 Berkompetensi 
Nilai Rata-rata Dimensi Kemampuan 3,96 Berkompetensi 
Nilai Rata-rata Variabel Kompetensi 3,95 Berkompetensi 




1,00 – 1,79 Sangat Tidak Berkompetensi 
1,80 – 2,59 Tidak Berkompetensi 
2,60 – 3,39 Cukup Berkompetensi 
3,40 – 4,19 Berkompetensi 
4,20 – 5,00 Sangat Berkompetensi 
 
Rata-rata jawaban responden terhadap variabel kompetensi adalah 
sebesar 3,95 dan berada pada kategori berkompetensi. Perolehan hasil rata-rata 
sebesar 3,95 ini menunjukkan bahwa pegawai-pegawai di bagian keuangan 
memiliki kompetensi yang baik dalam implementasi SAP berbasis akrual di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini terbukti dari karakteristik data responden 
yang bisa dilihat pada Tabel 4.2. Pada Tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa 
pegawai yang memiliki pendidikan terakhir S1 dan S2 adalah yang terbanyak. 
Dengan persentase S1 sebesar 79,7% dan S2 sebesar 7,7%. Disamping itu, dari 
segi umur yang terbanyak pada usia produktif yaitu usia 31-35 sebanyak 30,1% 
dan usia 36-40  sebanyak 30,8%. Jika dilihat dari masa kerja yang terbanyak 
adalah 5-10 tahun, sehingga lebih berpengalaman. Dari penjelasan di atas telah 
menunjukkan kompetensi dari pegawai-pegawai di bidang keuangan telah baik. 
 
4.1.6.3 Deskripsi Jawaban Responden terhadap Variabel Ketersediaan 
Infrastruktur 
 
Pada Variabel Ketersediaan Infrastruktur dalam penelitian ini terdiri dari 
12 item pernyataan yang terbagi atas 3 dimensi. Variabel Ketersediaan 
Infrastruktur diukur dengan skala likert 1-5. Pada Tabel 4.12 s/d Tabel 4.15 di 
bawah ini dapat diketahui jawaban responden pada setiap item pernyataan pada 





1. Dimensi Infrastruktur Keras Fisik Variabel Ketersediaan Infrastruktur 
Jawaban yang diberikan responden terhadap dimensi Infrastruktur Keras 
Fisik, menunjukkan ketersediaan infrastruktur keras fisik di Kabupaten Bengkulu 
Tengah. Dalam penelitian ini dapat dilihat dimensi ketersediaan infrastruktur 
keras fisik pada Tabel 4.12 berikut ini. 
Tabel 4.12 







rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Infrastruktur Keras Fisik 
1 Di tempat saya bekerja sudah 
tersedia sarana ruangan yang 
memadai khususnya sarana 
ruangan sebagai operasional 
perangkat SAP berbasis 
akrual 
0 6 60 63 14 514 3,59 Tersedia 
2 Di tempat saya bekerja sudah 
tersedia sarana dan prasarana 
perangkat lunak (software) 
yang memadai khususnya 
dalam implementasi SAP 
berbasis akrual 
0 7 45 85 6 519 3,63 Tersedia 
3 Di tempat saya bekerja sudah 
tersedia peralatan komputer 
dan server yang memadai 
sehingga sangat mendukung 
saya dalam bekerja khususnya 
dalam implementasi SAP 
berbasis akrual 
1 5 53 73 11 517 3,62 Tersedia 
4 Di tempat saya bekerja sudah 
tersedia dukungan angaran 
yang memadai khususnya 
dalam implementasi SAP 
berbasis akrual 
0 5 49 70 19 532 3,72 Tersedia 
Nilai Rata-rata Dimensi Infrastruktur Keras Fisik 3,64 Tersedia 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Tersedia 
1,80 – 2,59 Tidak Tersedia 
2,60 – 3,39 Cukup Tersedia 
3,40 – 4,19 Tersedia 
4,20 – 5,00 Sangat Tersedia 
 
Berdasarkan Tabel 4.12 rata-rata respon responden terhadap dimensi 
dimensi infrastruktur keras fisik adalah sebesar 3,64, artinya ketersediaan 
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infrastruktur keras fisik sudah tersedia, seperti ketersediaan sarana ruangan, 
software, komputer dan dukungan anggaran. 
Faktanya di Kabupaten Bengkulu Tengah sarana ruangan pada setiap 
OPD telah tersedia, sofware simda telah tersedia serta laptop / komputer yang 
telah terinstal simda juga telah tersedia pada masing-masing OPD di Kabupaten 
Bengkulu Tengah. Sarana ruangan, software simda dan laptop/komputer yang 
terinstal simda diperlukan dalam implementasi SAP berbasis akrual. 
Ketersediaan infrastruktur keras fisik merupakan dimensi pembentuk dari 
variabel ketersediaan infrastruktur. Dimana telah tersedianya infrastruktur keras 
fisik di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat mendukung implementasi SAP 
berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan semakin baiknya 
ketersediaan infrastruktur keras fisik seperti ketersediaan sarana ruangan, 
software, komputer dan dukungan anggaran maka akan semakin baik pula 
ketersediaan infrastrukturnya dan ketersediaan infrastruktur yang tersedia akan 
mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual menjadi semakin baik pula. 
 
2. Dimensi Infrastruktur Keras Non Fisik Variabel Ketersediaan 
Infrastruktur 
 
Pada Tabel 4.13 berikut ini menunjukkan jawaban responden terhadap 
dimensi infrastruktur keras non fisik pada variabel ketersediaan infrastruktur. 
Pada dimensi infrastruktur keras non fisik, rata-rata respon responden sebesar 3,5, 
hal ini berarti ketersediaan infrastruktur keras non fisik seperti energi listrik, 






Jawaban Responden terhadap Dimensi Infrastruktur Keras Non Fisik 






rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Infrastruktur Keras Non Fisik 
5 Di tempat saya bekerja sudah 
tersedia Energi listrik dari PLN 
yang memadai guna mendukung 
operasi SAP akrual 
0 4 59 74 6 511 3,57 Tersedia 
6 Di tempat saya bekerja sudah 
tersedia alternatif kelistrikan yang 
lain untuk menunjang 
implementasi SAP berbasis akrual 
seperti genset 
0 18 51 60 14 499 3,49 Tersedia 
7 Di tempat saya bekerja sudah 
tersedia jaringan telekomunikasi 
yang memadai guna  
implementasi SAP berbasis akrual 
3 14 41 73 12 506 3,54 Tersedia 
8 Di tempat saya bekerja sudah 
tersedia jaringan internet & wifi 
yang memadai guna mendukung 
implementasi SAP berbasis akrual 
4 21 46 51 21 493 3,45 Tersedia 
Nilai Rata-rata Dimensi Infrastruktur Keras Non Fisik 3,51 Tersedia 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Tersedia 
1,80 – 2,59 Tidak Tersedia 
2,60 – 3,39 Cukup Tersedia 
3,40 – 4,19 Tersedia 
4,20 – 5,00 Sangat Tersedia 
 
Nilai rata-rata terendah sebesar 3,45 dari jawaban responden terdapat 
pada dimensi infrastruktur keras non fisik item pernyataan nomor 8 yaitu “Di 
tempat saya bekerja sudah tersedia jaringan internet & wifi yang memadai guna 
mendukung implementasi SAP berbasis akrual”. Hasil pada indikator dari variabel 
ketersediaan infrastruktur nomor 8 ini menunjukkan hasil yang terendah 
dibandingkan dengan nilai dari item-item pernyataan yang lainnya. Walaupun 
pada item pernyataan nomor 8 ini memperoleh hasil yang terendah tapi masih 
berada dalam kategori tersedia. 
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Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar OPD di Kabupaten 
Bengkulu Tengah sudah tersedia jaringan internet dan wifi. Faktanya di 
Kabupaten Bengkulu Tengah pada setiap OPD telah tersedia sarana listrik. 
Sebagian besar OPD juga telah tersedia  sarana  jaringan internet & wifi kecuali 
pada kecamatan didaerah pedalaman. 
Dimensi infrastruktur non fisik dapat membentuk variabel ketersediaan 
infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur non fisik dapat berupa jaringan listrik, 
jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan wifi. Ketersediaan infrastruktur non 
fisik dapat mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual. Dimana jaringan 
listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan wifi sangat mendukung 
implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. Apabila 
jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan wifi tidak tersedia, 
maka akan sangat sulit untuk melakukan Implementasi SAP berbasis akrual di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini dikarenakan aplikasi simda membutuhkan 
listrik untuk dijalankan. Aplikasi simda juga membutuhkan jaringan 
telekomunikasi dan jaringan internet untuk menyerahkan laporan ke pusat secara 
berkala dan berkelanjutan. 
 
3. Dimensi Infrastruktur Lunak Variabel Ketersediaan Infrastruktur 
Jawaban responden terhadap dimensi infrastruktur lunak dapat dilihat 














rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Infrastruktur Lunak 
9 Di tempat saya bekerja sudah 
tersedia aturan/ dasar hukum yang 
digunakan dalam  implementasi 
SAP berbasis akrual 
0 1 28 83 31 573 4,01 Tersedia 
10 Di tempat saya bekerja sudah 
melaksanakan aturan/ dasar 
hukum yang digunakan dalam  
implementasi SAP berbasis akrual 
0 2 32 89 20 556 3,89 Tersedia 
11 Di tempat saya bekerja sudah 
tersedia SOP yang digunakan 
sebagai standar  untuk 
menjalankan implementasi SAP 
berbasis akrual 
0 5 19 88 31 574 4,01 Tersedia 
12 Di tempat saya bekerja sudah 
melaksanakan SOP sesuai dengan 
ketentuan yan berlaku 
0 0 35 84 24 561 3,92 Tersedia 
13 Di tempat saya bekerja kualitas 
pelayanan umum yang di berikan 
telah layak sesuai dengan nilai 
dan norma-norma yang berlaku. 
0 2 30 70 41 579 4,05 Tersedia 
Nilai Rata-rata Dimensi Infrastruktur Lunak 3,98 Tersedia 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Tersedia 
1,80 – 2,59 Tidak Tersedia 
2,60 – 3,39 Cukup Tersedia 
3,40 – 4,19 Tersedia 
4,20 – 5,00 Sangat Tersedia 
 
Dimensi infrastruktur lunak merupakan salah satu dimensi pembentuk 
variabel ketersediaan infrastruktur. Respon responden terhadap dimensi 
infrastruktur lunak tentunya akan menunjukkan bagaimana ketersediaan 
infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Rata-rata jawaban responden pada dimensi infrastruktur lunak adalah 
sebesar 3,98. Artinya ketersediaan infrastruktur lunak di Kabupaten Bengkulu 
Tengah sudah tersedia. 
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Pada dimensi infrastruktur lunak terdapat nilai tertinggi dari rata-rata 
jawaban responden  yang diperoleh sebesar 4,05 yang tergolong dalam kategori 
tersedia. Kalimat pernyataannya adalah “Di tempat saya bekerja kualitas 
pelayanan umum yang di berikan telah layak sesuai dengan nilai dan norma-
norma yang berlaku”. Pernyataan tersebut terletak pada item pernyataan nomor 
13. Hasil ini dapat menggambarkan bahwa bahwa pelayanan di tempat mereka 
bekerja dan kualitas pelayanan umum yang diberikan telah layak sesuai dengan 
nilai dan norma-norma yang berlaku.  
Dimensi ketersediaan infrastruktur Lunak telah diterapkan di Kabupaten 
Bengkulu Tengah sesuai dengan faktanya bahwa telah ada regulasi yang mengatur 
tentang basis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu Peraturan Bupati 
bengkulu Tengah Nomor 30 tentang kebijakan umum akuntansi Kabupaten 
Bengkulu Tengah dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 
Daerah kabupaten Bengkulu Tengah. 
Tabel 4.15 
Jawaban Responden terhadap Variabel Ketersediaan Infrastruktur 
 
Nilai Rata-rata Variabel Ketersediaan Infrastuktur Rata-rata Keterangan 
Nilai Rata-rata Dimensi Infrastruktur keras fisik 3,64 Tersedia 
Nilai Rata-rata Dimensi Infrastruktur keras non fisik 3,51 Tersedia 
Nilai Rata-rata Dimensi Infrastruktur Lunak 3,98 Tersedia 
Nilai Rata-rata Variabel Ketersediaan Infrastuktur 3,71 Tersedia 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Tersedia 
1,80 – 2,59 Tidak Tersedia 
2,60 – 3,39 Cukup Tersedia 
3,40 – 4,19 Tersedia 




 Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui nilai rata-rata dari jawaban responden 
terhadap item-item pernyataan dari variabel ketersediaan infrastruktur adalah 
sebesar 3,71. Nilai rata-rata tersebut berada pada kategori tersedia. Hasil ini 
menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur yang mendukung implementasi 
SAP berbasis akrual sudah tersedia dengan baik. Sehingga implementasi SAP 
berbasis akrual dapat dijalankan dengan efektif. 
Dengan melihat tabel 4.15 dapat disimpulkan bahwa ketersediaan 
infrastruktur berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini berarti, ketersediaan infrasrtuktur yang 
semakin baik akan menyebabkan implementasi SAP berbasis akrual  akan 
semakin baik pula. 
 
4.1.6.4 Deskripsi Jawaban Responden terhadap Variabel Implementasi SAP 
Berbasis Akrual 
 
 Pada Variabel Variabel Implementasi SAP Berbasis Akrual dalam 
penelitian ini terdiri dari 12 item pernyataan yang terbagi atas 3 dimensi. Variabel 
Implementasi SAP Berbasis Akrual diukur dengan skala likert 1-5. Pada Tabel 
4.16 s/d Tabel 4.19 di bawah ini dapat diketahui jawaban responden pada setiap 
item pernyataan setiap dimensi pada variabel implementasi SAP berbasis akrual. 
 
1. Dimensi Pengakuan Pendapatan Variabel Implementasi SAP Berbasis 
Akrual 
Jawaban yang diberikan responden terhadap dimensi pengakuan 





Jawaban Responden terhadap Dimensi Pengakuan Pendapatan Variabel 









rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Pengakuan Pendapatan 
1 Saya telah mengakui 
pendapatan LO pada saat hak 
atas pendapatan sudah ada 
walaupun kas belum diterima 
0 0 48 58 37 561 3,92 Baik 
2 Saya selalu mencatat penerbitan 
surat ketetapan pajak sebagai 
pendapatan LO meskipun wajib 
pajak belum menyetor  
0 0 28 91 24 568 3,97 Baik 
4 Selalu mencatat pajak tahun 
2015 yang disetor oleh wajib 
pajak tahun 2016 sebagai 
pendapatan-LO 
0 1 16 106 20 574 4,01 Baik 
5 Saya selalu mencatat transaksi 
pajak tahun 2015 yang 
diterima tahun 2016 dengan 
mendebet akun pendapatan-
LO dan mengkredit akun 
piutang pendapatan 
0 0 20 105 18 570 3,99 Baik 
6 Saya selalu menyajikan bahwa    
pendapatan-LO didalam  
Laporan Operasional 
0 0 25 104 14 561 3,92 Baik 
7 Saya dapat membedakan 
antara  pendapatan-LO dan 
pendapatan LRA 
0 1 20 89 33 583 4,08 Baik 
Nilai Rata-rata Dimensi Pengakuan Pendapatan 3,97 Baik 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Baik 
1,80 – 2,59 Tidak Baik 
2,60 – 3,39 Cukup Baik 
3,40 – 4,19 Baik 
4,20 – 5,00 Sangat Baik 
 
Nilai rata-rata dimensi pengakuan pendapatan adalah sebesar 3,97, 
artinya pengakuan pendapatan telah di terapkan dengan benar di Kabupaten 
Bengkulu Tengah.Nilai rata-rata jawaban responden terhadap dimensi pengakuan 
beban adalah sebesar 4,10, artinya beban telah diakui sesuai prinsip akrual. 
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Nilai terendah dari jawaban responden untuk variabel implementasi SAP 
berbasis akrual berada pada dimensi pengakuan pendapatan dengan nilai rata-rata 
sebesar 3,92 pada item pernyataan nomor 6. Kalimat pernyataan pada item 
pernyataan nomor 6 tersebut adalah “Saya selalu menyajikan bahwa    
pendapatan-LO didalam  Laporan Operasional”. Artinya pegawai bagian 
keuangan selalu menyajikan pendapatan LO ke laporan operasional. Pendapatan 
LRA dimasukkan ke Laporan realisasi anggaran. 
Faktanya untuk pajak yang disetor lewat tahun, yaitu pajak tahun 2015 
yang disetor pada tahun 2016. Pada saat penerbitan surat ketetapan pajak selalu 
dicatat sebagai pendapatan LO walaupun pajak tersebut belum dibayar dan disetor 
pada tahun 2016 oleh wajib pajak. 
 
2. Dimensi Pengakuan Beban Variabel Implementasi SAP Berbasis Akrual 
Jawaban yang diberikan responden terhadap dimensi pengakuan beban 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut ini. 
Tabel 4.17 
Jawaban Responden terhadap Dimensi Pengakuan Beban Variabel 









rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Pengakuan Beban 
8 Saya selalu mengakui transaksi 
beban pada saat timbulnya 
kewajiban yang 
mengakibatkan penurunan 
nilai meskipun kas belum 
keluar 
0 1 20 100 22 572 4,00 Baik 
9 Saya selalu mencatat setiap 
pengeluaran kas untuk 
pembelian ATK dalam akun 
beban ATK 
0 0 14 100 29 587 4,10 Baik 
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rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Pengakuan Beban 
10 Saya selalu dapat menentukan 
jumlah yang akan dicatat 
sebagai beban 
0 0 18 99 26 580 4,06 Baik 
11 Saya selalu mencatat ATK 
yang telah terpakai sebagai 
beban ATK 
0 5 26 61 51 566 3,96 Baik 
12 Setiap transaksi pembelian 
ATK akan saya catat dalam 
akun kas yang dikredit setiap 
ada transaksi beban 
0 0 15 94 34 591 4,13 Baik 
13 Saya selalu menyajikan beban 
dalam laporan keuangan 0 1 12 103 27 585 4,09 Baik 
14 Setiap pemakaian ATK selalu 
dicatat sebagai beban ATK 0 3 16 76 48 600 4,20 Sangat Baik 
15 Saya dapat membedakan 
antara beban dan belanja 0 0 16 74 53 609 4,26 Sangat Baik 
Nilai Rata-rata Dimensi Pengakuan Beban 4,10 Baik 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Baik 
1,80 – 2,59 Tidak Baik 
2,60 – 3,39 Cukup Baik 
3,40 – 4,19 Baik 
4,20 – 5,00 Sangat Baik 
 
Nilai jawaban tertinggi dari jawaban responden untuk variabel 
implementasi SAP berbasis akrual adalah sebesar 4,26 berada pada dimensi 
pengakuan beban, pada item pernyataan nomor 15. Kalimat pernyataan nomor 15 
tersebut adalah “Saya dapat membedakan antara beban dan belanja”. Artinya 
pegawai bagian keuangan dapat membedakan antara beban dan belanja. 
Faktanya pembelian ATK yang terjadi di setiap OPD di Kabupaten 
Bengkulu Tengah selalu dicatat sebagai beban ATK. Beban ATK disajikan pada 




3. Dimensi Laporan Operasional Variabel Implementasi SAP Berbasis 
Akrual 
Pada dimensi laporan operasional rata-rata jawaban responden adalah 
sebesar 4,10. Artinya laporan operasional telah dibuat dan disajikan sesuai dengan 
SAP berbasis akrual. 
 
Tabel 4.18 









rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Laporan Operasional 
16 Saya menyajikan laporan 
operasional sesuai SAP 
berbasis akrual 
0 1 20 89 33 583 4,08 Baik 
17 Saya selalu menyajikan 
Laporan Operasional 
berdasarkan sumber data yan 
diperlukan 
0 0 12 97 34 594 4,15 Baik 
18 Saya selalu 
mengklasifikasikan 
pendapatan operasional dan 
pendapatan non operasional 
sesuai format Laporan 
Operasional 
0 0 13 100 30 589 4,12 Baik 
19 Selisih lebih harga jual aset 
tetap dengan nilai buku 
diklasifikasikan sebagai 
pendapatan operasional 
0 0 23 93 27 576 4,03 Baik 
20 Saya selalu 
mengklasifikasikan beban 
yang tidak dapat dicatat 
sebagai belanja, sebagai beban 
operasional 
0 0 25 91 27 576 4,03 Baik 
21 Saya mencatat beban yang 
tidak dapat dicatat sebagai 
belanja dapat diklasifikasikan 
sebagai beban operasional 












rata Keterangan STS TS CS S SS 
Dimensi Laporan Operasional 
22 Saya selalu menyajikan pos 
luar biasa terpisah dari pos 
lainnya 
0 0 24 70 49 597 4,17 Baik 
Nilai Rata-rata Dimensi Laporan Operasional 4,10 Baik 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Baik 
1,80 – 2,59 Tidak Baik 
2,60 – 3,39 Cukup Baik 
3,40 – 4,19 Baik 
4,20 – 5,00 Sangat Baik 
 
Pada LKPD tahun 2015 telah ada format laporan operasional. hal ini 
membuktikan bahwa pada Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerapkan 
implementasi SAP berbasis akrual. karena format laporan operasional hanya di 
sajikan pada laporan keuangan yang telah berbasis akrual dan belum disajikan 
pada laporan keuangan dengan basis kas. 
Tabel 4.19 
Jawaban Responden terhadap Variabel Implementasi SAP Berbasis Akrual 
Nilai Rata-rata Variabel Implementasi SAP Berbasis Akrual Rata-rata Keterangan 
Nilai Rata-rata Dimensi pengakuan pendapatan 3,97 Baik 
Nilai Rata-rata Dimensi pengakuan beban 4,10 Baik 
Nilai Rata-rata Dimensi laporan operasional 4,10 Baik 
Nilai Rata-rata Variabel Implementasi SAP Berbasis Akrual 4,06 Baik 
Sumber: Hasil Penelitian 2017, data diolah 
Keterangan : 
1,00 – 1,79 Sangat Tidak Baik 
1,80 – 2,59 Tidak Baik 
2,60 – 3,39 Cukup Baik 
3,40 – 4,19 Baik 
4,20 – 5,00 Sangat Baik 
 
Variabel implementasi SAP berbasis akrual pada penelitian ini terdiri 
dari 22 pernyataan. Berdasarkan Tabel 4.19 di atas dapat diketahui rata-rata 
jawaban responden terhadap variabel implementasi SAP berbasis akrual adalah 
4,06. Nilai rata-rata sebesar 4,06 tersebut berada pada kategori baik. Hasil dari 
jawaban responden ini menunjukkan bahwa pegawai di bagian keuangan di setiap 
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OPD telah memahami tentang penerapan implementasi SAP berbasis akrual yang 
digunakan. dengan hasil 4,06 dengan kategori baik tersebut telah menunjukkan 
kondisi yang sebenarnya di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
 
4.2 Analisis Regresi Berganda 
Untuk menganalisis pengaruh variabel komitmen organisasi, kompetensi 
dan ketersediaan infrastruktur terhadap implementasi SAP berbasis akrual, 
digunakan analisis regresi linear berganda. Setelah hasil penelitian diterima 
kemudian data diolah dan dihitung menunakan program SPSS. Penjelasan dari 
hasil perolehan perhitungan dengan menggunakan program SPSS digambarkan 
pada Tabel 4.20 berikut ini: 
Tabel 4.20 
Hasil Regresi Variabel Komitmen Organisasi, Kompetensi dan Ketersediaan 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 40,481 4,792  8,448 0,000 
X1 0,566 0,125 0,331 4,545 0,000 
X2 0,193 0,089 0,143 2,162 0,032 
X3 0,403 0,077 0,386 5,241 0,000  𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐽𝐽𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇 𝑅𝑅2 = 0,471 F – hitung = 43,075 Sig  F = 0.000 
a. Dependent Variable: Y     



















Hasil dari perhitungan regresi linear berganda diperolah persamaan 
regresi. Persamaan regresi diambil dari koefisien standardized. Koefisien 
standardized digunakan untuk persamaan regresi pada penelitian ini adalah karena 
pada penelitian ini data yang digunakan adalah data yang berupa persepsi dari 
responden. Persepsi responden tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh 
dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu 
pada penelitian ini, persamaan regesi yang terbentuk dari koefisien standardized 
adalah: 
Y = 0,331X1 + 0,134X2 + 0,386X3 
Berikut ini penjelasan persamaan regresi di atas. Dengan memperhatikan 
persamaan regresi di atas maka penjelasannya dapat dilihat seperti di bawah ini: 
1. Nilai koefisien regresi X1 (komitmen organisasi) adalah sebesar 0,331. Hal ini 
berarti bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang positif 
terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Dengan kata lain peningkatan 
kegiatan dalam tahapan komitmen organisasi akan dapat mengoptimalkan 
implementasi SAP berbasis akrual dengan asumsi kompetensi dan 
ketersediaan infrastruktur tidak mengalami perubahan. 
2. Nilai koefisien regresi X2 (kompetensi) adalah sebesar 0,134. Hal ini berarti 
bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang positif terhadap implementasi 
SAP berbasis akrual. Dengan kata lain peningkatan kegiatan dalam tahapan 
kompetensi akan dapat mengoptimalkan implementasi SAP berbasis akrual 




3. Nilai koefisien regresi X3 (ketersediaan infrastruktur) adalah sebesar 0,386. 
Hal ini berarti bahwa ketersediaan infrastruktur mempunyai pengaruh yang 
positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Dengan kata lain 
peningkatan kegiatan dalam tahapan ketersediaan infrastruktur akan dapat 
mengoptimalkan implementasi SAP berbasis akrual dengan asumsi komitmen 
organisasi dan kompetensi tidak mengalami perubahan. 
 
4.3 Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 
komitmen organisasi, kompetensi dan ketersediaan infrastruktur terhadap 
implementasi SAP berbasis akrual dalam penelitian ini adalah uji f (simultan), uji 
t (parsial) dan R2 (koefisien determinasi). Berikut ini penjelasan mengenai ketiga 
pengujian tersebut. 
 
4.3.1 Uji Ketepatan/Kelayakan Spesifikasi Model (F ratio) 
Dengan melihat Tabel 4.8 maka diperoleh F-hitung sebesar 43,075 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan nilai probabilitas (ρ) 0,000 
tersebut jika dibandingkan dengan nilai alpha 0,05, maka nilai ρ< 0,05. Dengan 
nilai ρ< 0,05 maka hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
komitmen organisasi, variabel kompetensi dan variabel ketersediaan infrastruktur 
berpengaruh terhadap variabel implementasi SAP berbasis akrual. 
Hasil yang diperolehan di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 




4.3.2 Uji Korelasi Parsial (t-value) 
Pada penelitian ini uji korelasi parsial dilakukan dengan cara 
membandingkan nilai probabilitas (ρ) dengan alpha 0,05. Nilai probabilitas (ρ) 
bisa dilihat pada Tabel 4.8 di atas. Sesuai kriteria uji statistik t yaitu jika  nilai 
ρ<alpha 0,05 maka H2 diterima dan Ho ditolak.  
Pada hipotesis kedua  (H2) diperoleh hasil bahwa komitmen organisasi 
berpengaruh positif terhadap terhadap implementasi SAP berbasis akrual pada 
Kabupaten Bengkulu tengah. Hal ini dilihat dari hasil yang diperoleh yaitu nilai 
koefisien 𝛽𝛽1= 0,331 yang bernilai positif dan nilai t-hitung sebesar 4,545 dengan 
nilai probabilitas (ρ) sebesar 0,000. Jika dilihat dari kriteria uji statistik t dengan 
nilai ρ = 0,000< alpha 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) 
dalam penelitian ini diterima. Hipotesis kedua diterima berarti komitmen 
organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual. 
Hipotesis yang selanjutnya adalah hipotesis yang ketiga (H3). Pada 
hipotesis yang ketiga diperoleh hasil bahwa kompetensi berpengaruh positif 
terhadap implementasi SAP berbasis akrual pada kabupaten Bengkulu Tengah. 
Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai koefisien 𝛽𝛽2= 
0,134 yang bernilai positif dan nilai t-hitung sebesar 2,162 dengan nilai 
probabilitas (ρ) sebesar 0,032. Jika dilihat dari kriteria uji statistik t dengan 
melihat hasil dari nilai ρ = 0,032< alpha 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis kedua (H3) dalam penelitian ini diterima. Hipotesis ketiga diterima 




Hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis yang keempat (H4). Berdasarkan 
hasil yang diperoleh maka diketahui bahwa ketersediaan infrastruktur 
berpengaruh positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual pada Kabupaten 
Bengkulu Tengah. Terbukti dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai 
koefisien 𝛽𝛽2= 0,386 yang bernilai positif dan nilai t-hitung sebesar 5,241 dengan 
nilai probabilitas (ρ) sebesar 0,000. Jika dilihat dari kriteria uji statistik t dengan 
melihat hasil dari nilai ρ = 0,000< alpha 0,05 maka pada hipotesis terakhir ini 
juga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini 
diterima. Artinya ketersediaan infrastruktur berpengaruh positif terhadap 
implementasi SAP berbasis akrual. 
 
4.3.3  Adjusted R Square 
Pada Tabel 4.8 diperoleh hasil  dari analisis data dimana nilai koefisien 
determinasi R2 (Adjusted R2) sebesar 0,471. Artinya bahwa variasi peningkatan 
atau penurunan implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu 
Tengah dipengaruhi oleh komitmen organisasi, kompetensi dan ketersediaan 
infrastruktur sebesar 47,1%. Sedangkan sisanya yang sebesar 52,9% akan 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari penelitian ini. 
 
4.4 Pembahasan 
Pada subbab pembahasan ini menjelaskan hasil penelitian, pengujian 
hipotesis yang telah dilakukan, keterkaitan antar variabel dengan dukungan teori 
serta penelitian terdahulu. Pembahasan di bawah ini juga menguraikan keterkaitan 
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pengaruh variabel komitmen organisasi, variabel kompetensi, variabel 
ketersediaan infrastruktur terhadap variabel implementasi SAP berbasis akrual. 
  
4.4.1 Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi, Ketersediaan   
Infrastruktur terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual 
 
Hipotesis pertama pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh variabel komitmen organisasi, kompetensi, dan ketersediaan 
infrastruktur secara bersama-sama terhadap variabel implementasi SAP berbasis 
akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa H1 diterima, yang artinya variabel komitmen organisasi, 
kompetensi dan ketersediaan infrastruktur secara simultan berpengaruh terhadap 
implementasi SAP berbasis akrual. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai 
adjusted R2 sebesar sebesar 47,1% yang artinya bahwa dalam penelitian ini 
variabel independen (komitmen organisasi, kompetensi, dan ketersediaan 
infrastruktur) secara bersama-sama memiliki pengaruh dalam menentukan 
keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual. Adjusted R2 juga menunjukkan 
bahwa model regresi yang dihasilkan mampu menerangkan variasi variabel 
implementasi SAP berbasis akrual dengan baik. 
Pegawai bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah telah 
menerapkan komitmen organisasi, kompetensi dan ketersediaan infrastruktur 
untuk menghasilkan implementasi SAP berbasis akrual yang baik. Menurut 
Suwanda (2013) strategi untuk memperoleh opini WTP terhadap hasil 
pemeriksaan atas LKPD adalah dengan adanya komitmen, adanya pembentukan 
tim, membuat rencana aksi, menyiapkan anggaran, merancang SPI, perbaikan 
SAK dan simda, dukungan teknologi informasi yang memadai, peningkatan 
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kualitas SDM, optimalisasi peran APIP, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan 
rencana aksi.  
Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah sangat 
ditentukan oleh peran OPD dan juga pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada 
setiap OPD tersebut. Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
SAP berbasis akrual seperti: komitmen organisasi, kompetensi dan ketersediaan 
infrastruktur telah dilaksanakan dengan baik, maka hal ini dapat mendorong 
implementasi SAP berbasis akrualnya menjadi semakin baik. 
Peranan OPD disini dapat dilihat dari setiap orang yang melaksanakan 
implementasi SAP berbasis akrual tersebut. Dimana masing-masing orang telah 
konsisten dan benar-benar dalam melakukan tugas, pokok, dan fungsinya masing-
masing. Kemudian peran setiap orang yang telah konsisten, bertanggung jawab 
dan berkelanjutan di setiap OPD ini lah yang akan mendorong keberhasilan dalam 
implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah pada akhirnya. 
Dari hasil penelitian diperoleh pengaruh secara simultan dari komitmen 
organisasi, kompetensi dan ketersediaan infrastruktur terhadap implementasi SAP 
berbasis akrual. Di Kabupaten Bengkulu Tengah hal ini terjadi karena pegawai di 
bagian keuangan memiliki kesadaran yang tinggi bahwa kepedulian dan kerja 
keras setiap individu dapat menghasilkan implementasi SAP berbasis akrual yang 
semakin baik.  Komitmen organisasi yang berupa loyalitas pegawai bagian 
keuangan  terhadap OPD masing-masing. Komitmen organisasi pegawai bagian 
keuangan dilakukan pada setiap pekerjaan yang dilakukan. 
Kemudian kompetensi pegawai bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu 
Tengah yang berkompetensi terlihat dari dimensi kemampuan. Hal ini ditandai 
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dengan kemampuan yang dimiliki pegawai bagian keuangan yang sebagian besar 
berpengalaman bekerja di bagian keuangan selama 5-10 tahun dan sebagian besar 
berada pada usia produktid. Penerapan kompetensi dalam implementasi SAP 
berbasis akrual terlihat dari pengetahuan dan keahlian yang digunakan dalam 
setiap proses penatausahaan keuangan dalam implementasi SAP berbasis akrual. 
Selanjutnya ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah 
telah tersedia. Di Kabupaten Bengkulu Tengah sebelum implementasi SAP 
berbasis akrual dijalankan, terlebih dahulu menyediakan soft infrastructure yang 
berupa regulasi-regulasi yang mengatur dan menyediakan SOP. Hal ini telah 
dilakukan sebagai landasan dalam menjalankan implementasi SAP berbasis 
akrual. Beberapa OPD ketersediaan infrastrukturnya belum memadai dan masih 
harus ditingkatkan. Namun hal ini tidak begitu berpengaruh dan implementasi 
SAP berbasis akrual, rata-ratanya masih berada dalam kategori tersedia. 
Uraian di atas menggambarkan implementasi SAP berbasis akrual yang 
terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Informasi yang dihasilkan dari 
implementasi SAP berbasis akrual menjadi sangat berharga karena informasi yang 
dihasilkan ini dapat memberikan gambaran secara keseluruhan, transparan dan 
bermanfaat. Informasi-informasi ini digunakan kembali sebagai landasan dalam 
pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil nanti 
kedepannya. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 
implementasi SAP berbasis akrual secara simultan dipengaruhi oleh komitmen 
organisasi, kompetensi dan ketersediaan infrastruktur. Hal ini menunjukkan 
bahwa secara bersama-sama faktor-faktor komitmen organisasi, kompetensi dan 
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ketersediaan infrastruktur itu dapat mempengaruhi implementasi SAP berbasis 
akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga apabila semakin baik komitmen 
organisasinya, kompetensinya semakin baik dan semakin baik ketersediaan 
infrastrukturnya, maka implementasi SAP berbasis akrualnya juga akan semakin 
baik. 
Upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi SAP berbasis akrual 
dilakukan dengan cara meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di 
Kabupaten Bengkulu tengah caranya adalah dengan tetap mempertahankan 
komitmen organisasi, kompetensi pegawai-pegawainya, dan memperbaiki 
ketersediaan infrastrukturnya. Ketersediaan infrastruktur sangat mempengaruhi 
implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah, hal ini dilihat 
dari hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan 
infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah paling berpengaruh yaitu sebesar 
0,386. Nilai ini paling besar jika dibandingkan dengan dua variabel independen 
yang lainnya. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dora 
(2014) dan Kusuma (2013) yang juga membuktikan bahwa variabel komitmen 
organisasi, sumber daya manusia,sarana dan prasarana, sistem informasi terhadap 
kesiapan implementasi SAP berbasis akrual telah siap. Hasil dari penelitian 
tersebut dengan adanya pengaruh dari komitmen organisasi, sumber daya 
manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi terhadap kesiapan 
implementasi SAP berbasis akrual tersebut tentunya juga akan berpengaruh 




4.4.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi SAP Berbasis      
Akrual 
 
  Pada Hipotesis yang kedua dapat dilihat bahwa tujuan dari hipotesis 
kedua ini adalah untuk melihat pengaruh dari komitmen organisasi terhadap 
implementasi SAP berbasis akrual. Kemudian jika dilihat dari hasil yang 
diperoleh dapat menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif 
terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari 
koefisien regresi dari variabel komitmen organisasi yaitu sebesar 0,339 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil uji terhadap 
variabel komitmen organisasi telah membuktikan bahwa komitmen organisasi 
berpengaruh positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten 
Bengkulu Tengah. 
Uraian hasil di atas menunjukkan bahwa komitmen organisasi di 
Kabupaten Bengkulu Tengah telah baik. Komitmen organisasi yang telah 
berkomitmen di Kabupaten Bengkulu Tengah terjadi karena pegawai di bagian 
keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah telah memiliki rasa tanggung jawab dan 
loyalitas terhadap organisasi. Sehingga berdampak kepada perilaku pegawai di 
bagian keuangan yang memiliki kepedulian, perasaan terikat, empati, terus 
termotivasi serta mampu memberdayakan dirinya sendiri. Selain itu pegawai 
bagian keuangan juga telah memiliki kesadaran yang tinggi bahwa kepedulian dan 
kerja keras setiap individu menghasilkan kesuksesan di dalam organisasi. 
Komitmen organisasi yang kuat di Kabupaten Bengkulu Tengah ditandai 
dengan pegawai bagian keuangan yang telah menjalankan tugas pokok dan 
fungsiny secara bertanggung jawab dan profesional. Hal ini terkait dengan UU No 
17 Tahun 2003 yang harus dijalankan, dimana setiap instansi pemerintahan baik 
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pusat maupun daerah sudah harus melakukan pengakuan dan pengukuran 
akuntansi dengan menggunakan sistem akuntansi yang berbasis akrual.  
Pengimplementasian SAP berbasis akrual memerlukan komitmen 
organisasi sebagai sikap yang dapat menunjukkan loyalitas pegawai terhadap 
organisasi. Ikatan emosional yang dimiliki individu di dalam organisasi 
menjadikan individu tersebut berbuat sesuatu yang dapat menunjang organisasi. 
Hal ini berarti jika pegawai-pegawai bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu 
Tengah memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka implementasi SAP 
berbasis akrual akan semakin baik. Sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai dapat 
berhasil dengan baik. 
Komitmen organisasi di Kabupaten Bengkulu Tengah telah ditunjukkan 
dari keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah membutuhkan komitmen 
organisasi yang tinggi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pegawai bagian keuangan pada 
umumnya yang melakukan penatausahaan keuangan. Pada penatausahaan 
keuangan pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan lebih 
mementingkan organisasinya. Tentunya dengan mempertimbangkan integrasi, 
sinkronisasi, serta sinergi antar tiap bagian di OPD. Pada saat pelaksanaan 
penatausahaan yang berupa kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, 
membayar, menyerahkan, mencatat, mempertanggungjawabkan dan melaporkan 
dilakukan dengan mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan 
individu. 
Penatausahaan keuangan merupakan implementasi SAP berbasis akrual. 
Ketika pegawai bagian keuangan memilki komitmen organisasi yang tinggi maka 
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akan semakin memperbaiki implementasi SAP berbasis akrual dan begitu pula 
sebaliknya. Dalam pengukuran komitmen organisasi pada penelitian ini secara 
keseluruhan responden menyatakan setuju terhadap masing-masing indikator 
variabel komitmen organisasi. Hal ini berarti komitmen organisasi dapat 
memperkuat implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Rachmawati (2009) mengartikan bahwa komitmen organisasi adalah 
sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan. 
Sehingga seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada 
kesuksesan dan kebaikan organisasi. 
Sejalan dengan Rachmawati pada penelitian ini menghasilkan komitmen 
organisasi dengan kategori berkomitmen. Komitmen organisasi yang baik ini bisa 
dilihat dari pegawai bagian keuangan yang bekerja di bagian keuangan selama 5-
10 tahun atau sebesar 81,8%. Hal ini menandakan telah terjalin keterlibatan secara 
emosional terhadap organisasi. pegawai di bagian keuangan yang telah bekerja 
selama 5-10 tahun ini telah menunjukkan bahwa pegawai di bagian keuangan 
memiliki komitmen berkelanjutan. 
Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah 
untuk mempertahankan komitmen organisasi yang berkomitmen tersebut adalah 
dengan cara: memberikan THR pada saat mendekati hari raya, memberikan 
imbalan selain gaji (misalnya memberikan insentif sesuai dengan beban kerja), 
memberikan pengembangan pengetahuan dan skill sehingga akan meningkatkan 
occupational commitment yang tentunya akan meningkatkan kinerja. 
Upaya-upaya untuk meningkatkan komitmen organisasi ini penting 
dalam penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini dikarenakan komitmen organisasi 
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merupakan landasan dalam penerapan SAP berbasis akrual. Untuk mencapai 
keberhasilan dalam implementasi SAP berbasis akrual maka landasan yang 
berupa komitmen organisasi ini harus kuat. Keberhasilan penerapan SAP berbasis 
akrual yang sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 khususnya di Kabupaten Bengkulu 
Tengah sangat dipengaruhi oleh dukungan dari instansi-instansi yang ada di 
Kabupaten Bengkulu Tengah, yang ditandai dengan adanya komitmen organisasi 
setiap OPD untuk melakukan suatu perubahan-perubahan. Dalam hal ini 
perubahan dari sistem akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi yang berbasis 
akrual. 
Sedangkan sikap tidak peduli dan bermalas-malasan hanya akan 
membuat organisasi hancur. Kesadaran pegawai di dalam organisasi dapat 
ditingkatkan dengan cara memberikan pengembangan pengetahuan dan skill 
melalui seminar-seminar dan trainning. Pengembangan pengetahuan dan skill 
akan meningkatkan komponen normative occupational commitment, sehingga 
dapat meningkatkan kinerja. Menurut Jatmika (2016) ketika seseorang memilki 
occupational commitment akan mencintai pekerjaannya sehingga akan 
menghasilkan kinerja yang optimal serta merasa bahagia. 
Komitmen organisasi menurut Colquitt (2009) mengatakan bahwa 
“organizational commitmen is definied as desire on the part of employee to 
remain a member of organization”. Hal tersebut berarti bahwa komitmen 
organisasi  merupakan suatu keinginan pegawai untuk tetap bertahan menjadi 
anggota dari organisasi dan rela untuk memberikan waktu, tenaga dan seluruh 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Dengan adanya komitmen 
yang tinggi terhadap organisasi menjadikan pegawai-pegawai yang menjalankan 
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semua peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi dengan baik. Terutama 
dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Hal ini tentunya akan memberikan 
pengaruh yang baik terhadap organisasi. 
Hasil analisis deskriptif pada variabel komitmen organisasi telah 
menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan 
yang diajukan sebesar 3,90. Dari rata-rata jawaban yang diberikan pegawai yang 
terlibat dalam implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah 
menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju. Dengan demikian apabila 
komitmen organisasi tinggi maka implementasi SAP berbasis akrual akan 
semakin baik. 
Pada Kabupaten Bengkulu Tengah pegawai bagian keuangan di setiap 
OPD tidak ada yang melakukan mogok kerja maupun demonstrasi. Sehingga bisa 
dikatakan bahwa pegawai-pegawai di bagian keuangan memiliki komitmen 
organisasi yang tinggi sehingga bisa bekerja dengan penuh semangat, produktif, 
efisien dan bertanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan opini WTP terhadap 
LKPD untuk Tahun 2015 yang diperoleh oleh Kabupaten Bengkulu Tengah yang 
merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi SAP berbasis akrual. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten 
Bengkulu Tengah komitmen organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAP 
berbasis akrual. Dimana semakin tinggi komitmen organisasi dari pegawai-
pegawai di bagian keuangan maka akan semakin baik pula implementasi SAP 





4.4.3 Pengaruh Kompetensi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual 
Pada hipotesis ketiga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi 
terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada 
hasil penelitian ini mampu menunjukkan bahwa kompetensi memiliki hubungan 
yang positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu 
Tengah. 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan nilai 
koefisien regresi sebesar 0,134 dengan nilai probabilitas sebesar 0,032. Nilai rata-
rata jawaban responden terhadap indikator variabel kompetensi adalah sebesar 
3,95 dengan kategori baik. Artinya bahwa kompetensi dari sumber daya manusia 
memiliki pengaruh yang positif dalam mendukung implementasi SAP berbasis 
akrual, sehingga semakin baik kompetensi maka implementasi SAP berbasis 
akrual juga akan semakin baik. Dapat juga diartikan bahwa kompetensi dari 
pegawai-pegawai yang terlibat langsung, yang memahami dan mempraktekkan 
akuntansi akrual yang memiliki kualifikasi sangat mendukung didalam 
keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi di Kabupaten Bengkulu 
Tengah telah berkompeten. Hal ini terjadi karena pegawai di bagian keuangan 
pada setiap OPD di kabupaten Bengkulu Tengah telah memiliki keterampilan, 
pengetahuan dan kemampuan. Kompetensi pegawai di bagian keuangan yang 
sangat terlihat adalah pada dimensi kemampuan. Dimana bisa dikatakan 
berkompetensi karena terlihat dari dimensi kemampuan yang dimiliki oleh 
pegawai di bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain: 
kemampuan untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan diri, 
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memiliki motivasi, etos kerja, kreativitas, inovasi, semangat dan profesionalisme 
dalam bekerja. 
Selain memiliki pengetahuan yang memadai, pegawai di bagian 
keuangan juga harus memiliki keterampilan dan kemampuan. Terutama 
keterampilan menggunakan aplikasi simda yang digunakan dalam implementasi 
SAP berbasis akrual dan kecerdasan. Baik kecerdasan intelektual, emosional, 
spiritual, serta kecerdasan sosial. Hal ini penting, karena dengan memiliki 
pengetahuan yang memadai, keterampilan dan kemampuan yang baik maka 
implementasi SAP berbasis akrual yang semakin baik pula. Dengan implementasi 
SAP berbasis akrual yang semakin baik akan menghasilkan LKPD yang semakin 
baik. Sejalan dengan penelitian Winidyaningrum & Rahmawati (2010) yang 
menunjukkan hasil bahwa SDM berpengaruh positif signifikan terhadap 
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dimana SDM disini 
maksudnya adalah kompetensi yang merupakan karakteristik seseorang. 
Hasil ini sejalan dengan Hevesi (2005) yang menyatakan bahwa 
kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki 
keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk 
melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan jawaban responden terhadap variabel 
kompetensi rata-ratanya adalah sebesar 3,95 yang berarti bahwa pegawai bagian 
keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berkompetensi.   
Kompetensi dari sumber daya manusia merupakan aset yang harus 
ditingkatkan baik produktivitas maupun efisiensinya. Oleh sebab itu, kompetensi 
pada pegawai di bagian keuangan harus memenuhi kualifikasi yang merupakan 
karakteristik dari seseorang. Kualifikasi tersebut adalah keterampilan, 
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pengetahuan dan kemampuan. Hal ini penting, karena implementasi SAP berbasis 
akrual merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.  
Jika kompetensi tidak dimiliki oleh pegawai di bagian keuangan maka 
akan muncul berbagai hambatan-hambatan dalam implementasi SAP berbasis 
akrual. Berbagai hambatan ini pastinya akan mengakibatkan pemborosan bahan, 
waktu, tenaga serta hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Seperti yang 
diutarakan oleh Mimba (2013) bahwa persyaratan untuk menggunakan basis 
akrual dalam penyusunan laporan keuangan menyebabkan beberapa komplikasi 
bagi pemerintah daerah. Penyebabnya dari faktor internal (kemampuan SDM yang 
terbatas dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat di sini 
adalah kemampuan yang terbatas mengenai akuntansi dan pengetahuan staf yang 
lemah. 
Pegawai di bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah 
berkompeten, namun pegawai bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah 
masih perlu meningkatkan lagi kompetensinya. Pegawai bagian keuangan harus 
meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus karena implementasi SAP 
berbasis akrual ini akan terus berkembang, sehingga kompetensi yang semakin 
baik sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan dari implementasi SAP 
berbasis akrual.  
 Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk terus meningkatkan 
kompetensi pegawai bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 
dengan: (1) Terus melakukan pendampingan dari tim BPKP dalam hal rekonsiliasi 
kas triwulan, semesteran dan tahunan (2) Memberikan sosialisasi pelatihan-
pelatihan, bimbingan teknis, trainning, maupun transfer knowledge. Contohnya 
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pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai-pegawai yang terlibat dalam 
implementasi SAP di OPD Di Kabupaten Bengkulu Tengah seperti: pelatihan-
pelatihan simda, rekonsiliasi kas, rekonsiliasi pendapatan, rekonsiliasi aset, 
pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, pelatihan sistem 
administrasi keuangan, dan lain-lain. 
Pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, trainning, maupun transfer 
knowledge diberikan secara berkala dan berkelanjutan. Pelatihan yang 
berkelanjutan  dilakukan agar sistem akuntansi di entitas pelaporan dan entitas 
akuntansi dapat dijalankan, dipelihara dengan baik dan ditingkatkan sesuai dengan 
perkembangan PSAP. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan 
terhadap basis akuntansi yang masih terus diperbaharui sesuai dengan sistem 
akuntansi yang berbasis akrual. Dengan memperkuat dasar-dasar akuntansi 
sehingga pegawai bagian keuangan bisa memecahkan masalah-masalah yang 
terkait dengan aplikasi simda yang digunakan di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Hal ini penting karena simda hanya aplikasi yang digunakan untuk mempermudah 
dan mempercepat tersusunnya berbagai laporan keuangan yang berbasis akrual. 
Ilmu akuntansi sangat dibutuhkan terutama jika terjadi kesalahan pada laporan 
yang dihasilkan maka bisa ditelusuri dan diperbaiki kesalahannya. 
Selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi bisa dilakukan dengan cara 
membentuk tim gabungan dengan pihak-pihak yang menguasai pengelolaan 
keuangan seperti: BPKP, APIP, BKD, dan OPD (bagian keuangan) untuk bekerja 
sama melakukan pengelolaan keuangan. Dengan pola kerja ini akan terjadi tranfer 
knowledge dari pihak yang menguasai pengelolaan keuangan daerah (BPKP) 
kepada pemerintah daerah. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kardiasih, 
Sinarwati & Sulidawati (2016) yang menemukan pengaruh yang positif dari 
kompetensi terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Semakin baik kompetensi 
dari pegawai-pegawai yang terlibat dalam implementasi SAP berbasis akrual 
maka implementasi SAP berbasis akrual  akan semakin baik. Hal ini dapat 
ditunjukkan dengan hasil-hasil penilaian terhadap berbagai pelaporan keuangan 
yang dibuat. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 
implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah dipengaruhi 
oleh kompetensi pegawai bagian keuangan di setiap OPD di Kabupaten Bengkulu 
Tengah. Maka semakin berkompeten pegawai di bagian keuangan di Kabupaten 
Bengkulu Tengah, semakin baik pula implementasi SAP berbasis akrual di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. 
 
4.4.4 Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur terhadap Implementasi SAP  
Berbasis      Akrual 
 
Pada hipotesis yang keempat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh dari variabel ketersediaan infrastruktur terhadap implementasi SAP 
berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil yang diperoleh pada 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel ketersediaan infrastruktur 
berpengaruh positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten 
Bengkulu Tengah. Terbukti dengan nilai koefisien variabel ketersediaan 
infrastruktur sebesar 0,386 dengan nilai probabilitas 0,000. Artinya, semakin baik 
ketersediaan infrastruktur maka implementasi SAP berbasis akrual akan semakin 
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baik pula. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk ketersediaan infrastruktur maka 
implementasi SAP berbasis akrual akan semakin buruk pula. 
Bardasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa ketersediaan 
infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah telah tersedia. Ketersediaan 
infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah dikatakan telah tersedia karena di 
bagian keuangan setiap OPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah telah 
tersedia ketersediaan soft infrastructure. Dimana ketersediaan soft infrastructure 
merupakan landasan untuk menjalankan implementasi SAP berbasis akrual.  
Di Kabupaten Bengkulu Tengah ketersediaan soft infrastructure telah 
tersedia di antaranya : (1) Adanya Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 30 
tentang kebijakan umum akuntansi (KUA). (2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 
31Tahun 2015 tentang perubahan perbub nomor 22 Tahun 2014 tentang sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Bengkulu Tengah. (3) Regulasi yang 
mengatur tentang SAP berbasis akrual telah dilaksanakan. (4) Telah ada SOP 
yang mengatur tentang SAP berbasis akrual dan telah dijalankan sesuai dengan 
SOP tersebut. 
Dalam melakukan suatu perubahan terkait implementasi SAP berbasis 
akrual, perlu dibenahi terlebih dahulu soft infrastructure yang berupa regulasi-
regulasi tentang ketersediaan infrastruktur. Baru setelah itu memperbaiki dan 
menyesuaikan hal yang lainnya sesuai dengan implementasi SAP berbasis akrual. 
Menurut Basri dan Munandar (2009:128) bahwa infrastruktur terbagi 
menjadi tiga jenis besar antara lain: (1) Infrastruktur keras fisik (Physical Hard 
Infrastructure) yang meliputi, seperti: gedung, sarana dan prasarana dll. (2) 
Infrastruktur keras non fisik (Non Physical Hard Infrastructure) yang meliputi: 
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jaringan komunikasi, pasokan energi (listrik), software dll. (3) Infrastruktur lunak 
(Soft Infrastructure) yang meliputi: etos kerja, norma, Aturan/dasar hukum, SOP 
dll. 
Kemudian berdasarkan jawaban responden terhadap variabel 
ketersediaan infrastruktur, diperoleh nilai rata-rata 3,73 dengan kategori tersedia. 
Walaupun masih banyak kekurangan dalam ketersediaan infrastruktur yang 
berupa infrastruktur keras fisik (ketersediaan sarana ruangan, software, komputer, 
server dan anggaran), infrastruktur keras non fisik (listrik, jaringan 
telekomunikasi, dan jaringan internet) dan infrastruktur lunak (dasar hukum, SOP) 
namun hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur di 
Kabupaten Bengkulu Tengah masih berada pada kategori tersedia. 
Ada sebagian OPD yang ketersediaan infrastrukturnya yang berupa 
ketersediaan internet dan wifi belum terpenuhi terutama untuk daerah pedalaman 
(Kecamatan pemekaran). Ketersediaan internet dan wifi dapat digunakan untuk 
meningkatkan kualitas pegawai-pegawai bagian keuangan yang terlibat dalam 
implementasi SAP berbasis akrual. 
Ketersediaan internet dan wifi ini bisa digunakan untuk mengakses 
berbagai peraturan-peraturan terbaru yang berkaitan dengan basis akrual, untuk 
mencari berbagai informasi yang diperlukan terkait dengan basis akrual, serta 
untuk menyampaikan berbagai laporan ke Kementrian Keuangan dengan sistem 
komando. Oleh sebab itu, ketersediaan internet dan wifi dapat meningkatkan 
kualitas pegawai-pegawai bagian keuangan. 
Selanjutnya upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan 
ketersediaan infrastruktur adalah dengan menganggarkan dana untuk peningkatan 
151 
 
ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah di tahun anggaran 
selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur pada 
sebagian OPD belum tersedia jaringan internet dan wifi yang memadai. Yang 
dikarenakan tidak ada anggarannya untuk menyediakan jaringan internet dan wifi 
pada tahun ini. Untuk menyediakan jaringan internet dan wifi dibutuhkan dana 
yang cukup besar. Sebagai contoh untuk OPD BAPELITBANG Kabupaten 
Bengkulu Tengah, anggaran untuk menyediakan jaringan internet, wifi dan server 
di tahun 2017 sebesar Rp 270.000.000,00. 
Pada dimensi infrastruktur keras fisik, paling banyak responden yang 
menjawab tidak setuju antara lain: ketersediaan genset, ketersediaan jaringan 
telekomunikasi, dan ketersediaan internet dan wifi. Artinya, genset, jaringan 
telekomunikasi, dan internet dan wifi belum sepenuhnya tersedia.  
 Di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagian OPD belum memiliki genset, 
tetapi ada juga yang telah rusak dan belum diperbaiki. Hal ini dikarenakan adanya 
keterbatasan dana. Sehingga memang tidak ada anggaran untuk pengadaan genset.  
Sebagian OPD ada yang belum tersedia jaringan telekomunikasi yang 
memadai. Hal ini dikarenakan sebagian OPD yang bangunan kantornya telah siap, 
pindah untuk menghuni kantor baru tersebut di kawasan perkantoran di Renah 
Semanek. Untuk beberapa OPD yang berada di kawasan perkantoran di Renah 
Semanek jaringan telekomunikasinya belum ada dan masih menggunakan 
jaringan telekomunikasi yang ada di Desa Karang Tinggi. Tetapi untuk OPD yang 
belum pindah ke kawasan perkantoran di Renah Semanek sudah ada jaringan 
telekomunikasinya misalkan di daerah nakau atau di daerah ujung karang. 
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Pada infrastruktur lunak diperlukan regulasi/dasar hukum yang 
digunakan sebagai landasan dalam implementasi SAP berbasis akrual. Dalam hal 
ini regulasi nasional yang mengatur tentang implementasi SAP berbasis akrual 
adalah PP71 Tahun 2010. Kemudian Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 25 
Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi dan Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 
33 Tahun 2015 tentang SAPD. Selanjutnya, Peraturan Bupati Bengkulu Tengah 
nomor 30 Tahun 2015 tentang kebijakan umum akuntansi dan Peraturan Bupati 
Bengkulu Tengah nomor 31 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Bupati 
nomor 22 Tahun 2014 tentang SAPD. Untuk mempermudah penyusunan regulasi 
atau perubahan terhadap regulasi tersebut, sebaiknya upaya yang dilakukan oleh 
Kabupaten Bengkulu Tengah adalah dengan berkoordinasi dan konsultasi dengan 
pihak-pihak yang berkompeten dalam hal tersebut. Dalam hal ini orang yang 
berkompeten adalah dari pihak BPKP dan BPK. 
Hubungan antara ketersediaan infrastruktur dengan implementasi SAP 
berbasis akrual pernah diteliti oleh Azman (2015) dengan hasil yang signifikan 
positif. Ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap implementasi SAP 
berbasis akrual.  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi SAP 
berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah dipengaruhi oleh ketersediaan 
infrastruktur. Dimana semakin tersedia ketersediaan infrastrukturnya, maka akan 
semakin baik pula implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu 
Tengah. Sebagai contoh: proses akuntansi yang dari awal transaksi sampai dengan 
penyusunan LKPD dilakukan secara komputerisasi. Sehingga dengan ketersediaan 
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infrastruktur yang memadai juga akan menentukan implementasi SAP berbasis 
akrual akan berjalan dengan baik, efektif dan efisien. 
 
4.5 Implikasi Strategis 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi, 
kompetensi, dan ketersediaan infrastruktur memberikan dampak yang positif 
terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Variabel ketersediaan infrastruktur 
memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap implementasi SAP berbasis 
akrual yang sebesar 0,386, selanjutnya variabel komitmen organisasi sebesar 
0,331 dan yang terakhir variabel kompetensi sebesar 0,134. 
Hal ini berarti bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi 
SAP berbasis akrual, maka Kabupaten Bengkulu Tengah harus memaksimalkan 
komitmen organisasi, kompetensi dan ketersediaan infrastruktur di setiap OPD di 
Kabupaten Bengkulu Tengah tentunya dengan berkoordinasi dengan Badan 
Keuangan Daerah. 
Adapun implikasi strategis yang dapat dirumuskan dari penelitian ini:    
1. Berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan kuesioner untuk dijawab 
kepada responden, menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 
positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu 
Tengah. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan langkah-langkah 
perbaikan terhadap aspek-aspek yang meningkatkan komitmen organisasi 
dalam implementasi SAP berbasis akrual. Setiap OPD dapat meningkatkan 
komitmen organisasi pegawai-pegawainya di bagian keuangan dengan cara 
memberikan pengembangan pengatahuan dan skill melalui seminar dan 
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trainning. Pengembangan pengetahuan dan skill akan meningkatkan 
occupational commitment. Sehingga pegawai di bagian keuangan akan 
mencintai pekerjaannya serta menghasilkan kinerja yang optimal. 
2. Hasil pengujian penelitian terhadap pegawai bagian keuangan di Kabupaten 
Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif 
terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Oleh sebab itu, dengan 
meningkatkan kualitas/kompetensi dari sumber daya manusia merupakan 
suatu cara untuk mewujudkan keberhasilan implementasi SAP berbasis 
akrual. Keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual memerlukan 
kompetensi dari sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, 
pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Namun tidak semua pegawai 
yang terlibat dalam implementasi SAP berbasis akrual memiliki keterampilan, 
pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Dari hasil penelitian diperoleh 
pengaruh yang positif ini artinya jika kompetensi semakin baik maka semakin 
baik pula implementasi SAP berbasis akrual. Apabila kompetensi tidak baik 
maka implementasi SAP berbasis akrual tidak baik pula, hal ini dapat menjadi 
kendala dalam implementasi SAP berbasis akrual. Untuk mengatasi kendala-
kendala dalam kurangnya kualitas sumber daya manusia atau kurangnya 
kompetensi maka caranya dengan  pelatihan-pelatihan yang intensif bagi 
semua pegawai yang terlibat dalam implementasi SAP berbasis akrual. Salah 
satunya dengan mengadakan rekonsiliasi data keuangan secara berkala dan 
berkelanjutan. Rekonsiliasi data keuangan dilakukan setiap triwulan, 
semesteran dan tahunan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, 
pengetahuan dan kemampuan dari pegawai bagian keuangan. rekonsiliasi data 
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keuangan dapat  dilakukan dengan menghadirkan nara sumber, yaitu orang-
orang yang berkompeten/ahli dibidang keuangan daerah. Dengan demikian 
akan terjadi tranfer knowledge dari ahli ke pegawai bagian keuangan setiap 
OPD. 
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketersediaan infrastruktur 
berpengaruh positif dan mendukung implementasi SAP berbasis akrual. Dari 
jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan, rata-rata 
terkecil adalah jawaban untuk ketersediaan internet dan wifi di setiap OPD di 
Kabupaten Bengkulu tengah. Ketersediaan internet dan wifi di perlukan 
sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pegawai-pegawai bagian 
keuangan yang terlibat dalam implementasi SAP berbasis akrual. untuk 
meningkatkan ketersediaan internet dan wifi dengan cara memasukkan 
pengadaan jaringan internet wifi pada anggaran berikutnya secara bertahap 
dan bergantian pada OPD-OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah yang belum 
tersedia internet dan wifi yang memadai . Dilakukan secara bertahap karena 
anggaran untuk pengadaan jaringan internet wifi cukup besar. Konsultasi 
dengan BPKP dan BPK juga dalam penyusunan regulasi juga harus terus 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan 
dan terus menyesuaikan dengan sistem akuntansi yang berbasis akrual.  
     BAB V 




Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh komitmen organisasi, 
kompetensi, dan ketersediaan infrastruktur terhadap implementasi SAP berbasis 
akrual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah 
diuraikan, maka kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah: 
1. Komitmen organisasi, kompetensi dan ketersediaan infrastruktur secara 
simultan berpengaruh positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual di 
Kabupaten Bengkulu Tengah.  
2. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi SAP 
berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini bermakna semakin 
baik komitmen organisasi pegawai bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu 
Tengah, maka implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu 
Tengah akan semakin baik. 
3. Kompetensi berpengaruh positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual 
di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini bermakna semakin baik kompetensi 
pegawai bagian keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah, maka 
implementasi SAP berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah akan 
semakin baik. 
4. Ketersediaan infrastruktur berpengaruh positif terhadap implementasi SAP 
berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil ini bermakna semakin 
tersedia infrastruktur yang memadai di Kabupaten Bengkulu Tengah, maka 
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Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, maka 
disarankan kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah supaya tetap 
meningkatkan implementasi SAP berbasis akrual dengan cara sebagai berikut: 
1. Komitmen Organisasi yang dimiliki pegawai di bagian keuangan di setiap 
OPD pada Kabupaten Bengkulu Tengah perlu dipelihara dengan cara: (1) 
Dengan memberikan THR pada saat mendekati hari raya, (2) Memberikan 
imbalan selain gaji misalnya insentif berdasarkan beban kerja, (3) 
Memberikan pengembangan pengetahuan dan skill sehingga akan 
meningkatkan komponen occupational commitment. 
2. Meningkatkan kompetensi pegawai-pegawai yang terlibat dalam proses 
implementasi SAP berbasis akrual. Baik pegawai yang terlibat dalam 
implementasi SAP berbasis akrual maupun pegawai pengembangan konsep 
dan regulasi, dengan memberikan pelatihan-pelatihan SAP berbasis akrual 
secara intensif dan berkala. 
3. Meningkatkan ketersediaan internet dan wifi secara menyeluruh termasuk 
juga untuk 4 kecamatan pemekaran (Kec. Merigi Sakti, Kec. Merigi 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 
 
 









 Dalam rangka penyusunan tesis untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi program S2 Star 
BPKP di Magister Manajemen Universitas Bengkulu, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 
untuk memberikan informasi mengenai Pengaruh Komitmen Organisasi, kompetensi dan 
Ketersediaan Infrastruktur terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam 
kuesioner penelitian ini. 
 Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/Sdri yang 
telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini.  
 

















Nomor Responden :................................................................(diisi oleh peneliti) 
Jenis Kelamin  : 




Pendidikan Terakhir :  
 
Masa Kerja 
di Bagian Keuangan : 
Nama SKPD  :............................................................................................... 
Pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti: 
1..............................   
2..............................   
3..............................   
PETUNJUK PENGISIAN 
 Berilah tanda Check List ( √ ) pada jawaban yang sesuai dengan kondisi di tempat 
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri bekerja. 
Keterangan : 
Sangat Tidak Setuju : STS 
Tidak Setuju  : TS 
Cukup Setuju  : CS 
Setuju   : S 






 Laki-laki  Perempuan 
 26-30 Tahun 
 31-35 Tahun 
 36-40 Tahun 
 41-45 Tahun 
 46-50 Tahun 
 >51 Tahun 
SMA  D3  
    
S1  S2  





I. KOMITMEN ORGANISASI 
No Komitmen Organisasi Alternatif Jawaban 
STS TS CS S SS 
Komitmen Afektif      
1 Saya merasa senang dalam menjalani karier di organisasi 
khususnya dalam mendukung implementasi SAP berbasis 
akrual 
     
2 Saya merasa bahwa masalah di organisasi adalah masalah 
saya juga. Terutama masalah yang berkaitan dengan 
implementasi SAP berbasis akrual 
     
3 Organisasi ini sangat berarti bagi saya       
Komitmen Berkelanjutan       
4 Saya merasa tidak memiliki alternatif pekerjaan lain untuk 
dapat meninggalkan organisasi ini. 
     
5 Saya merasa rugi jika sekarang saya berhenti bekerja dari 
organisasi ini 
     
6 Hidup saya akan kacau secara materi jika sekarang saya 
keluar dari organisasi ini. 
     
Komitmen Normatif      
7 Saya merasa bahwa kesuksesan organisasi memang sudah 
menjadi tugas dan tanggung jawab saya khususnya dalam 
mendukung implementasi SAP berbasis akrual 
     
8 Saya sangat peduli dan bersedia bekerja keras dalam 
menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab 
khususnya dalam menyukseskan implementasi SAP 
berbasis akrual 
     
9 Saya akan menerima setiap pekerjaan yang diberikan 
demi organisasi agar implementasi SAP berbasis akrual 
sukses 













II. KOMPETENSI  
No KOMPETENSI  Alternatif Jawaban 
STS TS CS S SS 
Keterampilan      
1 Saya memiliki keterampilan fisik yang bisa digunakan 
dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual 
     
2 Saya memiliki keterampilan akademik yang bisa 
digunakan dalam mendukung implementasi SAP berbasis 
akrual 
     
3 Saya Memiliki keterampilan menggunakan aplikasi simda 
dalam mendukungimplementasi SAP berbasis akrual 
     
Pengetahuan      
4 Saya telah menyelesaikan tingkat pendidikan: pendidikan 
formal dan pendidikan nonformal untuk melakukan tugas-
tugas dalam mendukung implementasi SAP berbasis 
akrual 
     
5 Saya memiliki Memiliki pengetahuan tentang tupoksi dan 
uraian tugas di bidang keuangan dalam implementasi SAP 
berbasis akrual 
     
6 Saya Memiliki pengetahuan tentang pengakuan dan 
transaksi keuangan dalam menyukseskan implementasi 
SAP berbasis akrual 
     
7 Saya Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan 
yang berkaitan dengan keuangan daerah dalam 
menyukseskan implementasi SAP berbasis akrual 
     
Kemampuan      
8 Saya memiliki kecerdasan (intelektual, emosional, 
spiritual, dan sosial) yang selalu saya gunakan untuk 
bekerja dalam menyukseskan implementasi SAP berbasis 
akrual 
     
9 Saya memiliki energi yang besar/memiliki bakat yang 
besar untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan 
dengan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual 
     
10 Saya memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan 
meningkatkan kemampuan diri dalam menyukseskan 
implementasi SAP berbasis akrual 
     
11 Saya memiliki motivasi, etos kerja, kreativitas, inovasi 
dan semangat, dalam menyukseskan implementasi SAP 
berbasis akrual 
 
     
12 Dalam bekerja saya selalu menjunjung tinggi 
profesionalisme terutama dalam implementasi SAP 
berbasis akrual 






III. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR 
No Ketersediaan Infrastruktur Alternatif Jawaban 
STS TS CS S SS 
Infrastruktur Keras Fisik      
1 Di tempat saya bekerja sudah tersedia sarana ruangan 
yang memadai khususnya sarana ruangan sebagai 
operasional perangkat SAP berbasis akrual 
     
2 Di tempat saya bekerja sudah tersedia sarana dan 
prasarana perangkat lunak (software) yang memadai 
khususnya dalam implementasi SAP berbasis akrual 
     
3 Di tempat saya bekerja sudah tersedia peralatan komputer 
dan server yang memadai sehingga sangat mendukung 
saya dalam bekerja khususnya dalam implementasi SAP 
berbasis akrual 
     
4 Di tempat saya bekerja sudah tersedia dukungan angaran 
yang memadai khususnya dalam implementasi SAP 
berbasis akrual 
     
Infrastruktur Keras Non Fisik      
5 Di tempat saya bekerja sudah tersedia Energi listrik dari 
PLN yang memadai guna mendukung operasi SAP akrual 
     
6 Di tempat saya bekerja sudah tersedia alternatif 
kelistrikan yang lain untuk menunjang implementasi SAP 
berbasis akrual seperti genset 
     
7 Di tempat saya bekerja sudah tersedia jaringan 
telekomunikasi yang memadai guna  implementasi SAP 
berbasis akrual 
     
8 Di tempat saya bekerja sudah tersedia jaringan internet & 
wifi yang memadai guna mendukung implementasi SAP 
berbasis akrual 
     
Infrastruktur Lunak      
9 Di tempat saya bekerja sudah tersedia aturan/ dasar 
hukum yang digunakan dalam  implementasi SAP 
berbasis akrual 
     
10 Di tempat saya bekerja sudah melaksanakan aturan/ dasar 
hukum yang digunakan dalam  implementasi SAP 
berbasis akrual 
     
11 Di tempat saya bekerja sudah tersedia SOP yang 
digunakan sebagai standar  untuk menjalankan 
implementasi SAP berbasis akrual 
     
12 Di tempat saya bekerja sudah melaksanakan SOP sesuai 
dengan ketentuan yan berlaku 
     
13 Di tempat saya bekerja kualitas pelayanan umum yang di 
berikan telah layak sesuai dengan nilai dan norma-norma 
yang berlaku. 






V. IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS 
AKRUAL 
 
No Implementasi SAP Berbasis Akrual Alternatif Jawaban 
STS TS CS S SS 
Pengakuan Pendapatan      
1 Saya telah mengakui pendapatan LO pada saat hak atas 
pendapatan sudah ada walaupun kas belum diterima 
     
2 Saya selalu mencatat penerbitan surat ketetapan pajak 
sebagai pendapatan LO meskipun wajib pajak belum 
menyetor  
     
3 Saya selalu dapat menentukan jumlah pendapatan-LO 
yang akan dicatat 
     
4 Selalu mencatat pajak tahun 2015 yang disetor oleh wajib 
pajak tahun 2016 sebagai pendapatan-LO 
     
5 Saya selalu mencatat transaksi pajak tahun 2015 yang 
diterima tahun 2016 dengan mendebet akun pendapatan-
LO dan mengkredit akun piutang pendapatan 
     
6 Saya selalu menyajikan bahwa    pendapatan-LO didalam  
Laporan Operasional 
     
7 Saya dapat membedakan antara  pendapatan-LO dan 
pendapatan LRA 
     
Pengakuan Beban      
8 Saya selalu mengakui transaksi beban pada saat timbulnya 
kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai meskipun 
kas belum keluar 
     
9 Saya selalu mencatat setiap pengeluaran kas untuk 
pembelian ATK dalam akun beban ATK 
     
10 Saya selalu dapat menentukan jumlah yang akan dicatat 
sebagai beban 
     
11 Saya selalu mencatat ATK yang telah terpakai sebagai 
beban ATK 
     
12 Setiap transaksi pembelian ATK akan saya catat dalam 
akun kas yang dikredit setiap ada transaksi beban 
     
13 Saya selalu menyajikan beban dalam laporan keuangan      
14 Setiap pemakaian ATK selalu dicatat sebagai beban ATK      
15 Saya dapat membedakan antara beban dan belanja      
Laporan Operasional      
16 Saya menyajikan laporan operasional sesuai SAP berbasis 
akrual 
     
17 Saya selalu menyajikan Laporan Operasional berdasarkan 
sumber data yan diperlukan 
     
18 Saya selalu mengklasifikasikan pendapatan operasional 
dan pendapatan non operasional sesuai format Laporan 
Operasional 
     
19 Selisih lebih harga jual aset tetap dengan nilai buku 
diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional 
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20 Saya selalu mengklasifikasikan beban yang tidak dapat 
dicatat sebagai belanja, sebagai beban operasional 
     
21 Saya mencatat beban yang tidak dapat dicatat sebagai 
belanja dapat diklasifikasikan sebagai beban operasional 
     
22 Saya selalu menyajikan pos luar biasa terpisah dari pos 
lainnya 








N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 143 26 44 35.35 3.750 
X2 143 31 59 47.92 4.731 
X3 143 30 61 48.49 6.136 
Y 143 70 109 89.29 6.406 
Valid N (listwise) 143 


























Lampiran 3. Hasil Uji ValiditasVariabel Komitmen Organisasi 
Factor Analysis 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .740 








1 2 3 
KO1 -.098 .110 .834 
KO2 .417 -.003 .640 
KO3 .803 .096 -.045 
KO4 .023 .879 -.066 
KO5 .062 .844 .088 
KO6 .168 .831 .202 
KO7 .703 .016 .004 
KO8 .782 .107 .295 











Lampiran 4. Hasil Uji ValiditasVariabel Kompetensi 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .848 









1 2 3 
KOMPT1 .690 .018 .023 
KOMPT2 .684 .365 -.157 
KOMPT3 .614 .399 .287 
KOMPT4 .749 .258 .070 
KOMPT5 .745 .285 -.065 
KOMPT6 .860 .109 .072 
KOMPT7 .747 .043 .203 
KOMPT8 .416 .280 .568 
KOMPT9 .195 .777 .348 
KOMPT10 .184 .808 -.094 
KOMPT11 -.128 -.240 .568 








Lampiran 5. Hasil Uji ValiditasVariabel Ketersediaan 
Infrastruktur 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .863 








1 2 3 4 
KI1 .748 .130 .235 .073 
KI2 .862 .134 .088 .080 
KI3 .788 .165 .208 -.101 
KI4 .674 .292 .341 -.052 
KI5 .027 .061 .067 .962 
KI6 .100 .203 .816 .075 
KI7 .437 .201 .647 .035 
KI8 .278 .257 .834 .009 
KI9 .525 .531 .161 .151 
KI10 .490 .644 -.053 -.121 
KI11 .172 .673 .307 -.207 
KI12 .034 .666 .230 .122 








Lampiran 6. Hasil Uji ValiditasVariabel Implementasi 
SAP Berbasis Akrual 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .726 








1 2 3 4 5 6 7 
IMPL1 .052 .165 .291 .096 .657 -.299 -.212 
IMPL2 .029 .155 .813 .176 -.038 .209 -.013 
IMPL3 .216 -.020 .792 .119 .183 -.069 .275 
IMPL4 .005 .339 .497 .438 .136 -.117 .329 
IMPL5 .056 .295 .483 .611 .133 .103 .052 
IMPL6 .047 .157 .195 .801 .161 .005 -.097 
IMPL7 -.067 .033 .288 .504 .513 .112 -.179 
IMPL8 .182 .672 .018 .266 .251 .025 .191 
IMPL9 -.005 .770 .176 -.214 .011 .249 .042 
IMPL10 .152 .822 .076 .231 .042 .005 .023 
IMPL11 .010 .132 .176 -.064 -.002 .075 .695 
IMPL12 .099 .230 .104 .119 .265 .637 .141 
IMPL13 .063 .313 .042 -.057 .117 .549 .395 
IMPL14 .172 .072 .081 .056 .735 .207 .198 
IMPL15 .033 .103 -.248 .269 .667 .213 .092 
IMPL16 .289 -.251 -.050 .581 .019 .396 .136 
IMPL17 .392 -.069 .047 .143 -.009 .690 -.251 
IMPL18 .727 .276 -.054 .035 .030 .068 -.069 
IMPL19 .751 .222 .282 .009 .031 .236 -.106 
IMPL20 .739 -.028 .041 .098 .084 .088 .150 
IMPL21 .574 -.067 -.006 .148 .122 -.010 .506 
IMPL22 .495 -.082 .236 -.273 .462 .190 .064 
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Lampiran 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Komitmen Organisasi 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 143 47.7 
Excludeda 157 52.3 
Total 300 100.0 









Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
KO1 31.42 12.668 .249 .758 
KO2 31.06 12.110 .378 .742 
KO3 31.10 12.159 .404 .739 
KO4 31.98 11.063 .406 .740 
KO5 31.80 10.571 .483 .726 
KO6 31.94 9.750 .601 .702 
KO7 31.19 12.042 .316 .752 
KO8 31.08 11.599 .537 .722 
KO9 31.24 11.070 .579 .712 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 143 47.7 
Excludeda 157 52.3 
Total 300 100.0 
177 
 








Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
KOMPT1 44.02 19.457 .500 .825 
KOMPT2 43.92 18.621 .583 .818 
KOMPT3 43.96 18.280 .699 .810 
KOMPT4 43.85 18.197 .656 .812 
KOMPT5 43.98 18.316 .632 .814 
KOMPT6 44.03 18.245 .696 .810 
KOMPT7 44.07 18.488 .597 .817 
KOMPT8 43.89 18.720 .548 .821 
KOMPT9 43.88 19.007 .546 .821 
KOMPT10 43.69 19.792 .416 .831 
KOMPT11 44.15 22.281 -.062 .869 
KOMPT12 43.71 19.617 .330 .840 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 143 47.7 
Excludeda 157 52.3 
Total 300 100.0 
Reliability Statistics 
















Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
KI1 44.90 32.123 .609 .866 
KI2 44.86 32.727 .608 .867 
KI3 44.87 32.139 .620 .866 
KI4 44.77 31.334 .701 .861 
KI5 44.92 36.444 .109 .889 
KI6 45.00 31.930 .529 .871 
KI7 44.95 30.582 .663 .863 
KI8 45.04 29.153 .690 .861 
KI9 44.48 32.266 .652 .864 
KI10 44.60 33.199 .547 .870 
KI11 44.48 32.800 .541 .870 
KI12 44.57 33.966 .438 .875 
KI13 44.44 32.586 .530 .870 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 143 47.7 
Excludeda 157 52.3 
Total 300 100.0 
Reliability Statistics 









Lampiran 10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Implementasi SAP Berbasis Akrual 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
IMPL1 85.37 37.601 .301 .845 
IMPL2 85.32 37.501 .429 .839 
IMPL3 85.36 37.641 .499 .836 
IMPL4 85.28 37.442 .511 .836 
IMPL5 85.31 37.060 .590 .833 
IMPL6 85.37 38.024 .430 .839 
IMPL7 85.22 37.270 .440 .838 
IMPL8 85.29 37.012 .535 .835 
IMPL9 85.19 38.675 .309 .843 
IMPL10 85.24 37.718 .443 .838 
IMPL11 85.34 38.647 .205 .849 
IMPL12 85.16 37.305 .488 .836 
IMPL13 85.20 38.205 .379 .840 
IMPL14 85.10 36.300 .518 .834 
IMPL15 85.03 37.696 .368 .841 
IMPL16 85.22 38.101 .328 .843 
IMPL17 85.14 38.558 .321 .843 
IMPL18 85.17 38.145 .393 .840 
IMPL19 85.27 36.774 .545 .834 
IMPL20 85.27 37.704 .400 .840 
IMPL21 85.20 38.036 .373 .841 





















Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .694a .482 .471 4.661 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 40.481 4.792 
 
8.448 .000 
X1 .566 .125 .331 4.545 .000 
X2 .193 .089 .143 2.162 .032 
X3 .403 .077 .386 5.241 .000 
a. Dependent Variable: Y 







































N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
X1 143 26 44 5055 35.35 .314 3.750 
X2 143 31 59 6853 47.92 .396 4.731 
X3 143 30 61 6934 48.49 .513 6.136 
Y 143 70 109 12769 89.29 .536 6.406 
Valid N (listwise) 143 




KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9 
N Valid 143 143 143 143 143 143 143 143 143 
Missing 157 157 157 157 157 157 157 157 157 
Mean 3.93 4.29 4.25 3.37 3.55 3.41 4.16 4.27 4.11 
Std. Error of Mean .049 .050 .047 .071 .073 .077 .058 .049 .055 
Std. Deviation .589 .603 .563 .845 .870 .922 .699 .581 .662 
Minimum 3 3 2 1 2 1 1 3 2 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Sum 562 614 608 482 508 488 595 610 588 
Percentiles 100 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
KO1 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 30 10.0 21.0 21.0 
4 93 31.0 65.0 86.0 
5 20 6.7 14.0 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 11 3.7 7.7 7.7 
4 79 26.3 55.2 62.9 
5 53 17.7 37.1 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 6 2.0 4.2 4.9 
4 92 30.7 64.3 69.2 
5 44 14.7 30.8 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 2 .7 1.4 1.4 
2 22 7.3 15.4 16.8 
3 46 15.3 32.2 49.0 
4 67 22.3 46.9 95.8 
5 6 2.0 4.2 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  








Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2 20 6.7 14.0 14.0 
3 40 13.3 28.0 42.0 
4 67 22.3 46.9 88.8 
5 16 5.3 11.2 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 2 .7 1.4 1.4 
2 26 8.7 18.2 19.6 
3 37 12.3 25.9 45.5 
4 67 22.3 46.9 92.3 
5 11 3.7 7.7 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 .3 .7 .7 
2 1 .3 .7 1.4 
3 16 5.3 11.2 12.6 
4 81 27.0 56.6 69.2 
5 44 14.7 30.8 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 10 3.3 7.0 7.0 
4 85 28.3 59.4 66.4 
5 48 16.0 33.6 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 .7 1.4 1.4 
3 18 6.0 12.6 14.0 
4 85 28.3 59.4 73.4 
5 38 12.7 26.6 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





KOM1 KOM2 KOM3 KOM4 KOM5 KOM6 KOM7 KOM8 KOM9 KOM10 KOM11 KOM12 
N Valid 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 
Missing 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 
Mean 3.90 4.00 3.97 4.07 3.94 3.89 3.85 4.03 4.04 4.23 3.78 4.22 
Std. Error of Mean .049 .055 .052 .056 .056 .053 .056 .057 .052 .050 .061 .063 
Std. Deviation .585 .661 .621 .668 .669 .629 .671 .676 .627 .602 .726 .752 
Minimum 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Sum 558 572 567 582 564 556 551 577 578 605 540 603 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 29 9.7 20.3 21.0 
4 96 32.0 67.1 88.1 
5 17 5.7 11.9 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 28 9.3 19.6 20.3 
4 84 28.0 58.7 79.0 
5 30 10.0 21.0 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 3 1.0 2.1 2.1 
3 21 7.0 14.7 16.8 
4 97 32.3 67.8 84.6 
5 22 7.3 15.4 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 24 8.0 16.8 17.5 
4 82 27.3 57.3 74.8 
5 36 12.0 25.2 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 33 11.0 23.1 23.8 
4 82 27.3 57.3 81.1 
5 27 9.0 18.9 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 34 11.3 23.8 24.5 
4 88 29.3 61.5 86.0 
5 20 6.7 14.0 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 .7 1.4 1.4 
3 38 12.7 26.6 28.0 
4 82 27.3 57.3 85.3 
5 21 7.0 14.7 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 27 9.0 18.9 19.6 
4 81 27.0 56.6 76.2 
5 34 11.3 23.8 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 25 8.3 17.5 17.5 
4 87 29.0 60.8 78.3 
5 31 10.3 21.7 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 10 3.3 7.0 7.7 
4 87 29.0 60.8 68.5 
5 45 15.0 31.5 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 54 18.0 37.8 38.5 
4 64 21.3 44.8 83.2 
5 24 8.0 16.8 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 7 2.3 4.9 4.9 
3 7 2.3 4.9 9.8 
4 77 25.7 53.8 63.6 
5 52 17.3 36.4 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  









KI1 KI2 KI3 KI4 KI5 KI6 KI7 KI8 KI9 KI10 KI11 KI12 KI13 
N Valid 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 
Missing 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 
Mean 3.59 3.63 3.62 3.72 3.57 3.49 3.54 3.45 4.01 3.89 4.01 3.92 4.05 
Std. Error of Mean .061 .054 .059 .062 .052 .070 .072 .084 .056 .054 .059 .054 .062 
Std. Deviation .724 .647 .711 .735 .622 .838 .862 1.005 .666 .640 .702 .640 .744 
Minimum 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Sum 514 519 517 532 511 499 506 493 573 556 574 561 579 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 6 2.0 4.2 4.2 
3 60 20.0 42.0 46.2 
4 63 21.0 44.1 90.2 
5 14 4.7 9.8 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 7 2.3 4.9 4.9 
3 45 15.0 31.5 36.4 
4 85 28.3 59.4 95.8 
5 6 2.0 4.2 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 .3 .7 .7 
2 5 1.7 3.5 4.2 
3 53 17.7 37.1 41.3 
4 73 24.3 51.0 92.3 
5 11 3.7 7.7 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 5 1.7 3.5 3.5 
3 49 16.3 34.3 37.8 
4 70 23.3 49.0 86.7 
5 19 6.3 13.3 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 4 1.3 2.8 2.8 
3 59 19.7 41.3 44.1 
4 74 24.7 51.7 95.8 
5 6 2.0 4.2 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 1.0 2.1 2.1 
2 14 4.7 9.8 11.9 
3 41 13.7 28.7 40.6 
4 73 24.3 51.0 91.6 
5 12 4.0 8.4 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 1.3 2.8 2.8 
2 21 7.0 14.7 17.5 
3 46 15.3 32.2 49.7 
4 51 17.0 35.7 85.3 
5 21 7.0 14.7 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 28 9.3 19.6 20.3 
4 83 27.7 58.0 78.3 
5 31 10.3 21.7 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 .7 1.4 1.4 
3 32 10.7 22.4 23.8 
4 89 29.7 62.2 86.0 
5 20 6.7 14.0 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 5 1.7 3.5 3.5 
3 19 6.3 13.3 16.8 
4 88 29.3 61.5 78.3 
5 31 10.3 21.7 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 35 11.7 24.5 24.5 
4 84 28.0 58.7 83.2 
5 24 8.0 16.8 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 .7 1.4 1.4 
3 30 10.0 21.0 22.4 
4 70 23.3 49.0 71.3 
5 41 13.7 28.7 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  






IM1 IM2 IM3 IM4 IM5 IM6 IM7 IM8 IM9 IM10 IM11 IM12 IM13 IM14 IM15 IM16 IM17 IM18 IM19 IM20 IM21 IM22 
N Valid 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 
Missing 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 
Mean 3.92 3.97 3.93 4.01 3.99 3.92 4.08 4.00 4.10 4.06 3.96 4.13 4.09 4.20 4.26 4.08 4.15 4.12 4.03 4.03 4.09 4.17 
Std. Error of Mean .064 .051 .043 .044 .043 .043 .053 .048 .045 .046 .061 .048 .045 .057 .054 .053 .046 .045 .050 .051 .049 .058 
Std. Deviation .770 .604 .513 .531 .517 .518 .629 .569 .540 .554 .730 .572 .543 .684 .647 .629 .548 .537 .593 .604 .580 .695 
Minimum 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Sum 561 568 562 574 570 561 583 572 587 580 566 591 585 600 609 583 594 589 576 576 585 597 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 48 16.0 33.6 33.6 
4 58 19.3 40.6 74.1 
5 37 12.3 25.9 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 28 9.3 19.6 19.6 
4 91 30.3 63.6 83.2 
5 24 8.0 16.8 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 24 8.0 16.8 16.8 
4 105 35.0 73.4 90.2 
5 14 4.7 9.8 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 16 5.3 11.2 11.9 
4 106 35.3 74.1 86.0 
5 20 6.7 14.0 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  










Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 20 6.7 14.0 14.0 
4 105 35.0 73.4 87.4 
5 18 6.0 12.6 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 25 8.3 17.5 17.5 
4 104 34.7 72.7 90.2 
5 14 4.7 9.8 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 20 6.7 14.0 14.7 
4 89 29.7 62.2 76.9 
5 33 11.0 23.1 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 20 6.7 14.0 14.7 
4 100 33.3 69.9 84.6 
5 22 7.3 15.4 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 14 4.7 9.8 9.8 
4 100 33.3 69.9 79.7 
5 29 9.7 20.3 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 18 6.0 12.6 12.6 
4 99 33.0 69.2 81.8 
5 26 8.7 18.2 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 5 1.7 3.5 3.5 
3 26 8.7 18.2 21.7 
4 82 27.3 57.3 79.0 
5 30 10.0 21.0 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 15 5.0 10.5 10.5 
4 94 31.3 65.7 76.2 
5 34 11.3 23.8 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 12 4.0 8.4 9.1 
4 103 34.3 72.0 81.1 
5 27 9.0 18.9 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 .7 1.4 1.4 
3 16 5.3 11.2 12.6 
4 77 25.7 53.8 66.4 
5 48 16.0 33.6 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 16 5.3 11.2 11.2 
4 74 24.7 51.7 62.9 
5 53 17.7 37.1 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 .3 .7 .7 
3 20 6.7 14.0 14.7 
4 89 29.7 62.2 76.9 
5 33 11.0 23.1 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 12 4.0 8.4 8.4 
4 97 32.3 67.8 76.2 
5 34 11.3 23.8 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 13 4.3 9.1 9.1 
4 100 33.3 69.9 79.0 
5 30 10.0 21.0 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 23 7.7 16.1 16.1 
4 93 31.0 65.0 81.1 
5 27 9.0 18.9 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 24 8.0 16.8 16.8 
4 91 30.3 63.6 80.4 
5 28 9.3 19.6 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 18 6.0 12.6 12.6 
4 94 31.3 65.7 78.3 
5 31 10.3 21.7 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3 24 8.0 16.8 16.8 
4 70 23.3 49.0 65.7 
5 49 16.3 34.3 100.0 
Total 143 47.7 100.0 
 
Missing System 157 52.3 
  
Total 300 100.0 
  
 
 
 
